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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya,
kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Batang. Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai
dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian hukum terhadap rancangan peraturan dacrah

tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.

Pemikiran terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten Batang berangkat dari tahun 2010 dengan dilaksanakannya analisa
dan evaluasi hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang, schingga
merekomendasikan pada tahun 2011 untuk segera menyusun rancangan peraturan daerah
melalui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Batang. Hal ini dimaksudkan
agar hasil pembangunan pendidikan nasional di dacrah memiliki arah dan landasan yang kuat
agar dapat diselenggarakan dan dikelola secara optimal.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem
pendidikan nasional pada satuan pendidikan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan
jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional. Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional di daerah, kewenangan pengelolaan
pendidikan harus jelas arah kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan, baik
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, satuan pendidikan dan masyarakat.

Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan
di Kabupaten Batang disusun oleh tim yang kami bentuk, sedangkan sistematika
penyusunannya mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan pihak-pihak yang turut
membantu menyelesaikan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah
tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang. Demikian, kami berharap isi dari
Raperda dan Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana
Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka menyusun Peraturan Daerah,

Batang, 8 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
WAB UL Pay
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah
mencerdaskan  kehidupan bangsa. Untuk  mewujudkan tujuan  tersebut, maka
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat menentukan, Selanjutnya, Pasal 31
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa
(1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan: (2) Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; {4) Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umal manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, vang berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk  watak serta  peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam kerangka otlonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan nasional
membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan program antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di daerah pada hakekatnya adalah upaya
terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah
Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program
penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing.

Penyelenggaraan pendidikan nasional di dacrah merupakan tanggungajwab setiap
Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, menjamin tersedianya dana guna
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terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima
belas tahun.

Agar penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah terpenuhi, penyelenggaraan
pendidikan nasional di daerah harus diatur dan ditetapkan melalui kebijakan daerah
yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakatnya. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan disebutkan bahwa kebijakan dacrah bidang pendidikan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, dituangkan dalam: (1) Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah: (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah: (3)
Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten; (4) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten; (5)
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kabupaten; (6) Peraturan Daerah di Bidang
Pendidikan dan (7) Peraturan Bupati di Bidang Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Batang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Pembangunan Pendidikan di arahkan pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertagwa, berilmu, sehat,
beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif melalui perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan sampai pada tingkat pendidikan menengah yang
bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, pengembangan pendidikan non formal dan
luar sekolah, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan
budaya baca dan pembinaan perpustakaan serta manajemen pelayanan pendidikan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 yang
diimplementasikan dalam tahapan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah setiap lima tahunan. Prioritas Pembangunan
di bidang pendidikan yang terbagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan. Rencana Strategis
Bidang Pendidikan sampai tahun 2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten
Batang menjadi Insan Kamil yang Cerdas Kompetitif yang meliputi sumber daya
manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan
partisipatif. Agar arah kebijakan yang ditetapkan tersebut dapat berjalan efektif sesuai
dengan yang diharapkan, maka diperlukan landasan dan pedoman yang mengatur dan
memuat kebijakan daerah dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Batang.

Peraturan Daecrah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang
sangat dibutuhkan, Sejak diberikannya kewenangan otonomi daerah terhadap urusan
penyelenggaraan pendidikan melalui Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004,
Pemerintah Kabupaten Batang belum memiliki Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan,
Padahal, Peraturan Daerah tersebut sangat penting dan menjadi landasan pengaturan
substantif dacrah yang meliputi kebijakan-kebijakan dacrah yang belum diatur secara
teknis oleh Pemerintah, Belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan

Ralupaten Batang
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pendidikan di Kabupaten Batang selama ini, berdampak pada belum optimalnya layanan
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, antara lain:
1. Belum optimalnya penyclenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang
bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena:

a. Masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang
pendidikan anak usia dini. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di
Kabupaten Batang masih rendah yaitu sebesar 51.29% dibandingkan dengan
standar angka partisipasi PAUD di Provinsi Jawa Tengah sebesar 65% dan
MNasional sebesar 75%;

b. Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non Formal) belum merata di
pelosok desa di seluruh Kabupaten Batang,

¢. Belum meratanya bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
termasuk bantuan peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru
PAUD;

d. Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D4;

Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya pendidikan
anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan
PAUD itu mahal, baik melalui jalur formal TK/RA/BA maupun jalur non
formal Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak/Sejenisnya, sehingga
masyarakat lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke Sekolah
Dasar sekalipun usianya masih belum cukup.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal

karena:

a. Belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti
pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan
relevan di Kabupaten Batang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;

b. Belum ada jaminan pembebasan biaya pendidikan dasar oleh Pemerintah
Kabupaten Batang sesuai dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional, sehingga menyebabkan masih
terdapat siswa putus sekolah karena alasan ekonomi dan tidak mampu
mengakses pendidikan dasar;

c. Belum ada arah kebijakan pendidikan dasar yang jelas secara teknis di daerah
terkait dengan pengembangan pendidikan yang merata dan terjangkau yang
menyebabkan:

1) Angka Partisipasi Sekolah Dasar/Sederajat dari tahun ke tahun mengalami
penurunan;
2) Angka Partipasi Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dibawah rata-rata
Provinsi dan Nasional; serta
3) Belum tercukupinya secara merata bangunan sekolah, ruang kelas dan
sarana prasarana pendidikan yang baik dan layak.
3. Belum ada arah kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang
jelas dan kongkrit yang dituangkan dalam Peraturan Daerah schingga
menyebabkan:

Haskad Aadenid
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a. Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum lavak mengajar karena belum
berkualifikasi S1/D4 maupun belum  sesuai dengan kompetensi  yang
dipersyaratkan oleh Peraturan;

b, Masih rendahnya kualitas dan kescjahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan;

c. Prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal.

4. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu, merata,
terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan karena masih
rendahnya jumlah penduduk yang terlayani pada jenjang pendidikan menengah;

5. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan
khusus;

6, Belum adanya layanan pendidikan tinggi di Kabupaten Batang sehingga lulusan
pendidikan menengah harus ke luar kota maupun ke Provinsi untuk melanjutkan
ke jenjang pendidikan tinggi serta rendahnya angka melanjutkan penduduk ke
pendidikan tinggi;

7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan
pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan
non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang
dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya
manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

8. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill)
yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocasional dalam
meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan
berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal

Kabupaten Batang;

9. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan
birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan
layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam
pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Batang diharapkan dapat menjawab permasalahan strategis di atas sehingga menjadi
arah kebijakan dan landasan penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah yang
terpadu dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Provinsi Jawa
Tengah. Dalam mewujudkan arah dan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Batang, pembangunan pendidikan di daerah harus dapat
mengoptimalkan sumber daya daerah sehingga mampu membangun sumber daya
manusia yang berpartisipatif,

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, telah ditetapkan visi strategis
pembangunan pendidikan di dacrah yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan
yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Batang yang cerdas komprehensif dan
berdaya saing. Masyarakat Batang yang cerdas komprehensif dan berdaya saing
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maksudnya adalah masyarakat Batang vang menjadi sumber daya manusia yang

berkualitas, beriman, bertagwa, berakhlak mulia, schat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab untuk menghadapi tantangan
dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dengan visi
pembangunan pendidikan tersebut, misi dilaksanakan adalah;

I Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang
merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan
masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas’/mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan
serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal.

3. Mewujudkan dukungan sustainabilitas lulusan anak didik sekolah menengah
pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkan dukungan nyata
pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif;

4. Menguatkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan
personal, sosial, akademik dan vocasional dalam meningkatkan sumber daya
manusia yang cerdas, produktif, pembelajar, berwawasan lingkungan, memahami
nilai-nilai budi pekerti yang luhur, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dijiwai pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha [sa,

5. Meningkatkan kreatifitas, daya saing dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan,

6.  Meningkatkan tata kelola dan tata nilai penyelengparaan layanan prima
pendidikan.

Agar kebijakan di atas dapat menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan yang
mampu mewujudkan tujuan dan arah pembangunan pendidikan yang diharapkan, maka
pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Batang melalui SKPD Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang berinisiatif mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang dalam Program
Legislasi Daerah. Selanjutnya disetujui dan tertuang dalam Nota Kesepakatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dengan Pemerintah Kabupaten
Batang Nomor: 44/NK/DPRD/2011 dan Nomor 188.3/1350/NK/2011 tentang Program
Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012. Selanjutnya, memperhatikan
ketentuan secara mutatis dan mutandis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang ini harus
disertai dengan penjelasan atau keterangan yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah
Naskah Akademik.

ldentifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
I. Bagaimana kebijakan umum Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam sebuah
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Knbupaten Batang dapat
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menjawab dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Batang, mencakup:

a. Kebijakan untuk mengupayakan pemenuh:
puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Batang untuk pembiayaan fungsi pendidikan, antara lain:

1) Fasilitasi pendidikan yang layak, terjangkau dan berkualitas dalam
mendukung proses belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan:
2) Memenuhi  kewajiban Pemerintah ~ Kabupaten  Batang untuk

Kabupaten Batang tanpa

m sekurang-kurangnya 200 (dua
Daerah (APBD) Kabupaten

menyelenggarakan pendidikan nasional di
diskriminasi;

3) Menjamin pembebasan biaya untuk penyclenggaraan pendidikan dasar
(bagi warga masyarakat yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun) dalam
rangka keterlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Bermutu;

4) Menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai pada
tingkat pendidikan menengah universal yang berpihak pada masyarakal
miskin dan kurang mampu;

5) Fasilitasi pendidikan yang layak bagi peserta didik yang berkebutuhan
khusus dan penyandang cacat agar dapat mengikuti proses belajar
mengajar;

6) Pemberdayaan dan pengembangan pendidikan formal dan pendidikan non
formal serta pendidikan luar sekolah yang dapat berdaya saing;

7) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua
jenjang pendidikan;

8) Pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan  yang
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

b. Kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah universal yang
bermutu, terjangkau dan merata di setiap kecamatan di Kabupaten Batang;

¢c. Kebijakan untuk membuka akses kerja sama dan kemitraan pendidikan di
daerah.

d. Kebijakan untuk menyelenggarakan  pendidikan  masyarakat  yang
berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara,
bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan
kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang
terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran
pendidikan dan penyelenggaraan layanan prima bagi setiap penyclenggara
pendidikan daerah dan suatan pendidikan di Kabupaten Batang.

f. Kebijakan dalam mendukungan sustainabilitas lulusan anak didik sekolah
menengah pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkan
dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang varatil dan
kreatif.

g. Kebijakan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan lokal dan budaya
dacrah yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan kecakapan
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hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan
vocasional dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas. produkuf,
berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami milai-milar luhur
kearifan budaya lokal Kabupaten Batang.

h. Kebijakan tentang penyediaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
peningkatan kesejahteraan dan pembenan kesempatan yang sama bagi
pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kapasitas dan
kemampuan din.

i. Kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
di daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata
kelola dan akuntabilitas.

2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Batang dalam menjawab permasalahan penyclenggaraan pendidikan di
Kabupaten Batang?

3. Apa yang menjadi pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang berdasarkan landasan filosofis,
sosiologis dan yuridis?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan arah
pengaturan yang akan dibuat dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas,
tujuan penyusunan MNaskah Akademik adalah sebagai berikut:

. Merumuskan perlu atau tidaknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Batang.

2. Merumuskan dasar hukum pembetukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Batang.

3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.

4. Merumuskan sasaran utama penyelenggaraan pendidikan di Kab. Batang.

5. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.

D. Metode
Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode
yuridis empiris yang diawali dengan penelitian normatif atau penclaahan terhadap
Peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan penyebarluasan kuesioner
untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap
rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.
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BAB 11
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis
1. Pengelolaan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara akid mengembanpkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spintual keagamaan, pengendalian din,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yvang diperuntukkan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan
yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem Pendidikan Nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Nasional di dacrah adalah upaya
terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah  dalam  mewujudkan  sistem
pendidikan nasional.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan  pendidikan  nasional  adalah  untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, schat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Pendidikan nasional dikelola dan diatur kewenangannya oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerinlah Kabupatew/Kota, Masyarakat dan  Satuan
Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk menjamin: (1)
Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan
terjangkay; (2) mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan
kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; (3) efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan. Tanggungjawab pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota adalah mengelola sistem pendidikan nasional di daerabnya dan
merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesual
kewenangannya. Kebijakan daerah bidang pendidikan terscbut tidak terlepas dari
kebijakan nasional pendidikan dan kebijakan pendidikan pemerintah provinsi.
Kebijakan pendidikan nasional di daerah dituangkan dalam:

a. Tencana pengembangan jangka panjang kabupaten/kota;
b. rencana pengembangan jangka menengah kabupaten/kota;
¢. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;

d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
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e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kon,
. peraturan dacrah di bidang pendidikan; dan
g peraturan bupati/wali kota di bidang pendidikan

Kebijakan di bidang pendidikan di kabupatenvkota merupakan pedoman bagi
(1) semua jajaran pemerintah; (2) penyelenggara pendidikan yang didinkan
masyarakat; (3) satuan atau program pendidikan; (4) dewan pendidikan, (5) komite
sckolah atau nama lain yang sejenisnya; (6) peserta didik, (7) oranglua‘wali peserta
didik; (8) pendidik dan tenaga kependidikan; (9) masyarakat yang bersangkutan; dan
(10) pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan,

Tanggungjawab pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten meliputi:

a, Mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional
kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara efekiif, efisien dan akuntabel sesuai
dengan kebijakan daerah bidang pendidikan.

b. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi, menpawasi, mengoordinasi,
memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenpgara, satuan, jalur,
Jenjang dan jenis pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan daerah
di bidang pendidikan;

¢. Menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten/kota melalui jalur
pendidikan formal dan non formal dengan mengutamakan perluasan dan
pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal,

d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal
bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Memiasilitasi penjaminan mutn pendidikan di daerah dengan berpedoman
pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan dan
standar pasional pendidikan. Dalam  melaksanakan penjaminan  tersebut,
Pemerintah  Kabupaten/Kota  berkoordinasi dengan  unit pelaksana teknis
Pemerintah yang melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, Ruang lingkup
penjaminan mutw yang difasilitasi Pemerintah kabupaten/kota meliputi; (1)
akreditasi program pendidikan, (2) akreditasi satuan pendidikan (3) sertifikasi
kompetensi peserta didik (4) sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau tenaga
kependidikan,

f. Mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program dan/atau satuan
pendidikan bertarat internasional dan atau berbasis keunggulan lokal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang
memiliki potensi kecerdasan dan‘atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi
puncak di bidang ilmu pengetaluan, teknologi, seni. dan/atau olahraga pada
tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan
internasional, dengan menyelenggarakan atau mem fasilitasi secara teratur dan
berjenjang kompetisi di bidang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
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olahraga. Pelaksanaan pembinaan berkelanjutan tersebul selanjutnya diatur

dalam peraturan bupati/wali kota; e
h. Menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi,

eficktivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan; _ -
i. Mengembangkan dan melaksanakan  sistem inl‘umlmm pendidikan
kabupaten/kota berbasis teknolog informasi dan komunikasi yang Il'ill:l'l.lp:t]{ﬂif
subsistem dari sistem pendidikan nasional serta memberikan akses informas
administrasi  pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan
pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jatur pendidikan sesuai kewenangan
pemerintah kabupaten/kota.

2. Penyelenggaraan Pendidikan .
Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen m_sl:::lr.
pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan ']-tms
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesual  dengan tujuan
pendidikan nasional.

3. Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan seliap warga negara,
orang tua, peserta didik, masyarakat dan pemerintah dacrah meliputi sebagal berikut:
a. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Republik
Indonesia. Warga negara selanjutnya disebut warga adalah orang vyang
memanfaatkan pelayanan pendidikan nasional di daerah. Adapun hak dan
kewajiban setiap warga negara adalah:
1) Hak

a) memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b) memperoleh layanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-
syarat yang ditentukan dalam Ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

¢) memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan,
pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan
negara.

d) memperoleh informasi secara tlerbuka mengenai perkembangan
pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di daerah,

2) Kewajiban

a) mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar
pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b) memberikan dukungan sumber daya untuk  keberlangsungan
pendidikan;

Il
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¢) mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis
pendidikan;

d) memelihara kerukunan, kesetinkawanan serta  Kedamaian  untuk
mewujudkan harmoni sosial; dan

¢) mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua
Orang tua adalah orang tua dari peserta didik yang bersangkutan, Adapun
hak dan kewajiban orang tua adalah:
1) Hak

a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya.

b. memperoleh informasi temtang perkembangan pendidikan  bagi
anaknya.

¢. menerima hasil laporan penilaian anaknya secara periodik.

2) Kewajiban

d. memberikan kesempatan vang scluas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh pendidikan setinggi-tingginya:

e. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar
pendidikan dasar;

[. memberikan pendidikan informal dan membantu belajar bagi anaknya
di lingkungan keluarga yang dapat mendukung proses pembelajaran;

g. memberikan kesempatan belajar di rumah  bagi anaknya dan
mengupayakan membuat suasana belajar di rumah vang nyaman dan
kondusif;

h. menjamin keberlangsungan pendidikan scpanjang hayat menurut
kemampuan, bakat dan minat bagi anaknya;

I. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan
agama sesuai dengan agama yang dianutnya; dan

J-  memberikan teladan bagi anak di lingkungan keluarga.

c. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang

mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan. Adapun hak dan

kewajiban masyarakat adalah:

I) Setiap masyarakat di daerah berhak untuk berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

2) Setiap masyarakat di daerah berkewajiban memberikan dukungan sumber
daya dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

3) Hak dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat di
dacrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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d. Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Peserta didik adalab anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan
jenis pendidikan tertentu. Adapun hak dan kewajiban peserta didik adalah:
1) Hak

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya
dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

b. mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses
pembelajaran dan pengembangan potensi dini.

¢. mendapatkan pelayanan pendidikan karakter dan keteladanan,

d. mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi
siswa berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ckonomi
dan/atau bantuan pendidikan bagi mercka yang orangtuanya tidak
mampu membiayai pendidikan.

¢, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satan pendidikan lain
yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar
masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan vang ditetapkan.
memperoleh penilaian dan informasi atas hasil belajar.

h. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual

dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma
agama, kesusilaan, kepatuhon, prinsip penyelenggaraan pendidikan
serta peraturan perundang-undangan.

1. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-
wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang

terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saal melaksanakan tugas dan
kegiatan sekolah.

2) Kewajiban

a. belajar dan menjaga nomma-norma  pendidikan untuk  menjamin
keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;

b. mengikuti proses pembelajaran dan  evaluasi terhadap proses
keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika
pendidikan;

¢, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang  dianutnya,
menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara
kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,
keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;

f. ikut menjoga dan memelibara sarana dan prasarana, kebersihan,
keamanan dan ketertiban umum;

g. ikut menanggung biaya penyelenggarann pendidikan, kecuali bagi
peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
i. mematuhi semua peraturan yang berlaku,

e. Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1) Hak dan Kewajiban Pendidik
a) Hak

(1) memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang
patut dan layak.

(2) memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi
tunjangan fungsional danfatau tunjangan kKhusus sebagai guru
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan gas dan
hak atas hasil kekayaan intelektual.

(4) memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana
dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas.

(5) mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

(6) mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan
kualitas pendidikan.

(7) berserikat dalam organisasi profesi guru dengan tidak
meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang
menjadi tanggung jawabnya.

(8) mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan
kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan  dan
pengembangan profesi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(9) mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, menulis
artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan atau menjadi pengarang
atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak
ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(10) memberikan penilaian terhadap hasil belajar pesena didiknya
sesuai dengan standar penilaian pendidikan serta memberikan
penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi
akademik dan/atau prestasi non akademik.

(11) ikut serta menentukan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(12) Tkut serta berperan dalam penentuan kebijakan di bidang
pendidikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

b) Kewajiban

(1) membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peseria

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga
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(3)
(4)
(3)
(6)

(7

(8)

(9)

(10)

kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis
dan dialogis:

melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik dengan
sebaik-baiknya  sesuai  dengan  tuntutan  penyelenggaraan
pendidikan;

mempunyai komitmen secard profesional untuk meningkatkan
mutu pendidikan:

memberikan pelayanan prima pendidikan sesual dengan prinsip
dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;

memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan
bagi peserta didik dan lingkungannya;

memelihara kerukunan, kesetinkawanan serta kedamaian untuk
mewujudkan harmoni sosial;

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
schat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin
keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;

ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,
keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di
tempat umum; dan

menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai
dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

2) Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

a) Hak
(1)

(2
3

(4)

memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang
patut dan layak.

mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan
hak atas hasil kekayaan intelektual.

memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana
dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas.

b) Kewajiban

(1)

(2)

(3)
(4)
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melaksanakan tugas dan tanggungjawab scbagai (enaga
kependidikan  dengan  sebaik-baiknya untuk  menunjang
penyelenggaraan pendidikan;

memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip
dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;

memberikan teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk
mewujudkan harmoni sosial;
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(5) menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin
keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;

(6) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,
keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di
tempat umum; dan

(7) menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai
dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

f. Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan
1) Hak

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan

bantuan dana inveslasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

vang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Bantuan
dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat berdasarkan pada
kemampuan keuangan daerah dan  ketentuan peraturan perundang-
undangan,

2) Kewajiban

a) menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh
pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis,
gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;

b) menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan
khusus dalam hal menurut syarat-syarat vyang ditentukan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢) memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk
menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan
manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat;

d) menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
sekolah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis
seckolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan
Komite Sekolah;

g) melaksanakan standar pelayanan minimal,

h) melaksanakan kurikulum  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i) menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman,
aman, schat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok,
narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.
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3) Tanggungjawab

a) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah  yang tidak dikembangkan/dirintis  menjadi  bertaraf
internasional  berkewajiban  menyelenggarakan pendidikan  dasar
bermutu bebas pungutan bagi seluruh peserta didik.

b) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah yang dikembangkan/dirintis menjadi bertaral internasional
berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu bebas
pungutan bagi peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu
secara ekonomi.

¢) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan olch
Pemerintah Dacrah wajib menyelenggarakan  pendidikan bebas
pungutan bagi peserta didik berprestasi yang orang tuanya tidak mampu

secara ekonom.

g. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
1) Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Pemerintah Dacrah berkewajiban untuk:

a) menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional
di daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

b) menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;

¢) memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;

d) menvediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan
kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢) membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan olch
masyarakat;

f) menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi
akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;

g) menetapkan kebijakan penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan
prasarana pendidikan secara memadai;

h) menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

i) menetapkan standar pelayanan minimal dan target partisipasi
penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

i) melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai
prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau
olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten,
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provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui  peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan sesuai dengan tujuan
pendidikan.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal dan
pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta dapat
diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak
jauh. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan
yang dikembangkan. Sedangkan jenis pendidikan adalah kelompok  yang
didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

4.1 Pendidikan Formal

Jalur pendidikan formal yang diselenggarakan olch Pemerintah Daerah

meliputi jenjang:

a. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga
terbentuk  perilaku dan kemampuan dasar sesuai  dengan tahap
perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan
selanjutnya.

Pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian
Juhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya dir1,
dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, dan
mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional,
kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam
lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal,
jalur non formal dan program pendidikan anak usia dini terpadu.
Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA,
atau bentuk lain yang sederajat, memiliki program pembelajaran 1 (satu)
tahun atau 2 (dua) tahun dan dapat diselenggarakan menyatu dengan SD,
MI, atau bentuk lain yang sederajat.

TK (Taman Kanak Kanak) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6
(enam) tahun. RA (Raudlotl Athfal) adalah salah satu bentuk satuan
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pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur  pendidikan  formal  yang
menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama lslam bagi
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, Penerimaan
peseria didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara
objektif, transparan, dan akuntabel, Penerimaan peserta didik pada satuan
pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan
pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari
kelompok gender atau agama tertentu. Keputusan penerimaan calon peserta
didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan
guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Satuan pendidikan anak
usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satwan pendidikan
anak usia dini lain dengan syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta
didik pindahan diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat
dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, ML, atau
bentuk lain yang sederajal. Sedangkan konteks bermain tersebut  dapat
dikelompokan menjadi:

1) bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;

2) bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;

3) bermain dalam rangka pembelajaran orientasi  dan pengenalan
pengetahuan dan teknologi;

4) bermain dalam rangka pembelajaran estetika;

5) bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Semua permainan pembelajaran dirancang dan diselenggarakan: (a)
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong
kreativitas serta kemandirian; (b) sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik
dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik
anak; (c) dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan
masing-masing anak; (d) dengan mengintegrasikan kebutuhan anak
terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan (¢) dengan
memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak,

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan
formal yang melandasi  jenjang pendidikan menengah, yang
diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu
kesatuan kelanjutan pendidikan pada satvan pendidikan yang berbentuk
Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyuh, atau bentuk lain
yang sederajat.
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Pendidikan dasar  berbentuk  sekolah  dasar — (S1)) dan  madrasah
ibticaiyah (M) atau bentuk Tain yang sederajat serta sekolah menengah
pertama  (SMP) dan madrasah isanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang
sederajat, Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendicdikan umum pada jenjang pendidikan
dasar. Madrasah Ibtidaiyah, adalah salah saw bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan
umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
1) menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan

kepribadian luhur;
2) menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah
air;

3) memberikan dasar-dasar  kemampuan intelekival  dalam  bentuk
kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;

4) memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5) melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni,

6) menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;

7) mengembangkan kesiapan fisik dan mental unluk melanjutkan
pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Bentuk SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam)
tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4
(empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam). Peserta didik pada SD/MI atau
bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun, kecuali
itu dapal dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog
profesional atau dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang
bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.

SD/MI atau bentuk lain yang sederajal wajib menerima warga negara
berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta
didik sampai dengan batas daya tampungnya. Penerimaan peserta didik
kelas 1 (saw) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada
hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes
lain, SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi
peserta didik berkelainan, Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi
daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada
SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari
yang paling tua. Jika usia calon peserta didik sama maka penentuan peserta
didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling
dekat dengan satuan pendidikan, jika tidak maka peserta didik yang
mendaflar lebih awal diprioritaskan
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Peserta didik jalur nontormal dan informal dapat diterima di SD, M,
atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas | (satu) setelah lulus
tes kelavakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan formal yang bersangkutan. Peserta didik pendidikan dasar
setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, M1, atau bentuk lain yang
sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan
dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD
atau M. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah (MTs}) adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama lslam pada
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SD atau ML

Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

1) mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan,
akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;

2) mengembangkan, menghayati, dan  mengamalkan  nilai-nilai
kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;

3) mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

4) melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi
serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

5) mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk
keschatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

6) mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup
mandiri di masyarakat,

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Fsa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur,
berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; sehat, mandiri, percaya diri, dan
toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bentuk SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga)
lingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9
(sembilan). Penerimaan Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain
yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A,
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atau bentuk lain yang sederajat. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat
wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan
15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya
tampungnya. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan
akses bagi peserta didik berkelainan.

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP,
MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah
lulus ujian kesetaraan Paket A. Peserta didik jalur nonformal dan informal
dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada
awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: lulus ujian kesetaraan
Paket A; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan,

Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah
ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah
memenuhi persyaratan: menunjukkan ijazah alau dokumen lain vang
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan
dasar setara SD; dan ulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem
dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah
memenuhi persyaratan: lulus ujian kesetaraan Paket A; atau dapat
menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang
bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan
kompetensi lulusan setara SD.

SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik
melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik
tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian
Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada
satuan pendidikan dasar lain.

SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan
bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan
oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan
pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan
secara objektif, transparan, dan akuntabel, Penerimaan peserta didik pada
satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan
pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peseria didik dari
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kelompok gender atau agama tertentu. Keputusan penerimaan calon peserta
didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandin oleh rapat dewan
guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. eleksi penerimaan
peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat
SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali
bagi peserta didik bagi pada satuan pendidikan yang secara khusus
dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama
tertentu. Disamping memenuhi ketentuan tersebut satuan pendidikan dapat
melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru

di kelas 7 (tujuh).

Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari
satuan pendidikan dasar lain. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata
cara dan persyaralan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain
persyaratan yang telah ditentukan dengan tidak bertentangan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan
formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentk lain yang sederajat. Pendidikan
menengah bertujuan membentuk peserta  didik menjadi insan yang:
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
dan berkepribadian luhur; berilmu, cakap, kritis, krealif, dan inovatif, sehat,
mandiri, dan percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis, dan

bertanggung jawab.

Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum berfungsi:

1) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan,
akhlak mulia, dan kepribadian lubur;

2) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan
dan cinta tanah air;

3) mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;

4) meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi  seria
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

5) menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk
kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

6) meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di
masyarakal.
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Sedangkan pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

1) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan,
akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

2) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan
dan cinta tanah air;

3) membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat:

4) memngkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi  serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

5) menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk
keschatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

6) meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di
masyarakat.

Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau
bentuk lain yang sederajat. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya
disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah
sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal dalam binaan Menten Agama vang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau
setara SMP atau MTs.

SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10
(sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas). Penjurusan pada
SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang
memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan
peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan
tinggi. Program studi tersebut antara lain : program studi ilmu pengetahuan
alam; program studi ilmu pengetahuan sosial; program studi bahasa;
program studi keagamaan; dan program studi lain yang diperlukan
masyarakat.

Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Madrasah Aliyah
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Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk
satuan  pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama  yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama lIslam
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama
atau setara SMP atau MTs.

SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, vaitu kelas
10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4
(empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas
12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia
kerja. Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain vang sederajat
berbentuk bidang studi keahlian, Setiap bidang studi keahlian dapat terdini
atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian. Setiap program studi dapat
terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian. Bidang studi yang
dimaksud antara lain: bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa; bidang
studi keahlian kesehatan; bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan
pariwisata; bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi; bidang studi keahlian
bisnis dan manajemen; dan bidang studi keahlian lain yang diperlukan
masyarakat,

Penerimaan Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk
lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs,
Paket B, atau bentuk lain vang sederajat. Peserta didik jalur nonformal dan
informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang
sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah: lulus ujian kesetaraan
Paket B; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. Peserta didik pendidikan
dasar setara SMP vang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan
negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain
yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah: lulus ujian
kesetaraan Paket B atau dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan
dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP. Peserta didik
pendidikan menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah
ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia
dengan syarat: menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan
bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar sctara
SMP dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan bersangkutan.

SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib
menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan. Satuan pendidikan
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SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan
bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atan mental yang diperlukan
oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan
pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Penerimaan peserta didik pada satuean pendidikan menengah dilakukan
secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penerimaan peserta didik pada
satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi
satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta
didik dari kelompok gender atau agama tertentu, Keputusan penerimaan
calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh
rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Seleksi
penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan
pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi
satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta
didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Selain memenuhi tersebut
satuan pendidikan dapal melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi
pererimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh). Peserta didik satuan
pendidikan menengah dapat pindah ke: jurusan yang sama pada satuan
pendidikan lain; jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama;
atau jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.

4.2 Pendidikan Non Formal

Jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan
non formal. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai sctara dengan hasil
program pendidikan formal. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai
pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau scbagai
alternatif pendidikan; mengembangkan potensi peserta didik dengan
penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung

pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki
kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional,
dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk
bekerja dalam bidang tertentu, danfatau melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan
untuk masyarakat, Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal meliputi:

4. Lembaga Kursus dan Pelatihan
Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis
menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
1) memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
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2) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
3) mempersiapkan diri untuk bekerja;

4) meningkatkan kompetensi vokasional,

5) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
6) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program: pendidikan
kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketcrampilan kerja,
pendidikan  kesetaraan, dan/atau  pendidikan nonformal lain yang
diperlukan masyarakat. Lembaga pelatihan menyelenggarakan program
pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja
bagi pencari kerja dan pekerja. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan
yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal
darvatau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi
kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat memberikan
sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga
kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasi belajar
dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Kelompok Belajar
Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas

sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman
dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf
kehidupannya. Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat
menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

1) memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;

2) memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

3) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;

4) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau

5) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program: pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan pemberdayaan perempuan, dan/atau pendidikan nonformal lain
yang diperlukan masyarakat. Peserta didik yang telah menyelesaikan
kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian
kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Peserta didik yang telah menyelesaikan
kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian
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kesetaraan hasil belajar dapat memperoleh ijazah sesuai dengan program
yang diikutinya.

¢. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakal. Pusat
kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat
menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

1) memperoleh pengetabuan dan keterampilan;

2) memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

1) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
4) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
5) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pusat kegiatan belajar masyarakal dapat menyelenggarakan program:
pendidikan anak usia dini; pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan  kerja, dan/atau
pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. Pusat kegiatan
belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada
peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada
peserta didik yang lulus wji kompetensi. Peserta didik yang telah
menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat
dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil
belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan. Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam
ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal memperoleh ijazah

sesuai dengan program yang diikutinya.

d. Majelis Taklim
Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan

pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

1) memperoleh pengetahuan dan keterampilan;

2) mempercleh keterampilan kecakapan hidup;

3) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
4) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
5) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan
program: pendidikan keagamaan Islam, pendidikan anak usia dini,
7
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pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan
hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kepemudaan,
dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat,

Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di
majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian
kesetarnan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Peserta didik yang telah memenuhi syarat
dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan
formal memperoleh jjazah sesuai dengan program yang ditkutinya.

e. Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non Formal

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk

kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan  pendidikan anak

usia dini yang sejenis. Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan

satuan  pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan

pendidikan dalam konteks:

1) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak
mulia;

2) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan
kepribadian;

3) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;

4) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga,
dan kesehatan; dan

5) bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat
dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji
kompetensi.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal melipuli:
a. Pendidikan kecakapan hidup
Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan
personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis,
kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk
bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan
personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis,
kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta
didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah
masyarakat. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara
a5
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terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri,
Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan
nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal. Pendidikan
kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program
penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri,

b. Pendidikan anak usia dini terpadu

Program pendidikan anak usia dini terpadu adalah program layanan
pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari sa
program PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS) vang dalam pembinaan,
penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan sccara terpadu dan atau
terkoordinasi. Pelaksanaan program pendidikan anak usia dimi terpadu
dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu lavanan pendidikan
anak usia dini bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun,
melalui berbagai program PAUD (TK, RA. KB, TPA, SP5) yang
diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.

c. Pendidikan kepemudaan

Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan vang diselenggarakan

untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Program Pendidikan

kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi  pemuda  dengan

penekanan pada:

1) penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

2) penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;

3) penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;

4) peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga;

5) penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan
kepeloporan; dan

6) peningkatan keterampilan vokasional.

Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan
kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun
sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Pendidikan kepemudaan dapat
berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan
oleh: organisasi keagamaan; organisasi pemuda; organisasi kepanduan /
kepramukaan; organisasi palang merah; organisasi pecinta alam dan
lingkungan hidup; organisasi kewirausahaan; organisasi masyarakat;
organisasi seni dan olahraga; dan organisasi lain yang sejenis.

d. Pendidikan pemberdayaan perempuan
Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk
meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Program pendidikan
pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatan kesetaraan dan
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keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara melalui:

1) peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

2) penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air

3) penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika,

4) peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan‘atau clahraga;

5) penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan
kepeloporan; dan

6) peningkatan keterampilan vokasional,

Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:

1) meningkatkan kedudukan. harkat, dan martabat perempuan hingga
setara dengan laki-laki:

2) meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan,
pekerjaan, usaha, peran sosial, peran poliuk, dan bentuk amal lain
dalam kehidupan;

3) mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang
melekat pada perempuan.

e. Pendidikan keaksaraan

Pendidikan keaksaraan merupaken pendidikan bagi warga masyarakal
yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung,
berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang
untuk  aktualisasi potensi diri. Pendidikan keaksaraan berfungsi
memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada
peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan
kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum
dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia. Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar,
pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksarnan dilakukan melalui uji
kompetensi keaksaraan. Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi
keaksaraan diberi surat keterangan melek aksara. Pendidikan keaksaraan
dapat dilaksanakanterintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta
didik pencari kerja atau yang sudah bekerja. Pendidikan keterampilan dan
pelatihan kerja dilaksanakan untuk:
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1) meningkatkan motivasi dan etos kerja;

2) mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan
pesenta didik;

3) meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan;

4) meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan
funtutan dan kebutuhan pekerjaan;

5) meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan  sesuai
dengan tuntutan pekerjaan: dan

6) meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Kemampuan  keterampilan  fungsional  meliputi  keterampilan
vokasional, keterampilan manajenal, keterampilan komunikasi, dan/atau
keterampilan sosial. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat
dilaksanakan secara terintegrasi dengan:

1) program pendidikan kecakapan hidup;

2) program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C:

3) program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
4) program pendidikan kepemudaan.

. Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan umum  setara SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C senta
pendidikan kejuruan setara SMK/MAK vang berbentuk Paket C Kejuruan.

Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelavanan pendidikan
nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik
program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan
wajib, belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikann nonformal. Peserta
didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi
ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan
nonformal. Program paket B membekali peserta didik dengan keterampilan
fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses
adaptasi dengan lingkungan kerja. Persyaratan mengikuti program Paket B
adalah lulus SD/MI, program Paket A. atau yang sederajat.

Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang
menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan
nonformal. Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota
masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur
pendidikan nonformal. Program Paket C membekali peserta didik dengan
kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan
kepribadian profesional. Program Paket C Kejuruan membekali peserta
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didik dengan  kemampuan akademik, keterampilan  fungsional, dan
kecakapan kejuruan profesi, serta sikap dan  keprnibadian profesional
Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus
SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat

Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
program pendidikan kecakapan hidup, program pendidikan pemberdayaan
perempuan, dan‘atau program pendidikan kepemudaan.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil
pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar
Nasional Pendidikan oleh lembaga vang ditunjuk oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Uji kesetaraan untuk Program Paket A. Program Paket B, Program
Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan. Uji kesetaraan untuk program kecakapan hidup dapat
dilaksanakan untuk: memperoleh pengakuan  kesctaraan  dengan
kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau
memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi
pada jenjang pendidikan tinggi.

Uji kesetaraan dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang paling
rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah™adrasah.
Uji kesetaraan dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggt melalu
program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Peserta didik vang lulus wji
kesetaraan diberi sertifikat kompetensi.

4.3 Penyelengparaan pendidikan informal

Penyelenggaraan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan
lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan
informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal
setelah melalui wji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

3. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi pesenta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
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Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat vang terpencil, dan/atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dani segi ekonomi.
a. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelaiman
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan
pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam
mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atan sosial,

Pendidikan khusus bagi peserta didik  berkelainan  bertujuan  untuk
mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
Peserta didik berkelainan terdini atas peserta didik yang: tunanetra; tunarungu;
tunawicara; (unagrahita; tunadaksa; tnalaras; berkesulitan belajar; lamban
belajar; autis; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan memiliki kelainan lain.
Sedangkan kelainan vang berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis
kelainan, yang disebut tunaganda.

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan
pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui
satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan
kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus
pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan
kebutuhan peserta didik. Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus
dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum
dan | (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan  khusus  pemerintah
kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan
kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pendidikan khusus bapi peserta didik berkelainan pada jalur formal
diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan
dasar, dan satuan pendidikan menengah. Satuan pendidikan khusus formal bagi
peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman
kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis
dan sederajat.

Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang
pendidikan dasar terdiri atas:

1) sekolah dasar luar bigsa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang
sejenis dan sederajat; dan
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2) sckolah menengah pertama luar biasa atau scbutan lain untuk satuan
pendidikan yvang sejenis dan sederajat.

Satuan pendidikan Khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang
pendidikan menengah adalah sckolah menengah atas luar biasa, sckolah
menengah Kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang
sejenis dan sederajat.  Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat
dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antarjenis
kelainan. Pendidikan khusus  bagi peserta  didik  berkelainan dapat
diselengparakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal

Pendidikan Khusus bagi Pesenta Didik yang Memiliki  Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan
peserta  didix  menjadi  prestasi  nyata  sesuai  dengan  karakteristik
keistimewaannya. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengakiualisasikan seluruh
potensi Kkeistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan
kecerdasan spiritual, intelekiual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan
kecerdasan lain.

Pendidikan khusus bagi peserta didik vang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMAMA, SMK/MAK, atau bentuk lain vang
sederajat. Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa: program percepatan;
dan/atau program pengayaan. Program percepatan  dilakukan dengan
persyaratan:

1) Peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang
diukur dengan tes psikologi;

) Peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di
bidang seni dan/atau olahraga; dan

3) Satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar
Nasional Pendidikan.

Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat dilakukan dalam
bentuk kelas biasa; kelas khusus; atau satuan pendidikan khusus.

Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan
bagi peserta didik di daerah:

1} terpencil atau terbelakang;
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Pendidikan layanan khusus bertujuzn menyediakan akses pendidikan bagi
peserta didik agar  haknya uniuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
Pendidikan layanan khusus dapst diselengparakan pada jalur pendidikan
formal, nonformal, dan informal Pendidikan layanan khusus pada jalur
pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan wakiu, tempat,
sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik. tenaga kependidikan, dan’atau
sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
Pemenintah dan/atau pemerintah dacrah sesuai dengan kewenangan masing-
masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

6. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan pesenta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar dapat mengikuti pendidikan atau
pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan
peserta didik pada umumnya Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan
inklusif pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama paling sedikit 1 (satu)
sekolak setiap kecamatan dan 1 (satu) sekolah pendidikan menengah serta kejuruan
di daerah. Penyelengparaan pendidikan inklusif harus dapat mengakomodasi
kebutuhan setiap warga usia sekolah yang berkebutuhan khusus dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Pemerintah Daerah mendorong dan mengembangkan keberadaan jenjang dan

jenis penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah bersama Kementerian maupun
Masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat dengan
memperhatikan  potensi unggulan dacrah sesuai  dengan kewenangan dan
kemampuan daerah menurut peraturan perundang-undangan.

8. Penyelenggaraan Pendidikan Bertarafl Internasional

Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang
telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar
pendidikan negara maju. Pemerintah Kkabupaten/kota menyelenggarakan paling
sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan
paling sedikit 1 (satu) SD bertaral internasional yang diselenggarakan masyarakat.
Jika tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah kabupatenkota menyelenggarakan
paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf

internasional.
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Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dikembangkan menjadi satuan
pendidikan bertaraf internasional dapat dilaksanakan secara parsial menurut
rombongan belajar atau mata pelajaran. Pengembangan SD menjadi - satuan
pendidikan bertarafl internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pemerintah kabupatenkota membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD
bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh
masyarakat. Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata
internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran
kecuali mendapatkan penetapan atau  izin dari  pejabat  yang berwenang
mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaral
internasional.

9. Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan
yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. Pemerintah kabupatenkota
mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuwan pendidikan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal, Selain i,
Pemerintah  kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan satuan  pendidikan
berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang
diselenggarakan masyarakat.

Keunggulan lokal tersebut dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif
dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan,
perindustrian, dan bidang lain. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang
dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan
pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya
setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi sawan
pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan
sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keungpulan lokal.
Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan
atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.

10. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Kebijakan pendidikan vokasi daerah diselenggarakan untuk mendukung
kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi. Kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi
dimaksudkan untuk memprioritaskan pendidikan kejuruan menjadi pusat pendidikan
dan pelatihan, pengembangan sains dan teknologi serta pusat produksi dan
pemasaran schingga peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia
usaha dan dunia industri, maupun berwirausaha dan dapat melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi
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penyelenggaraan pendidikan kejuruan vokasi sesuai dengan kewenangan dan
kemampuan daerah.

11. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa vang tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa pancasila,
patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dijiwai dengan iman dan tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan karakter berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar agar peserta
didik berhati baik, berpikir baik dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun
perilaku bangsa yang multikulutral dan meningkatkan peradaban bangsa yang
berdava saing dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilaksanakan di setiap
jenjang pendidikan dalam bentuk: keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan;
pembiasaan budaya sekolah; pembiasaan hidup bersih dan sehat; terintegrasi dengan
kegiatan pembelajaran; kegiatan ekstrakurikuler; kegiatan tengah semester; dan
kegiatan sosial.

12. Penyelenggaraan Pendidikan Agama

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya
dan/atay menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk
membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berwawasan luas,
kritis, kreatif, inovatif dan dinamis.

13. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
scbutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang
bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Guru sebagai pendidik profesionzl memiliki tanggungjawab mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah; konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling
kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; pamong belajar sebagai pendidik
profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi
pesenta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran,
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dan pengelolaan pembelajaran pada jaln pendidikan nonformal, ttor sebagai
pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses
pembelajaran jarak jauh dan/atan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan
Jalur tormal dan nonformal; instruktor sebagai pendidik profesional memberikan
pelatiban teknis kepada peserta didik pada kursus danfatau pelatiban;  fasilitator
sehagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan
pelatiban;  pamong  pendidikan anak  usia dini sebagai pendidik  profesional
mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada
kelompok  bermain, penitipan anak  dan benwk  lain yang sejenis pada jalur
pendidikan nonformal; guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional
membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada
satuan pendidikon umum, satuan pendidikan kejurvan, dan/atau satuan pendidikan
keagamaan; dan nara sumber (cknis scbagai  pendidik  profesional melatih
keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan, Sclain itu,
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenagn kependidikan adalah anggota masyarakal yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan
bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,  pengawasan,
dan  pelayanan  teknis  untuk  menunjang  proses pendidikan pada satuan
pendidikan, Tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik,
pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi
sumber belajar, tenoga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga
kebersihan dan keamanan, serta lenaga dengan scbutan lain vang bekerja pada
satuan pendidikan. Tenga kependidikan memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan
formal atau nonformal;

b. penilik melakukan  pemantauan, penilaian, dan  pembinaan pada satuan
pendidikan nonformal,

c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan
pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta
pendidikan nonformal

¢. pengembang atau perekayasa melakukon pengembangan atau perekayasaan di
bidang pendidikan pada satan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;

[, tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada  satuan
pendidikan;

g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di

Inboratorium satuan pendidikan;

h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan
prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
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i lenagn administrasi menyelenggarakan pelayanan administratil pada satuan
pendidikan;

i. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta
didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;

k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis
kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan
layanan khusus;

. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta
didik pada pendidikan khusus; dan

m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan
dan keamanan satuan pencidikan,

Pemerintah dan pemerintah dacrah memberikan penghargaan kepada pendidik
dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan
dengan negara lain, dacrah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah
tertinggal, atau dacrah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Dalam melaksanakan tugas dan langgungjawabnya, pendidik dan tenaga

kependidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam,
atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta
didik di satuan pendidikan;

c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang
menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau

d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak
langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14, Kurikulum Pendidikan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaluran mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran  serta cara  yang digunakan schagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan. Standar
nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
selurub wilayah hukum Negara Kesatan Republik Indonesia. Standar nasional
pendidikan fterdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,ienaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kurikulum pada
semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

Waskad Alademit Buporda Pongelenggaraan Pendidilan ol Radusalon Salisg 59
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peningkatan iman dan takwa;

peningkatan akhlak mulia;

peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
keragaman potensi daerah dan lingkungan;

tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

tuntutan dunia kerja;

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
apama;

i. dinamika perkembangan global; dan

j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Lo L =

—
=]

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama;
pendidikan kewarpanegaraan; bahasa: matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu
pengetahuan  sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga;
keterampilan/kejuruan: dan muatan lokal.

Kerangka dasar dan strukwr kurikulum pendidikan dasar dan menengah
ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan  menengah
dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan
pendidikan dan komite sekolab/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas
pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota  untuk  pendidikan
dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

15. Pendirian, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pendirian program atau satuan pendidikan pendidikan anak usia dini formal,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh
izin Pemerintah atau pemerintah dacrah sesuai dengan kewenangannya. lzin
pendirian untuk TK, 8D, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan
minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh
bupati/walikota. Izin pengembangan 5D, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan menjadi satvan dan/atau program pendidikan bertaraf
internasional diberikan oleh Menteri. lzin pengembangan SD, SMP, SMA, dan
SMK, vang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan danfatau
program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota. lzin
pendirian untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah diberikan oleh gubernur. lzin pendinian untuk RA, MI, MTs, MA, MAK,
dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama. [zin pendirian untuk
program studi pada perguruan tinggi umum diberikan oleh Menteri.

Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah
dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan,
pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses
pendidikan serta berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
Selain itu, pendirian satuan pendidikan harus memenuhi:

llaskak ibademib Bapesda Pengelenggaraan Pendidiban di Rabupaten Batang
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i hasil siudi keloyakan tentang prospek pendiim satwan pendidikan Tormal dan
sepl ol rang, geogralis, dan ekologs;

b, hasil studi keloyakan tentang prospek petdian satuan: pendidiban tonmal dan
segi prospek pendafiar, kevangan, sosial, dan budayn,

[ =]

data mengenai perimbangan antara jumlah satian pendidikan formal denpan

penduduk usia sekolah di wilayah tersebut

d. data mengenai perkiraan jurak satuan pendidikan yang divsulkan di antara gugus
satuan pendidikan formal sejenis,

e, data mengenai kapasitas daya tumpung dan lingkup janghavan satuan pendidikan
formal sejenis yang ada; dan

I data mengenai perkirnan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling

sedikit untuk 1 (satu) whun akademik berikutnya,

Penambahan atwu perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syarat-syarat
yang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggabungan satuan
pendidikon dilakukan apabila:

a, terjadi pemekaran wilayah,

b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran;

¢. jumlah peserta didik tidak memenuli ketentuan minimal yang dipersyaratkan;

d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.

Penggabungan satuan pendidikan harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis
penyelenggaraan  pendidikan.  Pendirian  satuan  pendidikan nonformal - wajib
memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/ kota. Penutupan satuan pendidkan
dapat dilakukan dalam benk penghentian kegiatan pembelajaran dan atau
penghapusan satuan pendidikan apabila satuan pendidikan tersebut tidak memenuhi
syaral pendirian dan ataw tidak menyelenggarakan  kegiatan  pembelajaran.
Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Gubernur, Bupat/Wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

16. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan
prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan
dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan
kejiwaan peserta didik.

17. Pendanaan Pendidikan
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah  daerah, dan  masvarakat. Pemerintah  dan  pemerintah  daerah
bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945,
Sedangkan masyarakat yang ikut menanggung pendanaan pendidikan:
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a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan

¢. pihak lain selain poin a dan b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan.

Biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan, terdiri atas:
1} biaya investasi, meliputi:
k) biaya investasi lahan pendidikan; dan
1) biaya investasi selain lahan pendidikan.
2) biaya operasi, meliputi:
a) biaya personalia
b) biaya nonpersonalia.
3) bantuan biaya pendidikan
4) beasiswa.
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, meliputi:
1) biaya investasi, meliputi:
a) biaya investasi lahan pendidikan; dan
b) biaya investasi selain lahan pendidikan
2) biaya operasi, meliputi:
a) biaya personalia
b) biaya nonpersonalia.
c. biaya pribadi peserta didik

13. Peran Serta Masyarakat
Dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat dapat berperan melalui berbagai

komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan

komite sekolah. Peran masyarakat tersebut berfungsi untuk memperbaiki akses,

mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi

masyarakat dalam bentuk:

penyediaan sumber daya pendidikan;

penyelenggaraan satuan pendidikan;

penggunaan hasil pendidikan;

pengawasan penyelenggaraan pendidikan (tidak termasuk pemeriksaan);

pengawasan pengelolaan pendidikan (tidak termasuk pemeriksaan);

pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada

pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya;

g. pemberian bantuan atau fasilitasi kepada satuan pendidikan atau penyelenggara
satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

- e e6 o
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14. Pengawasan dan Pengendalian Pendidikan
Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan  dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah. Pengawasan
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif
dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan
kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang
penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau
investigasi apabila: pengaduan diseriai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Bab [II Prinsi Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 disebutkan bahwa:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,
nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu Kesatuan yang sistemik dengan sistem
terbuka dan multimakna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai  suatn  proses  pembudayaan  dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan,
dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselengparakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis,
dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
layanan pendidikan.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan di atas, prinsip pendidikan di

Kabupaten Batang diselenggarakan dengan:

. Demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif,
Penyelenggaraan pendidikan  diselenggarakan dengan  prinsip  demokratis,
berkeadilan dan tidak diskriminatif artinya pendidikan harus dapat menjamah
seluruh lapisan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan stalus sosial maupun
status ekonomi.

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan
kemajemukan bangsa.

"/ | 5 i o i s -
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Artinya, pendidikan di daerah harus menjunjung tinggi hak asasi manusia vaitu hak
untuk mendapatkan pendidikan vang harus dipenuhi, menjunjung nilai keagamaan
sebagai bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung nilai
kultural dan kemajemukan bangsa yang berarti menghormati dan menghargai
perbedaan kultural yang ada di tengah masyarakat dan bangsa vang majemuk.

3. Satu kesatuan sistem yang terbuka dan multimakna.

Maksud satu kesatuan sistem vang terbuka adalah pendidikan vang diselenggarakan
dengan fleksibilitas pilihan dan waku penyelesaian program lintas satuan dan jalur
pendidikan (multi-entry exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja. atau
mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang
berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau
jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan
dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan
kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

4. Membudayakan dan memberdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang
hayat. Artinya, pendidikan harus dapat diselenggarakan dengan membudayakan dan
memberdayakan peserta didik agar dapat belajar sepanjang hayat. Dengan
menyediakan fasilitas jalur, jenis, jenjang pendidikan yang memadai.

5. Memberikan keteladanan, membangun kamauan dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pendidikan yanp diselenggarakan harus mampu memberikan keteladanan,
membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
belajar mengajar.

6. Mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan berkarakter.

Pendidikan di daerah harus dapat diselenggarakan dengan membangun budaya
membaca, menulis, berhitung serta berkarater bagi seluruh peserta didik dalam
rangka kelangsungan pendidikan yang berkualitas dan berkepribadian unggul.

7. Memberdayakan semua komponen masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan harus didukung dan ditopang oleh semua komponen
masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  dan
pengendalian mutu layanan pendidikan di daerah.

8. Pelayanan prima pendidikan.

Pelayanan prima pendidikan maksudnya adalah pelayanan yang terbaik yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pendidikan kepada
masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan prima pendidikan diwujudkan melalui tata
kelola dan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang baik. Tata kelola
penyelenggaraan pendidikan dengan mewujudkan birokrasi pendidikan yang bersih,
berlandaskan hukum, tertib dan transparan sesuai dengan standar pelayanan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perwujudan tata nilai
penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud diarahkan bagi sikap dan perilaku
scluruh aparatur penyclenggara pendidikan dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya. Tata nilai tersebut menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur
dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan dengan penuh amanah,
profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan.

TN T ; i i o
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C. Kajian terhadap Praktik Penvelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan

yang dihadapi Masyarakat
1. Praktik Penyelenggaraan Pendidikan Dacrah
Dalam Undang Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomer 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah. bahwa peny elenggaraan pendidiban merupakan
urusan wajib vang menjadi tanggungjawab dan Kewenangan pemerintah dacrah
Schingga dalam  pelaksanaanya diperlukan  jaminan  kepastian  hukum
penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi

Pemberian kewenangan penvelenggaraan pendidikan nasional kepada
pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan
masyvarakat melalui peningkatan. pelayanan, pemberdayaan., dan peran serta
masvarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam saw sisiem Negara Kesatan Republik
Indonesia. Sehingga. penvelenggaraan urusan otonomi daerah harus dilaksanakan
sebaik-baiknya.

Pembangunan pendidikan merupakan sektor penting dan utama yang harus
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya terencana terarsh dan
berkesinambungan dalam meningkatkan Kapasitas daerah untuk mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas. beriman. bertagwa, berakhlak mulia, sehat.
berilmu, cakap, kreatif. mandir, beretos kerja tinggi. demokmatis dan
bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Pemerintah Kabupaten Batang berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional, menyadari bahwa dalam penvelenggaraan pendidikan diperlukan landasan
hukum di daerah yang dapat dijadikan pedoman dan arah Kebijakan pembangunan
pendidikan yang lebih dapat menjamin penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Selama ini, jaminan hukum atas penyelenggaraan pendidikan di daerah belum
diterbitkan atau tidak ada sama sekali. Schingga penyelenggaraan pendidikan di
daerah kurang optimal. Oleh Karena itu, dengan berbagai pertimbangan dan kajian
maka diperlukan sebuah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten Batang.

2. Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Pendidikan
Kondisi pembangunan pendidikan Kabupaten Batang sejak tahun 2007 sampai
dengan tahun 2011 tergambar pada beberapa indikator agregrat. Selama kurun waktu
tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang merupakan skala prionitas
yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil
pembangunan pendidikan yang dicapai merupakan landasan yang berkelanjutan bagi
pembangunan pendidikan pada tahun 2012-2017 sekaligus sebagm peluang untuk
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pengembangan layanan pendidikan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yane
belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang .:.'IEH;I
datang. Tantangan dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi
yang ada di Kabupaten Batang menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan
pendidikan yang akan datang.

Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah vang
terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa merupakan kawasan strategis. Selain i,
corak daerah Kabupaten Batang yang terdiri dari daerah pantai, daerah dataran
rendah dan pegunungan menjadi potensi untuk mengolah sumber daya alam maupun
sumber daya manusia yang lebih optimal. Wilayah geografis ini bukan semata-mata
menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi
tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk berupaya dan
berkomitmen agar pembangunan pendidikan terscbut dapat diakses merata dan
berkeadilan di scluruh pelosok desa dan kecamatan.

Jumlzh penduduk berdasarkan registrasi BPS tahun 2010 sebanyak 706.764
jiwa terdiri dari 353.603 jiwa penduduk laki-laki dan 351.161 jiwa penduduk
perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang menjadi subyek sekaligus
obyek pembangunan pendidikan. Keadaan demografi penduduk dengan corak
daerah yang berbeda-beda mempengaruhi juga terhadap pola lapangan usaha dan
mata pencaharian penduduk yang scbagian besar bergerak pada sektor pertanian
tanaman pangan, peternakan, perkebunan, industri, angkutan, perdagangan,
perikanan dan jasa. Dengan keberadaan bermacam-macam sekior ini, harusnya dapat
dilihat sebagai peluang pemerintah daerah agar hasil lulusan pendidikan menengah
dapat ikut andil dan memiliki kesiapan memasuki sektor unggulan daerah. Baik
melalui penyelerasan kurikulum bermuatan lokal maupun model pendidikan yang
lain sehingga lulusan pendidikan menengah khususnya kejuruan dapat dioptimalkan
memiliki kompetensi dan keterampilan yang siap terjun di sektor tersebut. Selain itu,
proporsi penduduk di Kabupaten Batang berada pada rentang usia 15 s.d 64 tahun
atau usia produktif. Realitas ini berdampak pada jumlah pencari kerja, angka
pengangguran serta peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas maupun latihan kerja.

Sampai pada tahun 2010 jumlah pencari kerja yang berdasarkan sektor
pekerjaannya sebanyak 26.574 orang. Proporsi terbesar pencari kerja tersebul pada
jenis pekerjaan tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan / administratif, tenaga tata
usaha, penjualan, tenaga profesional teknisi dan tenaga lain serta tenaga produksi
dan operator alat angkut. Sedangkan penyerapan tenaga kerja dari 5.548 pencari
kerjn yang terdaflar dapat terserap mendapatkan pekerjaan sebanyak 1.466 orang
(26.42%).
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Masih rendahmya penverapan sumber dave manusia di Kabupaten Batang
terhadap sektor peherjaan yang ada disebabkan karena pencan kerja rata-rata adalah
Julusan SMP. Selain itu, belum sinkronnya pendidikan menengah dengan kehutuhan
cektor pasar di Kabupaten Batang membuat lulusan pendidikan menenzah belum
dapat terserah seluruhnya pada dumia industn dunia usaha di sektor unggulan pada
Kabupaten Batang. Hal imi menjadi tantangan bag Pemenntah Kabupaten Hatang
untuk membuka akses yang seluas-luasnya terhadap pendidisan menengah sesual
dengan kebutuhan mas) arakat Kabupaten Batang agar dJdapat memingkatkan
pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah. Karena sumber daya manusia yang
sangat dibutuhkan baik pada instansi, dunia usaha maupun dunia industn adalah
sumber daya manusia yang terampil dan potensial. Sehingga implikasinya dapat
mempengaruhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan maupun
pelatihan teknis yang relevan sesual permintaan dunia usaha dan industn

Dalam konteks ini pembangunan pendidikan dituntut mampu menjembatani
kebutuhan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar dunia usaha dan duma
industri maupun peluang sektor uszha yang ada dalam rangka meminimalisir
permasalahan pengangguran penduduk usia produktif melalui pendidikan vokasional
maupun pendidikan kecakapan hidup

Berdasarkan capaian kinerja utama pelayanan SKPD Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang yang memiliki fokus terhadap upaya
peningkatan sumber daya manusia. Hasil capaian indikator melek huruf selama lima
tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat baik, yaitu 99.20% pada tahun
2011. Ini menunjukkan bahwa jumlzh penduduk buta aksara di Kabupaten Batang
masih tersisa sebesar 0.80% atau sebanyak 3.931 orang. Hal ini menjadi tantangan
bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk menuntaskan sisa penduduk buta aksara
baik melalui pendidikan kemasyarakatan maupun pelatihan keterampilan (life skill)
maksimal sampai pada tahun 2014.

Angka rata-rata lama sckolah penduduk masih sebesar 6.20 tahun, sehingpa
pendidikan kesetaraan masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Angka partisipasi
kasar pendidikan dasar menunjukkan bahwa masih tetap diprioritaskan upaya
pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh pelosok desa maupun kecamatan di
Kabupaten Batang. Pemantapan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang
bermutu dan terjamin menjadi program yang berkelanjutan untuk peningkatan
keterlayanan masyarakat terhadap akses pendidikan. Peningkatan angka partisipasi
murni dengan menekankan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usia penduduk
dan jenjang pendidikan menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan daya serap
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penduduk terhadap mutu pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana
pendidikan di seluruh jenjang pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan
pendidikan, termasuk menuntaskan rehabilitasi  sekolah rusak berat dan rusak
sedang, pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan scsuai dengan standar

pelayanan minimal pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan tenaga pendidik dan
kependidikan yang menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan. Jumlah pendidik
yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di scluruh jenjang pendidikan sebanyak 4.843
orang dari total pendidik sebanyak 7.917 orang (61.17%). Masih banyaknya jumlah
pendidik yang belum berkualifikasi $1/D4 ini antara lain lebih banyak pada jenjang
pendidikan dasar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang
untuk mengoptimalkan peningkatan komptensi dan kualifikasi bagi pendidik
maupun tenaga kependidikan, yakni dengan membuka akses yang seluas-luasnya
bagi seluruh pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 untuk memenuhi standar
yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya peningkatan
kesejahteraan pendidik termasuk pendidik wiyata bhakti dan non pns di seluruh
jenjang pendidikan (PAUD, Dikdas dan Dikmen) yang jumlah perbandingannya
hampr 52 : 48 persen. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang besar menjadi
tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Batang agar mampu mengoptimalkan aparatur
pendidik dan tenaga kependidikan melalui tata kelola dan manajemen yang baik,
schingga tidak terjadi kesenjangan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
Sedangkan kajian permasalahan pembangunan pendidikan berdasarkan bidang
penyelenggaraan pendidikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Batang masih
rendah yaitu sebesar 51.29% dibandingkan dengan rata-rata angka
partisipasi PAUD di Provinsi Jawa Tengah sebesar 65% dan Nasional
sebesar 75%. Kondisi ini mehggamharkan bahwa kesadaran masyarakat
untuk mengikuti program pendidikan anak usia dini masih rendah,
disamping memanfaatkan proses masa keemasan bagi anak usia dini,
program pendidikan anak usia dini diharapkan mampu memberikan bekal
bagi peserta didik untuk mengikuti program pendidikan dasar. Sehingga
diperlukan PAUDISASI yang didorong dengan penyediaan sarana-
prasarana pendidikan anak usia dini yang merata, peningkatan
kelembagaan, mavpun penyediaan sumber daya manusia pendidik dan
tenaga kependidikan.

2. Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non Formal) belum merata di

pelosok desa di seluruh Kabupaten Batang. Schingga diperlukan kebijakan
untuk menerapkan satu desa minimal satu lembaga PAUD baik

o a a4
(FRFLTT] '-nf):.-! "'.‘ e -v—_:‘ doa - & 5
sazemds Kafevda Peagelenggataan Pendidiban di Ballupaten Batasg

. i ;

45

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah
desa serta satu  kecamatan satu lembaga PAUD Ferpadu  vane
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Belum meratanya bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini, termasuk bantuan peningkatan mutu PAUD maupun Kesejahteraan
guru PAUD;

Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi 81/D4.

Tingkat kesadaran masyarakal yang kurang terhadap pentingnya
pendidikan anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa
pendidikan PAUD itu mahal, baik melalui TK/RA/BA maupun Kelompok
Bermain dan Tempat Penitipan Anak/Sejenisnya, sehingga masyarakat
lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke Sekolah Dasar

sekalipun usianya masih belum cukup.

b. Layanan Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah Dasar / Sederajat dari tahun ke tahun mengalami
penurunan, hal ini disebabkan karena jumlah peserta didik SD/Sederajat
menurun hampir 1.700 / tahun sedangkan trend jumlah penduduk selama
lima tahun terakhir berdasarkan pendataan BPS meningkat 0.58%:

Angka Partipasi Sekolah Menengah Pertama / Sederajat fluktatif setiap
tahunnya pada rata-rata angka 85 ke atas, hal ini masih kurang dar rata-
rata yang distandarkan oleh Provinsi dan Nasional yaitu sebesar 95%;
Penurunan jumlah siswa sekolah dasar, berdampak pada sekolah dasar
yang digabung. Selama lima tahun terakhir sebanyak 13 sekolah dasar
digabung dalam rangka efisiensi dan efektifitas;

Masih terdapat 6 % bangunan SD/SMP yang rusak berat / sedang;

5. Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum layak mengajar karcna
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belum berkualifikasi kurang dari S1/D4;

Masih terdapat kekurangan jumlah guru PNS SD sebanyak 799 guru kelas,
125 guru olahraga dan 37 guru agama dengan asumsi bahwa guru olahraga
dan guru agama dapat bekerja merangkap di dua sckolah, namun jumlah
kekurangan tersebut dipenuhi sementara dari guru wiyata bhakti (non
PNS). Akan tetapi jumlah guru wiyata bhakti tersebut melebihi dari porsi
yang dibutuhkan yaitu terdapat 847 guru kelas, 145 guru olahraga dan 45
guru agama.

Jumlah jabatan kepala sckolah yang kosong pada jenjang SD sebanyak 32
sekolah belum terpenuhi pada tahun 2011;

Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada
jenjang pendidikan dasar;
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9. Rerata nilai ujian nasional SMP/Sederajat masih kurang dari rerata Provinsi
Jawa Tengah vaitu 7.5;

10. Masih banyak sekolah dasar vang belum memiliki perpustakaan;

11. Masih terdapat SMP yang belum memiliki Lab Komputer dan Lab Bahasa
serta belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang
kualitas pembelajaran:

12. Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan dasar
menjadi tantangan bagi Pemenintah Daerah untuk mendukung dan
menjamin kepastian masyarakat mendapatkan pendidikan yang bebas
pungutan dan berkualitas.

13. Masih terdapat 87% SMP yang belum memenuhi standar nasional
pendidikan sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005.

c. Layanan Pendidikan Menengah

1. Belum meratanya jumlah SMA/SMK di setiap kecamatan di Kabupaten
Batang;

2. Perbandingan jumlah siswa SMA : SMK sebesar 40 : 60 sehingga belum
memenuhi sebagai Kabupaten Vokasi:

3. Angka partisipasi SMA/SMK/Sederajat masih belum memenuhi rerata
APK SMA/SMK/Sederajat di Tingkat Provinsi dan Nasional;

4. Masih terdapat  49%  Julusan SMP  belum  tertampung  di
SMA/SME/Sederajat;

5. Rendahnya kemampuan ekonomi scbagian masyarakat untuk mengakses
pendidikan menengah berdampak pada angka putus sekolah;

6. Belum optimalnya pengembangan links and match antara sekolah dengan
dunia usaha dan industri;

7. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;

8. Kurangnya jumlah pengawas SMA/SMK yang ada belum mampu optimal
dalam pengendalian dan pengawasan mutu pendidikan menengah;

9. Kurangnya jumlah sarana prasarana dan alat praktik masih belum
memenuhi standar minimal pendidikan menengah;

10. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan, termasuk pembinaan karakier
dan nasionalisme;

11, Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan

pendidikan.

d. Layanan Pendidikan Tinggi
1. Belum ada layanan pendidikan tinggi di Kabupaten Batang, baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta;
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Lulusan pendidikan menengah harus ke luar kota maupun ke Provinsi
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
Angka melanjutkan pendidikan tinggi di Kabupaten Batang masih rendah

yakni 0.75% untuk jenjang Strata 1 dan 1.14 % untuk jenjang diploma.

¢. Layanan Pendidikan Non Formal

1.

2
3.
4

Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non formal masih kurang;
Kurangnya biaya untuk mengikuti pendidikan non formal,
Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal;

Belum adanya peta pendidikan non formal.

f. Layanan Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup
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Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan masyarakat masih kurang;
Kurangnya lembaga pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan
pendidikan keterampilan dan pelatihan

Belum optimalnya akses sanggar kegiatan belajar bagi masvarakat;
Kurangnya bantuan sarana prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan
masyarakat;

Daya serap pendidikan masyarakat terhadap kebutuhan pasar masih
kurang;

Hasil lulusan pendidikan masyarakat belum sepenuhnya mampu menekan
angka pengangguran masyarakat pada usia produktif;

Belum optimalnya layanan pendidikan orang dewasa dan pendidikan

kecakapan hidup.

g. Layanan Birokrasi Internal dan Manajemen Pendidikan

1.

Belum adanya peraturan dacrah tentang penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten Batang yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat
Kabupaten Batang terhadap layanan pendidikan yang bermutu sesuai
dengan amanat peraturan perundang-undangan;

Belum adanya standar operasional prosedur, standar minimal pendidikan
daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung
pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang;

Belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan ICT untuk
pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan
yang transparan dan akuntabel,

Belum optimalnya tata kelola pendidikan termasuk belum adanya SMM
ISO 9001: 2000 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Batang;
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3. Belum  optimalnya  pengendalian  dan  pengawasan  intemal dalam
pelaksanaan pembangunan pendidikan;

6. Ketimpangan kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang ada dengan
tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks;

7. Standar honor Tim Pengelola Kegiatan maupun Tim Pengadaan
Barang/Jasa pada SKPD masih rendah dan tidak sebanding dengan beban
pekerjaannya.

h. Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan
1. Belum semuanya satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
terakreditasi Baik (B):
2. Belum adanya sckolah dasar RSBI/SBI;
3. Belum dipenuhinya standar nasional pendidikan;
4. Belum semuanya menerapkan SMM [SO 9001-2000 pada pendidikan
menengah.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka diperlukan penyelesaian

permasalahan yang dapat dituangkan pada rancangan peraturan daerah tentang

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang, yang meliputi:

g
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1. Menekankan dan menjamin pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap
warga, masyarakat, peserta didik, orang tua peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah:

2. Memperjelas hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata,
terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, dengan  sasaran
meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia
dini
a. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal diselenggarakan Pemerintah

Daerah minimal satu kecamatan satu lembaga;

b. Mendorong penyediaan lembaga PAUD merata setiap desa;
Mengembangkan PAUD melalui jalur Formal, non formal maupun PAUD
Terpadu.

d. Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga pendidikan anak usia
dini yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen
menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu;

e. Penyediaan dan peningkatan sarana prasaran PAUD Formal dan Non
Formal yang merata dan berkeadilan di setiap desa;

demik Baperda Pengelenggaraan Pendidiban di Kalbupaten Batany se

! Dipindai dengan !
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

h.

Penyediaan  subsidi  dan bantuan  pendidikan  untuk meningkatkan
keterjangkauvan layanan pendidikan taman kanak-kanak yang berkualitas,
setara dan berkeadilan;

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreatifitas
dan peran anak usia dini;

Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan anak usia
dini, pengembangan kurikulum, serta pembinaan pendidikan kecakapan
hidup sejak dini;

Mendukung pemenuhan standar mutu dan  keterlaksanaan akreditasi
lembaga PAUD.

4. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara

dan relevan:

a.

i
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Penyediaan dukungan yang nyata kepada SD/SDLB/MI dan SMP/MTs
Negeri untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang
bermutu dan bebas pungutan bagi semua siswa,

Penyediaan dukungan yang nyata kepada SD/MI dan SMP/MTs yang
diselenggarakan  oleh  masyarakat  untuk  tetap  berkomitmen
menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas pungutan
bagi siswa miskin;

Penyediaan dukungan yang nyata kepada SMP RSBI dengan tetap
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan hasil lulusan yang
berprestasi serta berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan dasar
bebas pungutan bagi siswa miskin;

Mengupayakan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan sekolah
dasar RSBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengupayakan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan dasar
yang berkeunggulan lokal dan berstandar nasional;

Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana SD/SDLB dan SMP/SMPLB
yang merata dan berkeadilan;

Penyelenggaraan pembinaan kesiswaan, kegiatan lomba-lomba akademik
dan penjaringan bakat akademik siswa berprestasi pada pendidikan dasar;
Penyediaan dukungan yang nyata terhadap peningkatan prestasi akademik
peserta didik;

Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan
keterjangkavan  layanan  pendidikan  dan  kelembagaan  bagi
sekolah/madrasah;

Penyediaan subsidi dan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan
keluarga kurang mampu dan terancam putus sekolah;

Penyediaan dukungan terhadap teknologi informasi pendidikan untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar dan pelayanan pendidikan dasar;
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Penyediaan dukungan buku-buku pelajaran: dan: buku-buku kepustakaan
sebagai sumber belagar siswa dan retiensi gura dalam rangka peningkatan
mutu, kecerdasan dan daya saing pendidikon;

Penyediann dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan dasar yang
berkualitas dengan mendukung pemenuhan standar isi, standar proses,
standar kompetensi Tulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan
standar penilaian pendidikan serta standar - minimal - pendidikan  yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penyedinan  dukungon  terhadap  pengembangan Manajemen  Berbasis
Sekolah (MBS) dan keterlaksanaan akreditasi sekolah,

Pengembangan  dan  pembinaan  pendidikan  kecakapan  hidup  yang

berkelanjutan.

5. Penyelenggaraan  Pendidikan  Menengah  Universal  bermutu,  merata,

terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan;

i,
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Penyediaan dukungan yang nyata kepada SMA/SMK Negeri untuk tetap
berkomitmen menyelenggarakan pendidikan menengah yang  bermutu,
setara, terjangkau dan bebas pungutan bagi siswa miskin,

Penyediaan  dukungan  yang nyala  kepada  SMA/SMK/MA - yang
diselenggarakan  oleh  masyarakat  untuk  tetap  berkomitmen
menyelenggarakan pendidikan menengah yang bermultu, setara, terjangkau
dan memberikan subsidi untuk siswa miskin;

Penyediaan  sckurang-kurangnya 1 (satu)  pendidikan  menengah
umum/kejuruan di setiap kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah.

Penyediaan subsidi  dan  bantuan  pendidikan  untuk  meningkatkan
keterjangkavan  layanan  pendidikan  dan  kelembagaan  bagi
sekolah/madrasah;

Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan menengah
yang merata dan berkeadilan;

Penyediaan dukungan terhadap teknologi informast pendidikan untuk
menunjang  kegiatan  belajar  mengajar  dan  pelayanan  pendidikan
menengah;

Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan menengah
yang berkualitas dengan mendukung pemenuhan standar mutu dan standar
minimal pendidikan melalui pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) dan keterlaksanaan akreditasi sckolah;

Penyediaan dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan pendidikan
kecakapan hidup yang berkelanjutan;
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Penyediaan dukungan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama satuan
pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri,

Penyediaan dukungan pengembangan pendidikan kejuruan dan peluang
kerja bagi siswa lulusan SMK melalui pendidikan sistem ganda, bimbingan
karier dan permagangan.

Penyediaan dukungan dan fasilitas pendidikan menengah untuk
peningkatan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Peningkatan layanan pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan pendidikan

layanan khusus:

a.

Penyediaan kelas/sekolah berkebutuhan khusus bagi anak yang memiliki
kecerdasan dan bakat istimewa;

Penyediaan pendidikan layanan khusus bagi anak di daerah terpencil,
bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu secara ekonomi;
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa / pendidikan khusus
dan layanan khusus;

Penyediaan alat peraga, alat praktik serta buku-buku pendukung bagi
pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan layanan khusus;

Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan
penyusunan kurikulum khusus bagi pendidikan luar biasa / pendidikan

khusus dan pendidikan layanan khusus.

7. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik:

a.

Penyediaan dukungan penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional
bagi sekolah maupun madrasah;

Penyediaan dukungan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil
Julusan yang memenuhi standar lulusan pendidikan;

Penyediaan dukungan bagi pendidik SMP/SMA/SMK yang mengampu
mata pelajaran yang di UN kan untuk meningkatkan kompetensi dalam
rangka peningkatan kualitas hasil belajar;

Penyediaan dukungan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas
standar kelulusan bagi peserta didik;

Penyediaan bahan belajar yang variatif bagi siswa di seluruh sekolah dasar
dan menengah dalam rangka meningkatkan hasil belajar;

Penyediaan dukungan terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan dan
standar kompetensi penilaian pendidikan  sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

8. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

oy 4 L~ — g _.
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Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan
kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;
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b. Penyediaan  dukungan yang nyata  kepada  pendidik  dan lenapa
kependidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLI baik PNS maupun Non PN
untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahterannnya,

¢. Penyedinan  dukungan  yang  nyata  kepada  pendidik  dan lenaga
kependidikan pada jenjang SMA/SMK baik PNS maupun Non PNS untuk
meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya,

d. Penyedinan dukungan yang nyata bagi tutor pendidikan masyarakal yang
memenuhi  kualifikasi  dan  standar  pendidikan  untuk  meningkatkan
kompetensi dan kesejahteraannya,

9, Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan dan Pendidikan

Non Formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuban masyarakat:

a. Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga kursus dan pelatihan
maupun lembaga pendidikan  masyarakal untuk tetap  berkomitmen
menyelenggarakan pendidikan orang dewasa yang bermutu dan setara;

b. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap pendidikan non formal dan
pendidikan  informal  agar tetap  berkomitmen  menyelenggarakan
pendidikan non formal dan informal yang setara, bermutu dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat;

¢. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap kesetaraan gender dan
perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dalam  mengikuti
pendidikan;

d. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap pendidikan keaksaraan untuk
menyelesaikan 0.80% penduduk buta aksara murni dalam rangka menuju
Batang Bebas Buta Aksara;

e. Penyediaan dan peningkalan sarana prasaran untuk pendidikan masyarakat
dan pendidikan non formal yang merata dan berkeadilan,

f. Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan
keterjangkauvan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi lembaga
pendidikan  non  formal  yang  menyelenggarakan  pendidikan
kemasyarakatan;

g. Peningkatan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat miskin dan
pengangguran dengan model pendidikan yang kreatif dan produktif;

h. Pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan bagi orang
dewasa.

10, Penyelenggaraan pendidikan keagamaan

a. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan sesuai dengan
kewenangan dan kemampuan daerah;

b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan agama bersama
Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan ketentuan.
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11. Penyelenggaraan pendidikan karakter
a. Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan karakier
b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pendidikan karakter di daerah,

12, Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik
sckolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang
sckolah menengah atas:

a. Pembangunan Unit Sckolah Baru SMA/SMK yang Variatif dan Kreatif
serta dapat dijangkau di setiap kecamatan,

b. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi lulusan  SMP/Sederajat
Kabupaten Batang untuk mengikuti pendidikan menengah melalui bantuan
penerimaan siswa baru SMA/SMK;

¢. Penyediaan bantuan untuk siswa (beasiswa) / subsidi bagi siswa berprestasi
dari keluarga kurang mampu yang terancam tidak dapat melanjutkan
pendidikan menengah.

13. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup
kecakapan personal, sosial, akademik dan vocasional dalam meningkatkan
sumber daya manusia yang cerdas, produktil, berkarakter dan berwawasan
lingkungan serta memahami nilai-nilai lubur di seluruh jenjang pendidikan:

a. Penyediaan dukungan terhadap peningkatan keschatan jasmani dan rohani
peserta didik dengan pengendalian kantin schat dan jajanan sehat anak
sckolah, pembinaan kerchanian, pembinaan kejiwaan dan pembinaan
keolahragaan;

b. Peningkatan akhlakul karimah melalui kegiatan-kegiatan keteladanan,
pembudayaan nilai-nilai luhur pancasila dan pengimplementasian nilai-
nilai budaya daerah;

c¢. Penyediaan dukungan yang nyata kepada satuan pendidikan untuk
menyelenggarakan model pendidikan kecakapan hidup, pendidikan
karakter dan pendidikan agama;

d. Penyediaan dukungan yang nyata kepada satuan pendidikan untuk
menyelenggarakan pendidikan nasionalisme;

e. Penyediaan dukungan sarana edukasi pembelajaran kecakapan hidup di
satuan pendidikan;

[, Penyediaan dukungan sarana edukasi pembelajaran berbasis sains dan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

14. Penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang
handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan:

a. Penguatan tata kelola sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Haikal ot ;
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b Secara bertahap dan berkelanjutan memenubii SMM ISO 9001 2000 dalam
pangha  memberikan layanan prima Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Batang kepada masyarakat,

¢. Penguatan  manajemen  perencanaan, penganggaran dan pengelolaan
keuangan,

d. Penguatan tata nilai sumber daya aparatur dengan memberikan dukungan
prima fasilitasi peningkatan disiplin aparatur dan sarana prasarana layanan
masyarakat;

Penguatan regulasi peraturan dacrah sebagai payung hukum pelaksanaan

~

peraturan perundang-undangan yang diatur di atasnya untuk pelaksanan
teknis dan operasional di daerah melalui program legislasi dacrah yang
transparan  dan - memprioritaskan - kepentingan - kebutuhan - masyarakat
Kabupaten Batang;

(. Peningkatan mutu layanan pendidikan  dengan  memenuhi  standar
pelayanan minimal dan standar pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah
Dacrah;

g, Penguatan koordinasi, sinkronisasi  dan  sinergt  data  dan informasi
pendidikan dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan dukungan layanan kebutuban dasar masyarakat,

h. Penguatan manajemen pelayanan pendidikan dengan peningkatan layanan
melalui pengembangan teknologi dan informasi,

i, Penguatan Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Internal SKPD Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.

D. Kajian terhadap Implikasi Pencrapan Sistem Baru yang akan diatur dalam
Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya
terhadap Aspek Beban Keuangan Dacrah

Dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan  pendidikan  di
Kabupaten Batang, secara hukum akan berpengaruh terhadap aspek  kehidupan
masyarakat. Mengingat, pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari
kehidupan masyarakat maupun orang per scorangan, Dalam rancangan peraturan daerah
tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang ini, beberapa sistem dan pola
penyelenggaraan pendidikan yang diusulkan sebagai alternatif solusi dan kebijakan yang
dapat meminimalisir dan menyelesaikan masalah maupun mengintervensi target kinerja
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan amanat Undang Undang dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional.

Penerapan pola atau sistem baru maupun penegasan terhadap sistem yang sedang
berjalan dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Gambaran sistem yang sedang berjalan

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang saat ini, terdiri dari

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan informal

Hasbak ritadeamil o
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belum terselenggara secara terstruktur dan mendapatkan perhatian dari Pemerintah
Dacrah. Penyelenggaraan pendidikan formal terdiri dari jenjang pendidikan anak
usia dini formal yaitu jalur TK, RA/BA bagi anak usia 4 s.d 6 tahun, jenjang
pendidikan dasar yaitu SD/SDLB/MI bagi anak usia 7 s.d 12 tahun dan SMP/SMP
Terbuka/SMPLB/MTs bagi anak usia 13 s.d 15 tahun serta pendidikan menengah
yaitu SMA/SMK/MA bagi anak usia 16 s.d 18 tahun. Disamping itu, terdapat
program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.
a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Batang terdiri
dari PAUD pada jalur Formal dan PAUD pada jalur Non Formal. PAUD pada
jalur Formal meliputi TK, RA/BA. Pada Tahun 2012 jumlah TK di Kabupaten
Batang sebanyak 248 TK terdiri dari TK Negeri 3 buah dengan jumlah peserta
didik sebanyak 255 anak dan jumlah guru sebanyak 25 orang. Sedangkan TK
Swasta sebanyak 245 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 10.376 anak
dan jumlah guru sebanyak 293 orang. PAUD pada jalur non formal yang
semuanya diselenggarakan oleh masyarakat terdiri dari Kelompok Bermain
sebanyak 220 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 5.601 anak dan
guru sebanyak 680 orang, Tempat Penitipan Anak sebanyak 12 lembaga
dengan jumlah peserta didik sebanyak 320 anak dan jumlah gurwtutor
sebanyak 51 orang, POS PAUD sebanyak 56 lembaga dengan jumlah peserta
didik sebanyak 1.682 anak dan jumlah guru sebanyak 425 orang.

Berdasarkan kondisi tersebut, Angka Partisipasi PAUD pada tahun 2011
sebesar 51.29%. Kondisi ini di bawah rata-rata Provinsi maupun nasional. Hal
ini disebabkan oleh beberapa faktor. Selain kesadaran masyarakat rendah
terhadap pendidikan anak usia dini. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
oleh Pemerintah Daerah sangat masih sedikit. Oleh karena itu, diperlukan
regulasi yang jelas dan terarah terhadap peningkatan partisipasi pendidikan
anak usia dini di daerah, antara lain:

1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
pendidikan anak usia dini pada jalur formal di setiap kecamatan. Hal ini
diperlukan karena kondisi penyelenggaraan PAUD oleh Pemerintah
Daerah masih terdapat 3 (tiga) lembaga di 3 (tiga) kecamatan dari 15
(lima belas) kecamatan yang ada.

2) Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini jalur formal
dan jalur non formal bagi anmak wusia 0 sd 6 tahun dengan
mengintegrasikan melalui PAUD Terpadu.

3) Menegaskan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di setiap desa
minimal satu lembaga baik dari PAUD jalur formal, PAUD jalur non
formal maupun PAUD terpadu,

59

I
Sadeatl Baperda Penyelenggaraan Pendidiban dé Ralupaten Baliang

! Dipindai dengan
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

b. Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan
program wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah [Daerah. Hal ini
ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar. Program Wajib belajar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu
jenjang  Sekolah  Dasar/Sederajat  dan  jenjang  Sckolah  Menengah
Pertama/Sederajat. Jumlah SD di Kabupaten Batang pada tahun 2008 sebanyak
474 sekolah terdiri dari 472 sekolah negeri, 1 sekolah swasla dan | sekolah
Juar biasa. Namun pada tahun 2012 jumlah SD di Kabupaten Batang menurun
menjadi 461 sckolah terdiri dari 458 sekolah negeri, 2 sekolah swasta dan |
sekolah luar biasa. Hal ini disebabkan karena beberapa SD negeri digabung.
Penggabungan sekolah ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: terjadi
pemekaran wilayah maupun jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan

minimal yang dipersyaratkan.

Dari jumlah SD tersebut, pada tahun 2011 jumlah siswa pada SD Negeni
sebanyak 65.897 anak dengan jumlah guru scbanyak 4.081 orang. Sedangkan
pada SD Swasta jumlah peserta didik sebanyak 268 anak dengan jumlah guru
sebanyak 18 orang. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Batang pada
tahun 2011 sebanyak 116 terdiri dari 2 M! negeri dan 114 MI swasta. Jumlah
peserta didik M1 Negeri sebanyak 665 anak dan jumlah guru sebanyak 38
orang. Sedangkan jumlah peserta didik pada MI swasta sebanyak 13.781 anak

dan jumlah guru sebanyak 950 orang.

Wajib belajar pendidikan dasar di daerah diikuti oleh setiap warga negara
yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan jaminan
biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki
kewajiban untuk menjamin biaya pendidikan dasar bagi setiap warga
masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Bentuk pendidikan dasar terdiri dari SD, MI atau bentuk lain yang
sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2
(dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
Kemudian dilanjutkan dengan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat
terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan
kelas 9 (sembilan). Tingkatan kelas sebagaimana dapat dilaksanakan secara
paralel maupun kelas berjalan sesuai dengan daya tampung yang dimiliki
masing-masing satuan pendidikan.

Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berusia paling
rendah 6 (enam) tahun, Pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang
dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar perfimbangan dan atau rekomendasi
tertulis dari psikolog, komselor atau dewan guru satuan pendidikan yang
bersangkutan. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima setiap
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warga yang berusia 7 (twjub) sampai dengan 12 G Bebas) tabon sebiga
peserta didik sesuan dengan batas daya tanpong yang tesedin SO ot
bentuk lain yang sederajat wapib menyediakun akses bagr peserta dudik yang
berkebutuhan khosus dalom hal menurat syarat-syaral yang dientukan daliam
ketentuan peraturan |1crl.ml.l.'u'|14~t|mlnliguu.

Pada Tahun 2011 jumlah SMP di Kabupaten Batang terdin dan A7 SMI?
Negeri, 15 SMP Swasta, 10 SMP Ferbuka don TSNP Luwar Bosas Jamlaby
keseluruhan peserta didik jenjung SMP sebanyak 23552 anak dengan jumlah
gura sebanyak 1.311 orang. Sedangkan jumlah M1Ts di Kabupaten Hatang
sebanyak 1 MTs Negeri dan 28 MTs Swasta dengan jumdahy siswa sehanyak
7.993 anak dan jumlal guru sebanyak 505 orang.

Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, Pemenntah
telah menyediakan anggaran  Bantwan - Operasional Scholah (BOS) dan
Pendampingan BOS olch Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang memberikan anggarin rutin uniuk SMP
Negeri. Pada tahun 2012 Pemerintah Dacrah telah mengalokasikan BOSDA
bagi sekolah dasar yang jumlah peserta didiknya kurang dani standar nasional
pendidikan. Untuk  menyelenggarakan pendidikon  dasar  berkualitis,
Pemerintah Dacrah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan, yaitu bagi
sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintuh Daerah.

¢. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Penyelenggaraan pendidikan menengah di Kabupaten Batang terdiri duri
pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan
menengah umum berbentuk SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajal
sedangkan pendidikan menengah kejuruan berbentuk SMK dan MAK, atiu
bentuk lain yang sederajat. SMA dan MA terdiri mtas 3 (liga) tingkatan kelas,
vaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas), SMA dan
SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepulub), kelus
11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu
kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dun belas) dan kelas 13 (tiga
belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Tingkatan kelas dapat dilaksanakan
sccara paralel maupun kelas berjalan sesuni denpan daya fampung yang
dimiliki masing-masing satuan pendidikan,

Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lnin yang sederajat berbentuk
program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dan kompetensi
yang diperlukan peserta didik, melipuli: program studi ilmu pengetahuan alam;
program studi ilmu pengetahuan sosial; program studi bahase; program studi
agama; dan program studi lain yang diperlukan masyarakal atau yang sesuni
dengan potensi dacrah. Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang
sederajat berbentuk bidang studi keahlian yang dapat terdiri dari 1 (satu) atau

badlahk Ao Bascrda Demeelema -, o
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lebih program studi keahlian, sedangkan setiap program studi keahlian dapat
terdint dart 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian. Bidang swdi keahlian.
meliputi: bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa; bidang studi keahlian
teknologi informasi dan komunikasi; bidang studi keahlian kesehatan; bidang
studi keahlian seni, kerajinan dan pariwisata; bidang studi keahlian agribisnis
dan agroteknologi; bidang studi keahlian bisnis dan manajemen: bidang studi
keahlian lain yang diperlukan masyarakat atau yang sesuai dengan potensi dan
keunggulan daerah.

Pada tahun 2011 jumlah SMA di Kabupaten Batang sebanyak 13 sekolah
terdiri dari SMA Negeri sebanyak 7 sckolah dan SMA Swasta sebanvak 6
sckolah. Jumlah peserta didik SMA sebanyak 5.332 anak dan jumlah puru
sebanyak 416 orang. Sedangkan jumlah SMK di Kabupaten Batang sebanyak
18 sckolah terdiri dari 3 SMK Negeri dan 15 SMK Swasta. Jumlah peserta
didik SMK scbanyak 7.199 anak dan jumlah guru sebanyak 397 orang. Jumlah
MA di Kabupaten Batang sebanyak 11 sekolah terdiri dari 1 MA Negen dan
10 MA Swasta. Jumlah peserta didik MA sebanyak 2.410 anak dan jumlah
guru sebanyak 227 orang.

d. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan pendidikan non formal di Kabupaten Batang antara lain
meliputi: pendidikan anak usia dini jalur non formal, lembaga kursus dan
pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat dan kelompok belajar usaha. Pada
tahun 2011, terdapat 22 lembaga kursus dan pelatihan dengan jumlah peserta
schanyak 721 orang dan tutor sebanyak 34 orang, pusat kegiatan belajar
masyarakat sebanyak 30 lembaga dengan jumlah tutor scbanyak 351 orang dan
jumlah warga belajar sebanyak 2.133 orang, kemudian kelompok belajar usaha
sebanyak 18 lembaga dengan jumlah tutor sebanyak 60 orang dan warga
belajar sebanyak 600 orang. Selain itu juga terdapat taman belajar masyarakat
sebanyak 35 lembaga.

Penyelenggaraan pendidikan non formal juga dimaksudkan untuk warga
buta aksara di Kabupaten Batang. Berdasarkan database yang ada pada
Disdikpora Kab. Batang pada tahun 2011, terdapat 3.931 warga buta aksara
terdiri dari 2.951 orang buta aksara murni dan 980 buta aksara kembali.
Program pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan bagi warga
usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis,
berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Pendidikan
keaksaraan dapat disclenggarakan terinfegrasi dengan program pendidikan
kecakapan hidup pada satuan pendidikan non formal, Untuk menyelesaikan
seliap warga negara bebas dari buta aksara Pemerintah Dacrah menetapakan
kebijakan dan target warga belajar berdasarkan database tersebut.
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2. Pencrapan sistem baru
Dalam ranmrrg-‘in peraturan daerah yang akan disusun ini, ada beberapa sistem
baru yang akan diterapkan antara lain sebagai bentuk:
i : 9 i ¥
a. Pencgasan dan  komitmen Pemerintah Daerah terhadap kebijakan
pembangunan pendidikan nasional di daerah, antara lain:

1)

3)

4

3)

6)

)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

T | o T -
bak Aladenil aperda Penyelenggaraan Pondideban ¢ =

Penegasan terhadap dasar, fungsi. tjuan dan prinsip penyelenggaraan
pendidikan di daerah.

Penegasan terhadap kewajiban bagi peserta didik. pendidik. tenaga
kependidikan, orang tua, warga, masyarakat dan satuan pendidikan dalam
pembangunan pendidikan nasional di dacrah.

Jaminan terhadap hak bagi peserta didik, pendidik. tenaga kependidikan,
orang tua, warga, masyarakat dan satuan pendidikan.

Komitmen Pemerintah  Daerah  dalam  memenubi  kewajiban
pembangunan pendidikan.

Komitemen Pemerintah Daerah untuk memajukan pendidikan dan
mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan nasional di daerah.
Penegasan terhadap jalur, jenjang, jenis, bentuk, tujuan dan fungsi
penyelenggaraan pendidikan di daerah;

Komitemen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan  kebijakan
pendidikan vokasi, pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus,
pendidikan inklusif, pendidikan  keagamaan, pendidikan karakter,
pendidikan  berbasis keunggulan lokal dan  pendidikan  bertaral

internasional.

Komitmen Pemerintah  Daerah  untuk
memfasilitasi pendidikan non formal maupun pendidikan informal bagi
setiap warga masyarakal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
Komitmen Pemerintah Dacrah untuk menyelenggarakan pendidikan
tanpa diskriminatif, merata, adil dan berkesinambungan.

Jaminan kepastian seliap warga masyarakat memperoleh layanan prima
pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara,
sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Jaminan pendidikan dasar bebas pungutan bagi satuan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Jaminan menyediakan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20 (dua puluh) persen darui APBD untuk fungsi pendidikan.

Jaminan alokasi beasiswa pendidikan bagi peseria didik yang berprestasi
dari keluarga tidak mampu secara ckonomi pada jenjang pendidikan

menyelenggarakan  dan

dasar dan menengah.

Komitmen untuk memfasilitasi mutu penyel
meliputi pendirian lembaga pendidikan, membangun unit sekolah baru
pendidikan menengah di setiap kecamatan dan mendukung upaya adanya

lembaga pendidikan tinggi di dacrah yang sesuai dengan potensi dan

unggulan daerah.

cnpgaraan pendidikan yang

aflupaten Batdng
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ERT.

1

15)

16)

17)

18)

19)

Komitmen untuk  mengupayakan  pememuban  sarana  prasarana
pendidikan yang memenuli standar pelavanan minimal

Komitmen Pemenntah Daerah untuk memberdayakan peran Pemenintah
Desa, Masyarakat dan Swasta dalam rangka peningkatan pembangunan
pendidikan.

Kewajiban bagi masyarakal yang menyelenggarakan usaha berbadan
hukum dan terdaftar di Daerah, wajib mengalokasikan paling kurang 5%
(lima persen) dan laba bersih usaha tiap tahunnya untuk mendukung
pendanaan pendidikan daerah.

Komitmen untuk membuka kerja sama dan kemitraan di bidang
pendidikan.

Penegasan terhadap sanksi hukum di bidang pendidikan vang dilakukan
oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, vang dapat menghambat
penyelenggaraan pendidikan di dacrah.

b. Mengakomodir keinginan dan aspirasi warga masyarakat di Kabupaten Batang,
yaitu untuk mendapatkan layanan prima pendidikan yang yang berkualitas dan
tersedia merata, lerjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk
menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan

global.
¢. Kebijakan yang diambil sebagai alternatil solusi untuk menyelesaikan 1ssu
permasalahan pembangunan pendidikan di dacrah, yaitu:

1)

2)

3)

4)

’)
6)

[}

S Ahademil By psnada T a P e =
Alademid Cnperda Pongelenggaraan Pondidiban al Kalapalin Darieg

Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap
pendidikan anak usia dini, dengan menyelenggarakan PAUD negeni di
setiap kecamatan, setiap desa harus sekurang-kurangnya satu lembaga
PAUD yang dapat menampung pendidikan bagi anak usia 0 s.d 6 tahun.
Upaya untuk menjamin tidak ada anak putus sckolah pada jenjung
pendidikan dasar,

Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap
pendidikan menengah, dengan kebijakan setiap kecamatan sckurang-
kurangnya tersedia satu SMA/SMK/Sederajat.

Upaya untuk meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat dengan
menyediakan akses pendidikan yang luas di seluruh jenjang dan jalur
pendidikan.

Upaya untuk menyelesaikan masyarakat bula aksara agar dapat melek
huruf;

Upaya untuk menciptakan masyarakat pembelajar dengan program jam
belajar wajib, yang terpantau dan terevaluasi.

Upaya untuk menciptakan masyarakat berbudi pekerti luhur, berkarakter
dan memiliki jiwa nasionalisme dengan peningkatan pendidikan agama,
pendidikan karakter, pendidikan kecakapan hidup dan  pembinaan
kesiswaan di seluruh jenjang dan jalur pendidikan.
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3. Kajian sistem baru terhadap kehidupan masyarakat
Dengan sistem seperti di atas, akan berdampak posint terhadap kehidupan
masyarakat antara lain:

a, Masyarakat di Kabupaten Batang mengetahui dan melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai subyek maupun obyek pembangunan  pendidikan
nasional di daerah;

b. Masyarakat di Kabupaten Batang mengetahui dan kut berperan serta
membangun pendidikan  sesuai  dengan  twjuan  vang  telah  ditetapkan
Pemerintah Daerah.

c¢. Tersedianya akses pendidikan anak usia dini di setiap desa dan di setap
kecamatan terdapat minimal satu lembaga pendidikan anak usia dimi vang
diselenggarakan pemerintah daerah.

d. Tersedianya akses layanan pendidikan dasar bebas pungutan di sekolah dasar
vang disclenggarakan pemerintah daerah, serta jaminan kualitas pendidikan
dasar.

e. Tersedianya akses layanan pendidikan menengah yang merata di senap
kecamatan dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyvarakat.

. Tersedianya akses layanan pendidikan non formal.

g. Tersedianya akses layanan pendidikan Khusus dan layanan pendidikan khusus
bagi warga masyarakat yang berkebutuhan khusus.

h. Setiap jam 18.00 sd 20.00 masyarakat sadar dan mendorong untuk
menyelenggarakan jam belajar wajib dalam rangka menjadi masyarakat
pembelajar dan pembelajaran sepanjang hayat.

i. Tidak ada lagi warga masyarakat yang buta aksara di Kabupaten Batang.

j. Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan pendidikan jelas dan bersinergi
dengan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah,

k. Terlibatnya peran masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan
pendidikan.

l. Terlibatnya masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan
terdaftar di Daerah, wajib mengalokasikan paling kurang 5% (lima persen) dari
laba bersih usaha tiap tahunnya untuk mendukung pendanaan pendidikan
daerah.

m. Meningkatkan derajal Indeks Pembanguan Manusia.

n. Tercapainya cita-cita pembangunan pendidikan nasional di daerah.

4. Kajian sistem baru terhadap cakupan beban kevangan dacrah
Dalam amanat Undang Undang Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945,
disebutkan bawah Negara memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan  belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanjn dacrah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.

-
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Sebagai implementasi dari amanat Undang Undan Dasar tersebul. Dndana
Undang Sistem Pendidikan Nasional menctapkan bahwa pendanaan Pﬂntlhllkai
menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintab, Pemenintah Dacrah dan
Masyarakat dengan mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan dana
pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas

pllhlik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
mengatur pembagian tanggungjawab pendanaan pendidikan untuk jenjang
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Masyarakal termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada
komponen pendanaan pendidikan yang menjadi beban keuangan pemerintah
daerah. Untuk mengkaji pelaksanaan sistem baru terhadap beban keuangan daerah
dalam rangka memenuhi hak bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,
orang tua, warga, masyarakat maupun satuan pendidikan dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan di daerah, terbagi dalam beberapa poin yang
dikelompokkan berdasarkan jalur dan jenjang pendidikan yang menjadi
tanggungjawab pemerintah daerah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
No Cakupan Biaya - ]
| Penyelenggaraan TK Negeri di Setiap Kecamatan o
1. | Biaya Investasi
Biaya Investasi lahan pendidikan
- Penyediaan lahan untuk TK Negeri di 12 Kecamatan
350 m* x 12 kecamatan
Biaya Investasi selain lahan pendidikan
- Penyediaan Gedung TK Negeri, dengan ruang anak dengan rasio
minimal 3 m® per peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah,
tempat UKS, jamban dengan air bersih, dan ruang lainnya yang
relevan dengan kebutuhan kegiatan anak.
Penyediaan Mebelair .
Mebelair yang dimaksud adalah tersedianya meja dan kursi untuk
peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan yang
mencukupi dengan rasio 1:1
- Penyediaan Fasilitas Bermain
Penyediaan Fasilitas Bermain dimaksud adalah fasilitas bermain di
dalam dan di luar ruangan mencukupi dan dapat mengembangkan
potensi anak
- Penyediaan Alat Peraga Edukasi
2. | Biaya Operasi
- Biaya Operasi Personalia
Pemerintah Daerah menyediakan biaya untuk pendidik dan tenaga
kependidikan yang meliputi gaji dan tunjangan, dengan rincian:

Ralupaten Batang
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I TK Negen membutuhkan | Kepala Sckolah, 2 Guru Kelas dan |
Tenaga Kependidikan © 4 orang
Kebutuhan Personalia : 4 orang x 12 Lembaga -~ 48 orang
- Biaya Operasi Non Personalia
Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasi non personalia

untuk 15 lembaga TK Negeri di masing-masing kecamatan,

b. Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

No € nimpm Biaya

i’t:!iy;:ii:iq_;ghrunn Pendidikan Dasar Bebas -I;n-:-r{éulun
1. | Biaya Investasi

Biaya Investasi selain lahan pendidikan

- Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan untuk mencapai standar

pelayanan minimal

2. | Biaya Operasi

- Biaya personalia untuk Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga
Kependidikan

- Biaya non personalia untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai
dengan 8 standar pendidikan

3. | Bantuan Biaya Pendidikan

- Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah swasta

4. | Beasiswa Bagi Siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi

- Menyediakan beasiswa sebanyak penduduk usia 7-12 tahun dari
keluarga tidak mampu secara ckonomi. Penilaian terhadap keluarga
tidak mampu secara ekonomi berdasarkan kriteria penduduk miskin
oleh Badan Pusat Statistik.

- Menyediakan beasiswa bagi siswa yang terancam putus sekolah

- Menyediakan beasiswa bagi siswa berperstasi yang terancam tidak
dapat melanjutkan ke jenjang pendidkan menengah

c. Penyelengparaan Pendidikan Menengah Universal

No Cakupan Biaya

1. | Biaya Investasi

Biaya Investasi lahan pendidikan

- Penyediaan lahan pendidikan untuk pembangunan unit sekolah baru
di kecamatan vang belum memiliki SMA/SMK Negeri (Kecamatan
Reban, Tersono, Limpung, Tulis, Pecalungan dan Banyuputih)

Biaya Investasi selain lahan pendidikan

- Penyediaan gedung baru untuk SMA/SMK di 6 Kecamatan

- Penyediaan ruang kelas baru SMA/SMK

- Penyediaan perpustakaan, laboratorium dan ruang belajar lainnya

- Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan

- Penyediaan Alat Peraga

fa
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(2.

| Biaya Operasi
- Biaya personahia  untuk Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga

| Kependidikan

I - Biaya non personalia untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai

| dengan 8 standar pendidikan

| - Biaya penyelenggaraan pendaftaran siswa baru

| = Biaya bantuan manajemen mutu sekolah

Bantuan Biaya Pendidikan

- Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah swasta

Beasiswa Bagi Siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi

- Menyediakan beasiswa sebanyak penduduk usia 16-18 tahun dani
keluarga tidak mampu secara ckonomi. Penilaian terhadap keluarga |
tidak mampu secara ckonomi berdasarkan kriteria penduduk miskin
oleh Badan Pusat Statistik.

- Menyediakan beasiswa bagi siswa yang terancam putus sekolah

d. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

No

Caku}mn Biaya

e

Biaya Operasi

- Biaya personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan
kualifikasi pendidikan vokasi.

- Biaya non personalia untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai |
dengan 8 standar pendidikan bagi sekolah vokasi. |

Bantuan Biaya Pendidikan

- Menyediakan  bantuan  biaya  pendidikan bagi  sekolah |

penyelenggara vokasi.

e. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

No

Cakupan Biaya

Penyediaan Bantuan Pendidikan dan Bantuan Sosial bagi |
Lembaga Pendidikan Non Formal, meliputi:

- Lembaga Kursus dan Pelatihan

- Lembaga Pendidikan Agama Jalur Non Formal

- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

- Kelompok Belajar Usaha

- Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan

non formal.
Penyediaan Biaya Operasional untuk Pembinaan
- Pembinaan pendidikan keagamaan jalur non formal

- Pembinaan pendidikan kursus dan pelatiban

lasbalt wWlaad il T s
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{  Penycleng

No
1.

| Penyediaan Bantuan Pendidikan Inﬁ:i il:mmgu pendidikan yang

garaan Pemberantasan Buta Aksara
Cakupan llia;v:n_

menyclu::ggnr:nkan program pendidikan keaksaraan bagi warga

usia 15 tahun ke atas yang buta aksara sesuai dengan database
vang dimiliki Disdikpora Kab. Batang

- Jumlah Warga Buta Asara (Database) = 3.93] orang

Penyediaan Biaya Operasional untuk Pembinaan

I

g. Penyelenggaraan Pe

Z.
=8

ki
No ] C _
1. | Penyediaan Bantuan Pendidikan untuk memfasilitasi sarana

ndidikan Informal dan Jam Belajar Wajib
Cakupan Biaya )

——

pendidikan pada Desa yang berhasil menyelenggarakan program

Pendidikan Informal dan Jam Belajar Wajib

edinan Biaya Operasional untuk Pembinaan, Monitoring dan

Peny
Evaluais Jam Belajar Wajib -

h. Penyelenggaraan Pen

No
1.

didikan Khusus dan Layanan Khusus
Cakupan Biaya

| Biaya Investasi

Biaya Investasi lahan pendidikan

- Penyediaan lahan pendidikan
pendidikan khusus

Biaya Investasi sclain Jahan pendidi

- Penyediaan gedung atau ruang kelas
layanan pendidikan khusus

- Penyediaan fasilitas bagi peserta

- Penyediaan sarana prasarana
pendidikan khusus

Biaya Operasi

- Biaya operasional penyelenggaraan
pendidikan khusus

Bantuan Biaya Pendidikan

- Menyediakan bantuan biaya pendidikan khusus d
layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

eluarga tidak mampu secara ekonomi
kelainan

untuk pembangunan kelas layanan |

kan
untuk pendidikan khusus dan

didik berkebutuhan khusus
pendidikan khusus dan layanan

pendidkan khusus dan layanan

an pendidikan

Beasiswa Bagi Siswa dari k
- Menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang memiliki
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari

askak Aladen il

=) i
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i. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan

No

—

— =

Biaya Operasi

Cakupan ﬁiaﬁl_

- Bantuan biaya operasional personalia untuk memfasilitasi sumber
daya pendidikan keagamaan meliputi: sumber dava manusia |
maupun sumber bahan belajar pendidikan agama

- Biaya operasional non personalia untuk pembinaan, monitoring
supervisi dan keordinasi pelaksanaan pendidikan keagamaan

e

]
]
|
v |

j. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter

No Cakupan Biaya
1. | Biaya Operasi -
- Bantuan biaya operasional personalia untuk memfasilitasi sumber
daya pendidikan karakter
- Biaya operasional non personalia untuk sosialisasi, pembinaan,
monitoring, supervisi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan
karakter
k. Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
No Cakup;n Biaya =
1. | Biaya Investasi = o
Biaya Investasi lahan pendidikan
- Penyediaan lahan pendidikan untuk pembangunan kelas berbasis
keunggulan lokal
Biaya Investasi selain lahan pendidikan
- Penyediaan gedung atau ruang kelas untuk pengembangan kelas
berbasis keunggulan lokal
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan
dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal
2. | Biaya Operasi
- Biaya operasional penyelenggaraan pendidkan berbasis keunggulan
lokal
- Biaya operasional non personalia untuk sosialisasi, pembinaan,
monitoring, supervisi dan koordinasi pelaksanaan pendidikan
berkeunggulan lokal
3. | Bantuan Biaya Pendidikan
- Menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk pengembangan
pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk sekolah yang
diselenggarakan masyarakal
- Bantuan biaya pendidikan untuk penelitian dan pengembangan
potensi lokal daerah
4. | Beasiswa Bagi Siswa dari keluarga tidak mampu secara ckonomi
- Menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang memiliki potensi
dan prestasi yang dapat dikembangkan pada sckolah berbasis
keunggulan lokal
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BAB I
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

Sebagaimana telah disampaikan bahwa keberadaan rancangan peraturan daerah tentang

pen},-elgnggnraan pendidikan di Kabupaten Batang amtara lain sebagai pelaksanaan dani

amanat

peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal

rersebut, perlu dikaji hal-hal sebagai berikut:

.

Amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat (6) yang
berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”™, dan pasal 31 yang

peraturan

berbunyi:

Pasal (1) - Seliap warga negara berhak mendapal pendidikan.

Pasal (2) . Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.

Pasal (3) . Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal (4) . Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua pulub persen dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah  untuk memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.

Pasal (5) - Pemerintah memajukan ilmu pengelahuan  dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat

manusia.

Dalam pasal 18 ayat (6) tersebut, Pemeriniah dacrah memiliki hak yang mendasar

untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pendidikan di

daerah, Sedangkan pada pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa seliap warga negara
berhak mendapatkan pendidikan. Warga negar selanjutnya warga masyarakat
merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan pendidikan di daerah. Sehingga untuk
memenuhi hak setiap warga dalam mendapatkan pendidikan, maka diperlukan jaminan
oleh Pemerintah Dacrah agar setiap warga di dacrah dapal mendapatkan haknya tanpa
diskriminasi. Kemudian pada ayat (2) Negara telah mewajibkan bagi setiap warga untuk
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar
dimaksud adalah bagi warga yang berusia 6 s.d 12 tahun, dengan adanya amanal ini
maka wajib bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin agar setiap warga yang berusia 6
sd 12 tahun harus mendapatkan pelayanan pendidikan dasar agar amanat Undang
Undang Dasar tersebut dapat dipenuhi. Termasuk dalam mewujudkan tujuan pe ndidikan
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pasional diperlukan beban  anggaran pendidikan  yang  harus  dialokasikan  oleh
pemeriniah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain ity tuua"
untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi llll-'ll'm-lu;
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia juga diperlukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan bagi pendidikan di
daerah, Untuk melaksanakan itu semua, diperlukan regulasi teknis daerah agar peran
daerah dalam mewujudkan pembangunan pendidikan nasional di daerah lebih terarah
dan dapat dilaksanakan secara optimal,

Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 11
yang berbunyi: “setiap penyandang cacal mempunyai kesamaan kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan
jenis dan derajat kecacatannya”. Amanat undang-undang ini menegaskan bahwa tidak
boleh ada perlakukan diskriminatif dalam pelayanan pendidikan bagi penyandang cacat
di semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah
perlu memberikan fasilitas agar penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan
pendidikan di daerah dapat mendapatkan hak pendidikannya sesuai dengan bakat dan
minat yang dimiliki termasuk dapat memfasilitasi jenis dan derajat kecacatannya.
Kemudian dalam pasal 12 yang berbunyi: “setiap lembaga pendidikan memberikan
kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik
pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatan serta kemampuannya”. Agar amanal ini dapat dilaksanakan oleh setiap
Jembaga pendidikan di daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur secara teknis,
bagaimana pelaksanaanya agar saluan pendidikan tidak diskriminasi terhadap

penyandang cacal.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenang Perlindungan Anak, pada pasal
9 ayat (1) yang berbunyi: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakatnya”. Kemudian pada ayat (2) berbunyi: “selain hak anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak
memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan

juga berhak mendapatkan pendidikan khusus™.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan
membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat - dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  berkembangnya polensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi  warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk melaksanan fungsi dan twjuan pendidikan nasional, Pemerintah Daerah
memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
72
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4 Pemerintah  dan  pemenntah  dacrah  berhak  mengarahkan, meimbitibitia

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b, Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
\erselenggaranya  pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara faiims
diskriminasl.

¢ Pemerintah dan pemerintah  dacrah wajib menjamin tersedianya dana _—
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan lima belas tahun
Amanat di atas menjadi alasan yang jelas bagi Pemerintah Daerah untuk

menjalankan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di daerah apar kewajiban yang
sudah diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Pemenntah Dacrah dapat dilaksanakan
dengan baik. Oleh karena itu lah diperlukan rancangan peraturan daerah tentang
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa pertimbangan pertama diterbitkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintahan daerah, yang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemenintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Dalam pasal 13 discbutkan bawah urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah yang merupakan urusan yang berskala daerah kabupaten adalah
penyelenggaraan pendidikan. Dari sini jelas, bahwa penyelenggaraan pendidikan
diperlukan pengaturan oleh Pemerintah Daerah.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A Landasan Filosofis

pembangunan pendidikan nasional di daerah merupakan upaya terencana, terarah dan
herhesinambungan dalam meningkatkan Kapasitas daerah untuk mewujudkan sumber o
manusia yang berkualitas, beriman, bertagwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, L'nka[:
Lreatif, mandiri, beretos Kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai deng:hI:L
fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan cita-cita pendidikan nasional yang
Jdimaksud adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana vang dhmanﬂ}km
dalam Undang Undang Dasar 1943,

Sebagai perwujudan dari amanat Undang Undang Dasar 1945, Pemerintah Dacrah
herkomitmen agar pendidikan nasional yang diselenggarakan di daerah tetap berdasarkan
pada pandangan filosofi pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Agar dapat
diselenggarakan dengan baik, diperlukan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan.
yang dimaksud dengan upaya terencana adalah bahwa pembangunan pendidikan nasional
4i daerah harus jelas dan direncanakan dengan cermat sesuai dengan kondisi daerah.
[erarah maksudnya pembangunan pendidikan di daerah dapat berjalan pada jalur yang
jelas dan benar sesuai dengan landasan filosofi pancasila. Sedangkan berkesinambungan
maksudnya, pembangunan pendidikan nasional di daerah harus terus menerus dan sebagai
upaya pembudayaan manusia pembelajar dan belajar sepanjang hayat. Pembangunan
pendidikan tidak boleh sepotong-sepotong, namun menyeluruh melibatkan seluruh
masyarakat di dacrah.

Dalam kegiatan pendidikan akan muncul masalah yang lebih Juas, kompleks, dan
mendalam serta tidak terbatas oleh pengalaman indrawi maupun fakta-fakta schingga
tidak dapat dijangkau oleh ilmu pendidikan (science of education). Masalah-masalah
tersebut antara lain adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari twjuan hidup manusia
dan nilai sebagai pandangan hidup manusia. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan
suatu fakta, namun pembahasannya tidak dapat dikaji hanya dengan menggunakan
pendekatan sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam melalui
filsafal. Sejarah filsafat menunjukkan bahwa tidak hanya satu filsafat yang berkembang,
melainkan banyak jenis aliran atau mazhab filsafat, Dalam filsafat ditemukan adanya
aliran seperti idealisme, realisme, malerialisme, pragmatisme, cksistensialime, dan
scbagainya. Dengan demikian, pendekatan lilosofis dalam memaknai teori pendidikan
akan didasari oleh berbagai aliran filsafat terscbut. Dalam mempelajari - dan
mengembangkan teori pendidikan perlu dipahami aliran-aliran filsafat yang melandasinya.

Kegiatan pendidikan tidak sekedar dipandang schagai gejala sosial yang bersifat
rasional semata akan tetapi ada sesuatu yang mendasarinya. Peranan filsafat dalam
mendasari teori ataupun prakiek pendidikan merupakan salah satu sumbangan berharga

bagi pengembangan pendidikan,
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[engan memperhatikan urdian di atas. salah satu pertanyaan yang muncul adalah:

Jliran-aliran filsafat mel
menghajl pemikiran tentang teorn pendidikan menurut aliran-aliran filsafat

andasi teon pendidikan” Pertanyaan ters :
Bagaimana ndas teon pen an'” Pertanyaan tersebul akan

dijawab dengan

y ang Jdi.l.

Filsafat pendidikan merupakan terapan dari ilmu filsafat secara umum. Dalam

pelajari filsa fat terdap:
Pragmatism,

i1 beberapa aliran pemikiran: Idealism, Realism, Perennialism,
Progressivism dIl Aliran ldealisme dan Realisme adalah dua
barat yang masih bertahan hinga kini. Karena filsafat pendidikan
Isafat, sedangkan filsalat berancka ragam alirannya, maka dalam
kita akan temukan berbagai  aliran.  Brubacher (1930)
ndidikan pada dua kelompok besar, vaitu:

mem
[:ssensialism,
Jliran Klasik dari
merupakan terapan dari fi
filsafat pendidikan pun
mcngulurnrmkkun filsafat pe
1. Filsafal pendidikan ™ Konservatif™

Didasari oleh filsafat :dealisme, realisme humanisme (humanisme rasional), dan

suP-:rn.'llumJism: atau realisme religius.

3 Filsafat pendidikan “Progresil”
oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey, dan romantic,

Di antaranya didukung
dan sebagainya.

naturalisme dari Roousseau, Progressivisme,

rsumber dari pandangan-pandanagan dalam filsafat pendidikan,
rhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber nilai,
yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat
Realisme, Perenialisme, Esensialisme,

|.andasan filosofis be
meyangkut keyakianan te
hakekat pengetahuan, dan tentang kehidupan
yang kita kenal sampai saat ini adalah Idealisme,

Pragmatisme dan | 'ragresivisme dan Ekstensialisme.

|, Esensialisme
isensialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoretik
(liberal arts) atau bahan ajar esensial. Landasan dasar esensialisme merupakan
pandangan yang sifatnya sentralistik pada pendidikan dan ranah kognitif. Hal ini
kurang cocok di terapkan pada pendidikan kita karena aliran ini menekankan pada
guru (pendidik) untuk menyampaikan sualu ajaran-ajaran, namun tidak di imbangi
dengan respon-respon dari peserta didiknya, Contohnya, seorang pendidik hanya

memberikan suatu materi tanpa memperhatikan peserta didik.

Penyelenggaraan  Sckolah  Berlaral Internasional  didasari  oleh  filosofi
cksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). [ksistensialisme berkeyakinan
bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peseria didik
seoplimal mungkin, melalui fasilitasi yang dilaksanakan lewat proses pendidikan yang
bermartabat, pro perubahan (kreatil, inovatif, dan cksperimentatif), menumbuhkan dan
mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik harus
diberi perlakuan secara maksimal untuk mengakiualisasikan kemampuan intelektual,
emnosional, dan spirilualnya, Para peserta didik iw merupakan aset bangsa yang sangat
berharga, dan merupakan salah satu foktor daya saing yang kuat, yang secard potensial
mampu merespon tantangan global,
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Sementara filosofi esensialisme menckankan pada pendidikan yang harus
berfungsi  dan relevan dengan  kebutuhan,  baik kebutuhan  individu, |-'.-l:!u.1rga_
masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional. Terkait demgan tuniwtan
globalisast, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang
mampu bersaing secara internasional. =

Keiika mengimplementasikan kedua filosofi itu, empat pilar pendidikan yaitu;
learning 10 bnow, learning fo do, learning lo live together. and learning to be,
merupakan patokan berharga bagi penyelarasan prakiek-prakick penyelenggaraan
pcndidiknﬂ di Indonesia. Maksudnya, pembelajaran tidak hanya memperkenalkan
pcngclﬂhll-m (learning 1o know). tetapi juga harus bisa membangkitkan penghayatan
dan mendorong pencrapan nilai-nilai tersebut (learning to do) vang dilakukan secara
kolaboratif {leaming 1o live together) dan menjadi peserta didik yang percaya diri dan
menghargai dirinya (le arning to be). Keempat pilar ini harus ada mulai dari kurikulum,
guru, proses belajar-mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai pada penilaiannya.

pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi peseria didik agar potensi itu
menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita
kemanusiaan  universal. Pendidikan  bertyjuan  menyiapkan  pribadi dalam
keseimbangan, kesatuan. organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup
kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi
mengenai masalah-masalah pendidikan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf
kehidupan sosial yang sangal kompleks, Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang
cksperimental, yaitu kurikulum yang setiap wakiu dapat disesuaikan dengan
kebutuhan. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada
cela yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada cela pula. Esensialisme
didukung oleh idealisme modemn yang mempunyai pandangan yang sistematis
mengenai alam semesta tempa manusia berada. Esensialisme juga didukung oleh
idealisme subjekiif yang berpendapat hahwa alam semesta itu pada hakikatnya adalah
jiwa/spirit dan segala sesualu yang ada ini nyata ada dalam arti spiritual. Realisme
berpendapat bahwa kualitas nilai tergantung pada apa dan bagaimana keadaannya,
apabila dihayati oleh subjek tertentu, dan selanjutnya tergantung pula pada subjek

tersebut,

Menurut idealisme, nilai akan menjadi kenyataan (ada) atau disadari oleh setiap
orang apabila orang Yyang bersangkutan  berusaha untuk mengetahui atau
menyesuaikan diri dengan sesuatu yang menunjukkan nilai kepadanya dan orang itu
mempunyai pengalaman emosional yang berupa pemahaman dan perasaan senang tak
senang mengenai nilai tersehut. Menurut realisme, pengetahuan terbentuk berkat
bersatunya stimulus dan tanggapan tententu menjadi satu Kesatuan. Sedangkan
menunut idealisme, pengetahuan timbul karena adanya hubungan antara dunia kecil
dengan dunia besar. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu
pada nilai-nilai yang telah teruji keteguhan-ketangguhan, dan kekuatannya sepanjang
masa.
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Pereninlisme
Perensialisme adalaly abivan pendihikan yang meputomakan baban ajaran konstan

[rrLIl.HI-Ll] yakni kebenaran, keindaban, cinta kepaa kebarkan oniversal. Perenaliame

berpendinan bahwar untuk mengembalikan keadsan kacan balau sepertt sekarang i,

jalan yany harus ditempah adalab kembalt kepada prinsip-prnsip umum yang telah

lerujl, Menurul pereninlisme, kenyataan yang kita hadapn adalsh dunis dengan sepala
winya. Perenialisme berpandangin habwa peroalan mlai adalah persoalan spiritual,
ebah hakikat manusia adalab pada jiwanya Sesuatu dinbar indah haruslab dapag
dipandang haik

Beherapa pandangan wkoh perenialisme terhadap pendidikan.

a. Program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas paham adanva nafsu,
kemauan, dan akal (Plato),

b Perkemhangan budi merupakan ntk pusat pethatian pendidikan dengan filsalan
sebagai alat untuk mencapainya { Aristoleles);

¢ Pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tdur agar
menjadi aktil atau nyata, { Thomas Aquiniss),

4 Adapun norma fundamental pendidikan  menurut ). Maritain adalah cinta
kebenaran, cinta kebaikan dan keadilan, kesederhanaan dan sifat erbuka terhadap
ckuistensi serta cinta kerjasani

Pragmatisme dan Progresifme

Menurut Kamus  Nmiah Populer, Pragmatisme  adalah aliran  filsafal  yang
menckankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen | tindak percobaan), sena
kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan, Sedangkan, definisi
Pragmatisme lainnya adaluh hal mempergunakan scgala sesualu secara berguna.
Istilah Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani “Pragma” yang berarti perbuatan (
action) atau tindakan (practice). lsme sendiri berarti ajaran atau paham. Dengan
demikian Pragmatisme ilu berarti ajaran yang menckankan bahwa pemikran itu
menuruti tindakan, Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang
benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya schagai benar dengan melihat
kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian,
bukan kebenaran objektil dari pengetahuan yang penting melainkan bagaimana
kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu.

Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan
pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan
lerpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu
saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan
bukan merupakan fakta-fakta umum, Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi
pelayanan dan  kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau
direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifal
melafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat Barat di dalam
sejarah.
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Iplugmsiﬁm‘rnu adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun
1918. Aliran mi berpendapal bahwa pengetabuan yang benar pada masa kini mungkin
(idak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak bukannya
"“_.mfnkuskall pada guru atau bidang muatan.  Progressivisme mempunyai konsep
yang dJidasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai
k,_.mampunn-kcmmnpuun yang wajar dan dapat menghadapi masalah yang menekan
afau mengecam adanya manusia e sendiri. Aliran Progressivisme mengakui dan
berusaha mengembangakan asas Progressivisme dalam semua realitas, terutama dalam
kehidupan adalah tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia, harus praktis
Jalam melihat sepala sesuatu dari segi keagungannya. Berhubungan dengan it
pmgn:ﬁsivismc kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik
yang timbul pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang.

Pendidikan yang bercorak otorter ini dapat diperkirakan mempunyai kesulitan
untuk mencapai tujuan, karena kurang menghargai dan memberikan tempat
a kepada kemampuan-kemampuan tersebut dalam proses pendidikan. Pada

semesting
hal semuanya itu ibaratkan motor penggerak manusia dalam usahanya untuk

mengalami kemajuan atau progress.

Filsafat progressivisme dipengaruhi oleh ide-ide dasar filsalal pragmatisme
dimana telah memberikan konsep dasar dengan azas yang utama yaitu manusia dalam
hidupnya untuk tetap survive terhadap semua tantangan, harus pragmatis memandang
sesuatu dari segi manfaatnya. Di sini kita bisa menganggap bahwa filsafat
pmgmssivismc merupakan The Liberal Road of Culture (kebebasan mutlak menuju
kearah kebudayaan) maksudnya nilai-nilai vanp dianut bersifat fleksibel terhadap
perubahan, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara
konstruktif, inovatif dan reformati { aktif serta dinamis. Untuk mencapai perubahan
{ersebut manusia harus memiliki pandangan hidup yang bertumpu pada sifat-sifat:
fleksibel, curious (ingin mengetahui dan menyelidiki), toleran dan open minded.

Filsafat progressivisme telah memberikan kontribusi yang besar di dunia
pendidikan, dimana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada
peserta didik. Anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berfikir, guna
mengembangakan bakat, kreatifitas dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya
tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Berdasarkan pandangan di
atas maka sangat jelas sekali bahwa filsafal progressivisme bermaksud menjadikan
anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju scbagai penerasi yang akan
menjawab tantangan zaman peradaban baru.

4. Rekonstruksionisme
Rekonstruksionisme adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan
sckolah/lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat.
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(kan Kajian diatas peranan filsafal dalam mendasari teon ataupun praktek

jerdasa
; alah satu sumbangan berharga bag pengembangan pendidikan

kan merupakan s
demikian, daor Undang Undang Nomor 20 Lahun 2003 tentang Sistem

Sﬂﬂ“in : 4 -

pendidikan Nasional telah je

&

dan Undang Undang Dasar 1943

endid

las dischutkan bahwa filosoli pendidikan herdasarkan pada
!.1'“1;3“13

| andasan Sosiologis |
s - mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dan norma
i LR 3

pidupan masyarakat. Untuk  memahami  kehidupan bermasyarakat  Kita  harus
cehi g

v usatkan perhatian kita pada pola hubungan antara pribadi dan antar kelompok dalam
m

: di daerah, Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai,

n':'.lﬁ}!'ﬂ'l"'ka1
:grcipld!ﬂh n _ ; . ;

g mengikal kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota
yan

masyarakal.

ilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial

Landasan sosiologis pendidikan menganul paham integralistik yang bersumber dari
aorma kehidupan masyarakat: (1) kekeluargaaan dan gotong royong, kebersamaan,
musy:t“‘ﬂfﬂ]l untuk  mufakat, (2) kesejahteraan  bersama menjadi  wjuan - hidup
permasyarakat, (3) negara melindungi warga negaranya, dan (4) selaras serasi seimbang
antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas
manusia orang perorang melainkan juga kualitas strukiur masyarakatnya.

Masyarakat di daerah Kabupaten Batang, merupakan masyarakat yang hidup dengan
tetap berpegang feguh pada norma-norma kehidupan masyarakat. Hal ini ditengarahi
dengan masih kentalnya adat istiadat dan budaya daerah di tengah masyarakat,
"fssyarakat di Kabupaten Batang sudah sadar akan pentingnya pendidikan bagi generasi
muda. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada norma-norma
kehidupan masyarakat di Kabupaten Batang. Dengan demikian penyelenggaraan
pendidikan di daerah harus dapat menjamin  kepastian  setiap warga masyarakat
memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau,
setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan
perundang-undangan yang menjadi litik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang
menurut Undang-Undang  Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-
undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan peloksanaan lainnya, seperti
peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Kata landasan dalam hukum berarti
rn.:]nnd_nsi atau mendasari atau titik tolak, Sementara it kata hukum dapat dipandang
sebagai aturan baku yang patut ditaati. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan
peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-
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kegiatan pendidihan Beberapa perawican perundang-undangan v anp
antara lain . T R enEalur pendidiban
| Pasal I8 ayat (b), dan Pasal 31 Undang-undang Dasp
Tahun 1945, :
Undang-Undang Nemor 9 Tahun 19635 tentang Pembentuban Dae |
Patang (Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 1963 3.',.,,1“1:[:: Finghar 11
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ), )
). Undwng:Undang Nomur & Fahun 1974 tentang Pokok-Pokoh Kepegawaian (1 emt
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lulln';u:m”: jq.hm
Republik Indonesia Nomor 3041} sebagaimana telah diubab dengan [!m; “:u_ll:::“im
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia -1.h|'LI.I!'| lh‘ilti;u ‘»11:'!“;
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); RS
4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (1embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan 1embaran Negara I{l:!mbi':lll».

Negara Republik Tnds

QTS

L]

. Toambabag

Indonesia Nomor 36700,

Undang-Undang Nomor 23 Fahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4233),

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 rentang Kevangan Negara (Lembatan Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidhikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

9, Undang-Undang Nomor 33 Tahui
Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

v 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

4438);
10, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4580);
11, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

12, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

di Radupaton Balany

embentukan Peraturan Perundang-
Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan

§o
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13 ll"‘l“"!!'ll"‘l““!: sfomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidihan Linget (Lembaran Nepara
| Republik donesia Tahun 2012 Nomor 158, Lambalian Lembaran Negara Repubhb
Indonesia Nomor $336),

4, Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentany Perubaban Batas Wilayah

Kotamadya
Jan Kabupaten Dacrah
Tahun 1988 Nomor 4.2,

RN

5. Peraturan P
(1 .embaran Negara Republik Ind
Negara Hcpuh‘til'. Indonesia Nomor 44961,

{uran Pemerintah Nomot 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kevangan Daerah

Daerah Tingkat [ Pekalongan, Kabupaten Daerah Linghat 11 Pekalongan
[inghat 11 Batang (Lembaran Nepara Repubhik Indomesia
[ambaban Lembaran Nepara Republih Indonesia Nomor

emerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Naswonal Pendidikan
onesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan [ embaran

|6, Pera
(Lembaran Negara
17, Peraturan Pemernnt
Antara Pemerintah,
Kabupaten/Kota (Lembaran
rambahan Lembaran Negara
|8, Peraturan Pemerintah  Nomo
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Neg

124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47649);
3008 tentang Wajib Belajar (Lembaran

Republik Indonesia Nomor A378),

ah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Pemerintahan  Daerah Provinsi, Dan Pemenntahan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Republik Indonesia Nomor 4737

¢ 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
ara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

|9. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863 )

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48
(Lembaran Negara Republik Indonesia T

Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
71. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Nepara

Republik Indonesia Tahun 3008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

[ahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
ahun 2008 Nomor 91, Tamhahan Lembaran

Indonesia Nomor 4941);

23 Peraturan  Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 temtang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40).
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BAB V
.I:‘.N{FK;H].M\',, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Rancangan peraturar daerah tentang penyelenggaraan pendidikan i Kabupaten Batang
i adalah untuk mengatur landasan F"-'r'f"-'s‘-‘11¥#~1l~1.:i1l pendidikan nasional di dacrah
K abupaten ij:-.ta.ng.‘ Arah  pengaturannya  meliputi  penjabaran  rumusan kebijakan
megumn pendid

Kabupaten fatang.

ikan dacrah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

sundan rancangan peraturan dacrah dimaksud akan dijadikan landasan dan

oman bagi: semua jajaran  pemerintah, penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat, saluan atau program pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, peserta
Jidik, orang wua/wali peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, warga, masyarakat dan

ik [ain yang terkail denpan pendidikan di kabupaten Batang.

Penyu

Adapun materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan dacrzh tentang

penyelenggaraan pendidikan ini adalah:

| BABI : KETENTUAN UMUM

BABIl  : DASAR, FUNGSI DAN PRINSIP PENDIDIKAN DI DAERAH

paB Il  : JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

BABIV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

BABV  : PENDIRIAN,  PERUBAHAN,  PENGGABUNGAN  DAN
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

6. BABVI  : KURIKULUM

7. BABVIL : BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN

§

9

W g L B

. BABVIN : HAK DAN KEWAJIBAN
 BABIX  : PESERTA DIDIK
10.BAB X . PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.BABXI  : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
12 BABXIl : EVALUASI AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
13. BAB XIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DAERAH
14.BAB XIV : PENDANAAN PENDIDIKAN
15.BABXV : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN
16.BAB XVI : PENJAMINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN
17. BAB XVIl : KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN
18. BAB XVIII : PERAN SERTA MASYARAKAT
19.BAB XIX : SANKSI ADMINISTRATIF
20.BAB XX : SANKSI PIDANA
21.BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN
22.BABXXIl : KETENTUAN PENUTUP

-
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gedangkan secara rinci materi dapat dyabarkan sebapai berikut

A, Ketentuan Umum
I 11¢muﬁqtﬂh Pusat yang selanjutnya discbul Pemenntah adalah Presiden Republik

Indonesia Yang memecgang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1943

Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia

pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Daerah adalah Kabupaten Batang.

pemenintah  Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah  sebagai  unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Bupati adalah Bupati Batang.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

9, Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Baang

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Batang.

11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.

12. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Batang.

13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktil mengembangkan potensi dinnya
untuk memiliki kekualan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

14 Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indoniesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai
agama, kebudayaan nasional Indonesia dan langgap terhadap tuntutan perubahan
zaman.

15. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

6. Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Batang adalah pengaturan kewenangan dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kabupaten Batang,
Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakal agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem
pendidikan pada saluan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai  dengan tujuan
pendidikan nasional.

I8, Satuan  pendidikan  adalah  kelompok  layanan pendidikan  yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan.

19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada
anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) fahun yang dilakukan melalui
pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk  membantu pertumbuhan  dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

21 Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang
mﬂlﬂ{ld_mi jenjang pendidikan menengah, yang disclenggarakan pada saluan
pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang
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sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan
yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawivah, atau bentuk
lain yang sederajat.

22, Sekolah Dasar yang selanjuinya disingkat 8D adalah salah satw bentuk satuan

ndidikan formal yang menyclenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

13, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat M1 adalah salah sat bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjany pendidikan dasar

24, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dan SD, ML atau bentuk lain vang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SID atau M.

75. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah saw bentuk
satuan  pendidikan formal dalam  binaan  Kementerian  Agama  yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pcn&idikan dasar sebagai lanjutan dari SD, M, atan bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara 51D atau M|

26, Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang
merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah
Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Alyah Kejuruan atau bentuk
lain yang sederajat.

77. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dani SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

28. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMI” atau MTs.

29. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau
MTs.

30. Madrasah Alivah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah sat
bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan menengah sebapai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau
MTs.

31. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah
pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doklor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

32. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang disclenggarakan setelah
memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan
negara maju,

33, Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan

setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan
kompetitif dan/atau komparatif daerah,
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3. pmdiq'k.m". Blusin ﬂdu]uh pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang
memiliki ""."ELT kesulitan dalam mengiku proses pembelajaran karena kelainan
rlS-I]'u emosional, mental, sosial dan‘atau memiliki ] diny

v ; putens: kecerdasan .
jstimewa. ¢ n dan bakat

35. Fmdidl.km Layanan h!rul'::us adalah pendidikan yang diselenggarakan hagi peserta
didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat v: !

i : ang terpencil dan/atau
mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi
36. Pendidikan Inklusil adalah sistem penyelengearaan pendidikan van g memberikan

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki
potensi kecerdasan danfatan bakat istimewa untuk mengikut pendidikan atau

:mbelajaran dalam satu lingkungan E
peserta didik pada umumnya.

37, Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiaphan peserta didik untuk
dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran
agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran ﬂgﬂman}-nh

38, Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sehagai
perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

39. Pendidikan vokasi adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan perserta didik
untuk dapat bekerja di bidang tertentu.

40. Peserta didik adalah anggota masvarakat yang berusaha mengembangkan potensi
diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang. dan jenis
pendidikan tertentu,

41. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan din dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

42. Pendidik adalah tenaga kependidikan vang berkualifikasi sebagai puru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan
lain yang sesuai  dengan kekhususannya, serta  berpartisipasi  dalam
menyelenggarakan pendidikan.

43, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas wlama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.

44, Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

45. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

46. Jalur pendidikan adalah wahana vyang dilalui peserta didik untuk mengembangkan
potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
47. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang

dikembangkan.

48. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan
pendidikan suatu satuan pendidikan.

49. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan
pendidikan,

51. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan,

pendidikan secara bersama-sama dengan
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mbelajaran udala_h proses interaksi pesenta didik dengan pendidik dan/atau sumber
belajar pada suatu Imj_,-_kungan belajar.

53, Akreditasi ada!uh Iktglai-'lll Pcﬂili_ii-'ll'- kelayakan program dan/atau satuan pendidikan

" perdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

54 penilaian ﬂdﬂ'“_h proses P"-’“Llllm[ﬂl_lml dan pengolahan informasi untuk mengukur
penﬂﬂpﬂi““ hasil belajar peserta _a:iuh]-c.

35, Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu

Pgndidikan terhadap beragnl komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan
jenis pendidikan sebagai bentuk pen:%n_ggung—j‘aﬁvabun penyelenggaraan pendidikan.

56. Wajib Belajar adalah program Pundldlkﬂn rr_nmmul yang harus ditkuti oleh Warga
Negara Indonesia atas tang_gtmg]uwah Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

§7. Jam Belajar Wajib adalah jam malam vang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bag

serta didik untuk belajar secara informal pada setiap malam hari sekolah di luar
hari libur sekolah.

58, Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatn yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana,
sarana, dan prasarana.

50, Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur
masyarakat yang peduli pendidikan.

60. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
wa/wali peserta didik, komunitas sekolah. serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.

§1. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

62. Warga adalah orang yang meman faatkan pelayanan pendidikan di daerah.

2 Pe

Materi Muatan
1. Dasar, Fungsi, Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan di
Daerah
Sebagai pelaksanaan sistem pendidikan nasional di daerah, dasar, fungsi, tujuan,
prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan tetap berpedoman pada
sistem pendidikan nasional.

Dasar Penyelenggaraan pendidikan di daerah berdasarkan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi Penyelenggaraan pendidikan di daerah adalah mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermariabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk meningkatkan kapasitas
daerah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman,
bertagwa, berakhlak mulia, schat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja
tinggi, demokratis dan bertanggungjawab.

Prinsip pendidikan di daerah, diselenggarakan dengan: (1) Demokratis,
b'_trlfeadilan dan tidak diskriminatif. (2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia,
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (3) Satu kesatuan sistem
yang terbuka dan multimakna. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan sisiem
terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan
""’3}“}1 penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-
multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil
£ it
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rogram-program pendidikan pada jemis dan jalu ndidik ane  he
ic.‘u‘a terpadu dan berkelanjutan melalui pcaubul;lklilu.lmr [.‘E‘!;]:I::Jil:]utim'% _t’-ﬂ"‘fd-"
pendidikan multimakna adalah proses pendidikan vang d:wlcn-u;:;kj-lﬁlld-]“:ih.
berorientasi pada pembudayaan, [H:mb:::rdu}';mn.- |n_:mhcntuk;:_| h:ntak LHE::
kupribadian. serta  berbagai kecakapan hidup. (4 Membudayakan dan
mcmbcrda:,'akan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (5) '~.|umh,,-n'|.-;m
keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas |:rc=.cn.'1 didik
dalam proses pembelajaran. (6) Mengembangkan budaya rm:ll'lhul.:u. menulis
berhitung dan berkarakter. (7) Memberdavakan semua komponen n:|um.'.:|rnka.1‘
Memberdayakan semud komponen masyarakat berarti pendidikan disclcng:ﬁgurukar;
oleh pcmcrintah daerah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja
sama yang saling melengkapi dan memperkuat. (8) Pelayanan prima pendidikan.
Pelayanan prima pendidikan maksudnya adalah pelayanan yang terbaik yang
diberikan oleh Pemerintah  Daerah  dan  Penyelenggara Pendidikan kc.p:ldn
masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan prima pendidikan diwujudkan melalui tata
kelola dan tata nilai penyelenggaraan pendidikan yang baik. Tata kelola

nyelenggaraan pendidikan dengan mewujudkan birokrasi pendidikan yang bersih,
berlandaskan hukum, tertib dan transparan sesuai dengan standar pelayanan dan

raturan perundang-undangan yang berlaku, Sedangkan perwujudan tata nilai
penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud diarahkan bagi sikap dan perilaku
seluruh aparatur penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan tugas dan
fanggungjawabnya. Tata nilai tersebut menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur
dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan dengan penuh amanah,
profesional, visioner, demokratis, inklusif dan herkeadilan.

Ruang Lingkup penyelenggaraan pendidikan di daerah, meliputi:
a. Penyelenggaraan Pendidikan Formal, terdiri dari: Pendidikan Anak Usia Dini

Jalur Formal; Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah Atas; Pendidikan
Menengah Kejuruan; Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
pendidikan Keagamaan Jalur Formal: Pendidikan Bentaraf Internasional; dan
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.

b. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, terdiri dari: (a) Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Non Formal, meliputi: Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non
Formal; Pendidikan Keagamaan Jalur Non Formal; Lembaga Kursus dan
Pelatihan; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan Kelompok Belajar. (b)
Penyelenggaraan Program pendidikan Non Formal, meliputi: Program
Pendidikan Kecakapan Hidup; Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
Program Pendidikan Kepemudaan; Program Pendidikan Pemberdayaan

Perempuan; Program Pendidikan Keaksaraan; Program Pendidikan Kesctaraan.

¢c. Penyelenggaraan Pendidikan Informal

. Hak dan Kewajiban Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Orangtua.

Warga, Masyarakal, Satuan Pendidikan, Pemerintah Dacrah

Peraturan Daerah tenlang penyelenggaraan pendidikan harus dapat mengatur
tentang hak dan kewajiban bagi seluruh perangkat yang terlibat dalam sistem
pendidikan nasional, meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang
tua peserta didik, warga, masyarakat, satuan pendidikan dan |H:mnrinlul1 dacrah
sehagai berikut:
a. Hak dan Kewajiban Peserta | ndik
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Setiap peserta didik berhak untuk
1 :?m.-ldii::‘tﬁ':hl‘u'}dlﬁ:ﬁ:" _il|_.'.mu11 sesual dengan agama vang dianutnya dan
Lajar . ch pendidhk yang seagama, Maksudnya Pendidik dan‘atau guru
agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/ataudisediak
oleh Pemerintah atau pemenintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidi

2) mendapatkan layanan prima pendidikan yang berkualitas
pembelajaran dan pengembangan potensi diri. Lavanan
yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan |1u."u|g-:n|i'mng:1|-. potensi diri
maksudnya setiap satuan/program pendidikan memberikan layanan yang
terbaik sesuai dengan standar pelayanan pendidikan kepada peserta didik
agar dﬂp?ﬂ mengikuli proses l'bl:nlhl.'iﬂjal.iln dan F-'ngtmha.ngnn polensi
dirinya dengan schaik-baiknya. Selain iw, layanan prima pendidikan
dimaksudkan agar setiap  pendidik  dan  tenaga kependidikan  di
satuan/program  pendidikan agar dapat menyatukan hati dan pikirannya
penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan
dalam mewujudkan layanan prima pada satuan pendidikannya.

1) mendapatkan pelayanan pendidikan Karakter dan keteladanan. Pendidikan
karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang
memiliki jiwa kebangsaan vang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,
bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang
dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi  vang dijiwai
Pancasila, iman dan tagwa kepada Tuhan Yang Maha Fsa. Pendidikan
keteladanan adalah peserta didik mendapatkan keteladanan dari pendidik dan
tenaga kependidikan dalam sikap, tingkah laku, penampilan dan jiwa yang
berpendidikan karakter dalam kehidupan di satuan pendidikan.

4) mendapatkan fasilitas belajar yang layak, buku teks, beasiswa bagi siswa
berprestasi dan/atau bantuan pendidikan bagi mereka vang orangtuanya tidak
mampu membiayai pendidikan.

5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang
setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan Kemampuan belajar
masing-masing dan tidak menyimpang dan ketentuan yang ditetapkan.

7) memperoleh penilaian dan informasi atas hasil belajar.

8) menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan
usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama,
kesusilaan, kepatuhan, prinsip penyelenggaraan pendidikan serta peraturan
perundang-undangan.

9) memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-
wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi
di sekolah dan/atau di luar sckolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan
sekolah.

in
kan

dalam proses
prima pendidikan

Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:

1) belajar dan menjaga norma-norma pendidikan  untuk  menjamin
keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;

2) mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan
pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan ctika pendidikan;

3) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menghormati
pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta
kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

4) menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

Rubupaten Balang 1]
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5) ikut menjaga dan memelihara sarana dan
dan ketertiban pada satuan pendidikan;
ikut menjaga dan memel; aran;

6) .LjI;:ll kctcl r{iﬁun umum;mmhm sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan

7) ikut menanggung biaya penyelengparaan idik i bagi
didik vang dibebaskan dari kcwfijgihnn t;tsf;:!:: hti:::;mﬁcf;ﬂl.a?g; lpt T:r}m
peraturan pempcintzg-undnngan: Yang dimaksud peserta djzik v:ncrn '1.::“
mannnggung_ t{lﬂ}'ﬂ penyelenggaraan pendidikan adalah peserta d.idil:: l:uLll::
jenjang Penduﬂlkan dasar dan pendidikan menengah, Hcdanginn serfa Eid'k
yang filhcbasknn dari kewajiban tersebut adalah peserta pu:at!ir.:liir. .'u;a
pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemeriniah daerah dan pufﬂr‘la
didik yang yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi. |

) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan

9) memaluhi semua peraturan yang berlaku.

prasarana, kebersihan, keamanan

~ Hak dan Kewajiban Pendidik

Setiap pendidik, berhak:

1) mcn;:pcrﬂlﬂh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan
layak.

2) memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan
fungsional dan/atau tunjangan khusus sebagai guru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas
hasil kekayaan intelektual.

4) memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas
pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5) mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

6) mendapatkan pembinaan Karier sesual tuntutan pengembangan  kualitas
pendidikan.

7) berserikat dalam organisasi profesi guru denpan tidak meninggalkan
pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

8) mengembangkan dan meningkatkan  kualifikasi  akademik  dan
kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan  dan pengembangan
profesi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
udangan.

9) mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, menulis artikel pada
jurnal ilmiah yang diakui dan atau menjadi pengarang atau penyusun buku
teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai dengan kelentuan yang
berlaku.

10) memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai dengan
standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta
didiknya yang terkail dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non
akademik.

11)ikut serta menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. _

12)ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pendidik, berkewajiban:

Zafupatos Batd
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1 mc-l:l.!'h'll:ll suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik sec
aktif mengembangkan potensi dirinya schingga hegiatan belajar :1:1”
bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dia.]ul_;is?, ; =

2) mﬂlﬂk-"ﬂﬂ-ﬂ';ﬂ“_ ugas dan tanggungjawab schagai pendidik dengan sebaik-
baiknya sesual dengan wnwtan penyelenggaraan pendidikan:

3) mempunyat komitmen secara profesional untuk n-.cmrng],-.;m;an mutu
pcndidiknn:

4) membenkan pelavanan pnma  pendidikan  sesuai  dengan F:I"In*'ip dan
ketentuan penyelenggaraan pendidikan; _ %

5) memberikan pelayanan pendidikan karakter dan meniadi teladan bagi pesenta
didik dan lingkungannya; :

6) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan
harmoni sosial;

) memiliki kualifikasi akademik, kompetensi. sertifikat pendidik, schat jasmani
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

§) menjaga dan mematuhi  norma-norma  pendidikan  untuk  menjamin
keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan:

g) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan
dan ketertiban pada sawan pendidikan maupun di tempat umum: dan

10)menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesual  dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya. )

o Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Setiap tenaga kependidikan, berhak:

1) memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan
layak.

2) mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kenja.

3) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas
hasil kekayaan intelektual.

4) memperoleh kesempatan untuk mengeunakan sarana, prasarana dan fasilitas
pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:

1) melaksanakan tugas dan tang gungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan
sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

2) memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai dengan prinsip  dan
ketentuan penyelenggaraan pendidikan;

3) memberikan teladan bagi peseria didik dan lingkungannya;

4) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan
harmoni sosial,

5) menjaga dan mematuhi nomma-norma pendidikan  untuk menjamin
keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;

6) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan
dan ketertiban pada satuan pendidikan maupun di tempat umum; dan

7) menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya.

d. Hak dan Kewajiban Orangtua Peserta Didik
Setiap orangtua dari peserta didik berhak:
1) berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya.
2) memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan bagi anaknya.

Uafal s 7
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3) menerima hasil laporan penilaian anaknya secara periodik.

Setiap orangiua dari pesenta didik berkewajiban:

1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada amak untuk
memperoleh pendidikan setinggi-tingginya;

2) memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar
pendidikan dasar,

3) memberikan pendidikan informal dan membantu belajar bagi anaknya di
lingkungan keluarga yang dapat mendukung proses pembelajaran; ]

4) memberikan kesempatan belajar di rumah bapi anaknya dan mengupayakan
membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;

5) menjamin keberlangsungan  pendidikan  sepanjang hayat menurut
kemampuan, bakat dan minat bagi anaknya;

) memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama
sesuai dengan agama yang dianulnya; dan

7) memberikan teladan bagi anak di lingkungan keluarga.

¢. Hak dan Kewajiban Warga

Setiap warga di dacrah berhak:

1) memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) memperoleh layanan pendidikan khusus dalam hal menurut syaral-syaral
yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan,
pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.

4) memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan
dan arah kebijakan pendidikan di daerah.

Setiap warga di daerah berkew ajiban:

1) mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar
pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

2) memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan:

3) mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis
pendidikan;

4) memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan
harmoni sosial; dan

5) mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.

f. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1) Setiap masyarakat di daerah berhak untuk berperan seria dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

2) Setiap masyarakat di daerah berkewajiban memberikan dukungan sumber
daya dalam penyelenggaraan pendidikan di dae rah.

3) Hak dan kewajiban penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat di
daerah tersebul harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

g. Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan
1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan
dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang
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diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masvarakat berdasark 4

e - . o - J ; srdasarkan pa

kgmampu-ﬁlﬂ kLu.mgan daerah dan ketentuan peraturan Pﬂ'-'r'und;m'- un:: np .
g-undangan

7 Setiap satuan ;H:lldlid:kan berkewajiban untuk:

) menjamin pelaksanaan hak-hak pesen: '

) oelzyaian i e I'ilt:mandungt:m:: h:fllf]ingu:::;munm:llP.:::n||.1:h
gender, §talu5 sosial dan kemampuan ekonomi: 3 y TRE, TG

ol it ) crs ki s

yaral yang ditentukan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c) memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk
menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan
manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yan
diselenggarakan oleh masyarakat: .

d) menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelengparaan
pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan: i

e) merencanakan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) menyusun dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  anggaran
pendapatan dan belanja sekolah senta pelaksanaan manajemen berbasis
sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Dacrah dan Komite
Sekolah:

g) melaksanakan standar pelayanan minimal;

h) melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan:

i) menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, nyaman,
aman. sehat dan berbudaya akhlak mulia serta bebas dari asap rokok.
narkoba dan kekerasan fisik/nonfisik.

3) Setiap satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemenntah
Daerah yang tidak dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional
berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu bebas pungutan
bagi seluruh peserta didik.

4) Setiap saluan pendidikan dasar yang disclenggarakan oleh Pemerintah
Daerah yang dikembangkan/dirintis  menjadi bertaraf internasional
berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu bebas pungutan
bagi peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu secara ckonomi.

5) Setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerzh wajib menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi pesena
didik berprestasi yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.

h. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu,
membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional
di daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
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c. mumbﬂrikan_la}'mmu dan kemudahan penye
bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi:
d. menyediakan pendidik  dan tenaga ke s
Lnd:dlk - | R R
kcwcg,:mgmm:u‘u ml.;nurut ketentuan pcmlumrr: pmnu::g-qj;:?:z;a:mw
. omembantu  penvelengparaa vl AL s, :
; masyarakat; sgaraan  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh

f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi kualifibac: ;
. . pirs petensi, kualifikasi akad
dan tmgl;ul kistgﬁh:‘craan pendidik dan tenagan ];u:rlu:m!ivtl‘i!m;:1 akademik

g. menelapkan kebijakan penyediaan dan/atau pengembangan <
prasarana pendidikan secara memadai: PORgEMbangan sanana. dan

h. mcne!apkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal
sesuai dengan standar nasional pendidikan:

i. menetapkan standar _pgtnymmlj. minimal  dan target partisipasi
penyelenggaraan pendidikan di  daerah  sesua; dengan  peraturan
perundang-undangan;

j.  melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan danfatau bakat istimewa untuk mencapai prestasi
puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga
pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional

dan intemasional sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

lengparaan pendidikan yang

3. Jalur, Jenjang Dan Jenis Pendidikan

a. Jalur pendidikan yang diselenggarakan di daerah terdiri atas pendidikan formal,
pendidikan non formal dan pendidikan informal yang saling melengkapi.

b. Jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan di daerah terdiri atas
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

¢. Jenis pendidikan yang diselenggarakan di daerah mencakup pendidikan umum,
pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan dan pendidikan
khusus dan layanan khusus, pendidikan dasar berstandar internasional serta
pendidikan berbasis keunggulan lokal.

4. Penyelenggaraan Pendidikan di Dacrah

Dalam menyelenggarakan pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Dacrah
melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi atas pelayanan
dan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pemerintah _Duurah merumuskan dan
menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya
yang merupakan pedoman bagi: semua jajaran pemerintah daerah; Pgnyelenggm
pendidikan yang didirikan masyarakat; satuan atau program p-c::.d!dikan; dewan
pendidikan; komite sekolah atau nama lain yang sejenis; pendidik dan tenaga
kependidikan; peserta didik; orang tua peserta did!k yang bersangkutan;warga;
masyarakat; dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasl,
mengoordinasi, membina, memantau, mengevalasi  dan mengendalikan
penyelenggaraan pendidikan di dacrah meliputi:

a. Pendidikan Anak Usia Dini _

1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur

non formal dan program pendidikan anak usia dini terpadu.

2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya | (satu)

pendidikan anak usia dini pada jalur formal di setiap kecamatan.
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3) Penyelenggaraan pendidikan anak usia din r
kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan il
pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dapy
kewenangan dan peraturan perundang-undangan

4) pendidikan anak usia dini berfungsi mﬂlﬁhin'| e
mengembangkan seluruh potensi anak usia ding ;Qcm;nu"_’huhkan._ dan
tgrhcnluk pcnl:lku dan k”mﬂnlpunn o .wsuﬂiﬂp:;r.lml sehingga
perkembangannya agar memiliki kesiapan uniuk ms:muwb?ngan i
selanjutnya. suki  pendidikan

5) Pendidikan anak usia  dini  bertujuan

| berkembannya potensi peserta didik ]agar :;T:irjt;:?nﬂ:uus:mﬂﬁ‘m g
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak e a beriman dan

juhur, schat, berilmu, cakap, kritis, kreatif. berkepribadian

o) inovatif, mandiri, ini
dan menjadi warga negara yanpg demokratis dan hcflﬂﬂggm]gi’;:f”i{? :il:;

mengembangkan - potensi  kecerdasan  spiritual, intelektual, emosional

kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas
: ; ; pertumbuhanny
lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan, iy dalw

6) Pendidikan anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan berbentuk
Taman Kanak-KRanak (TK), Bustanul Athfal (BA), Raudlotul Athfal (RA)
atau bentuk lain yang sederajat dan memiliki program pembelajaran 1 (satu)
tahun atau 2 (dua) tahun.

7) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan menyatu
dengan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. ’

8) TK, BA, RA atau hll::nh:lk lain yang sederajat dapat diselenggarakan terpadu
dengan bentuk dan jenis pendidikan anak usia dini jalur non formal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik
dari satuan pendidikan anak usia dini lain.

10) Peserta didik TK, BA, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat)
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun,

11) Peserta didik TK, BA, RA atau bentuk lain vang sederajat dapat diterima dari
satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal.

12) Pembelajaran yang diselenggarakan pada TK, BA, RA atau bentuk lain yang
sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk
memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat,

13) Pendidikan anak usia dini jalur non formal yang diselenggarakan berbentuk
kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) atau satuan
pendidikan anak usia dini sejenis.

14)KB, TPA atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis dapat
diselenggarakan terpadu dengan bentuk dan jenis pendidikan anak usia dini
jalur formal sesvai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15) Program pendidikan anak usia dini sejenis diselenggarakan secara fleksibel
berdasarkan tahap dan perkembangan anak.

16) Peserta didik KB, TPA atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis
memprioritaskan pelayanan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia
4 (empat) tahun.

17)Program pendidikan anak usia dini terpadu adalah program layanan
pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu
program PAUD (TK, BA, RA, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan,
penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan atau
terkoordinasi.

A 1ap desa  sekurang-
| apat diselengparakan oleh
atau Masyarakat sesuai dengan
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Jak safaan prograrm pendidikan arak waa ding terpadu d I |
;ct“’_“pkﬂlk;m akses dan mutu layanan pen I]':LF,[;:-};;I;"‘. .”-r-‘l:f-,llr';':lh. -.Tr-m
Hj"*l': lahir sampal dengan usa f (enam) tahun, |::|E:|.u]|;.J":‘:--]'“‘|'I"-|IL-I -er
pAUL (TK, ”"ﬁ“,H’ﬂ"' KI5, TFA, SFS) yany [h:w'-.'-]l:ﬁ:“r'.'lfrdk'i; PL-I].‘: fmf
dan atau terkoordinasi : hSSAREACH
|r¢|-].didika'.=n [anar
1) Fcn:lidik“" r]ar.:_:r menyelengearakan program pendidikan sembilan tahun
2) Setiap Wargs dl. délil';m.h yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima helas) tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar sembilan tabun I
pemenintah [Dacrah menjamin biaya pendidikan bagi setiap warga yang tidak
mampu secara ckonomi untuk mengikuti wajib helajar pend?dlkan_daqar
faminan biaya pendidikan  tersebut  diselengearakan  sesuai d-::m;a.lé
kewenangan Pemerintah Dacrah menurut ketentuan peraturan p-:rumiaﬁu-
uyndangan. -
entuk pendidikan dasar terdiri dari SI), MU, atau bentuk lain yang sederajat
(exdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas | (satu), kelas 2 (dua), kelas
3 (tigal kelas 4 (empat),  kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam). Dilanjutkan
sMP, MTs, atau bentuk lain yanp sederajat terdini atas 3 (liga) tingkatan
kelas, vaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas @ fsembilan). )

§) Tinghkatan kelas tersebut dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas
berjalan sesual dengan daya tampung yang dimiliki masing-masing satuan
pcndidikan.

6) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:

menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mula,

kepribadian luhur, kehangsaan dan cinta tanah air;

b, memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual  dalam hentuk

kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;

memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;

J. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi sera
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

e. menumbuhkan minat pada olahraga, keschatan, dan kebugaran jasmani;
dan

{ mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan
pendidikan ke gMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

7) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajal berfungsi:

mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan,

akhlak mulia, dan kepribadian Juhur yang telah dikenalinya;

b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan
dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;

¢. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi
serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

¢. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk
kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup
mandiri di masyarakat.

%) Pendidikan Dasar bertujuan  untuk membangun  landasan  bagi

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha FEsa, berakhlak mulia,
berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kntis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri,
percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggungjawab.

| %)

3)

4)
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y Peserla didik pada SID/MI atau bentuk 14 yang
“-ndi.lhﬁ{i.‘l'ml'lll':':ih;-ll'L. e
repgecualian terhadap usia pesenta didik vape & e o :

e Liluﬁukﬂtl atas dasar pertimbangan duy :il:t‘uh:::;::i.n:‘l::':iHI:::.:.I“'I' "'hf'-"
]asikﬂlﬂﬂ- konselor :n.-ml dewan guru satuan pendidikan yang i“l‘;l‘;tpzl::md.u|

(1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerimg seliap war ,.; ang
perusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai pe I-Lt‘ :III:ILE;:
sesuai dengan batas daya tampung yang tersedia AR

12) SDMI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan
didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menumut s
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

13) Peseria didik p.-u]n. :I*SM!,':M'I's atau bentuk  lain y
menyelesaikan pumluhk:lm_ayu pada 81, MI atau bentuk lain yang sederajal.

14) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajal wajib menerima setiap warga
berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai

serta didik sampai dengan batas daya tampungnya,

15) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi
peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat
yang dite ntukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

sederajat herusia paling

akses bagi peserta
yarat-syaral yang

ang sederajal sudah

pendidikan Menengah

1) Pendidikan menengah terdin dari pendidikan menengah  umum  dan
pendidikan menengah kejuruan,

7) Pemerintah Dacrah menyelenggarakan  sckurang-kurangnya 1 (satu)
pendidikan menengah umum dan‘atau pendidikan kejuruan di  setiap
kecamaltan.

3) Pendidikan menengah  umum  dan/atau  pendidikan  kejurvan  dapat
diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. _

4) Pendidikan menengah umum berbentuk SMA, MA, atau bentuk lain yang
sederajat sedangkan pendidikan menengah kejuruan berbentuk SMK dan
MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

5) SMA dan MA terdiri atas 3 (liga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh),
kelas 11 {sebelas) dan kelas 12 (dua belas); ‘

6) SMA dan SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, :.fﬂl.'mlkle'lns _Iﬂ
(sepuluh), kelas 11 (scbelas) dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri dari 4
(empat) tingkatan yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua
belas) dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

7) Tingkatan kelas tersebut dapat dilaksanakan secara paralel maupun kelas
berjalan sesuai dengan daya lampung yang dimiliki masing-masing satuan
pendidikan. _ 1

8) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat bcrhcntulE
program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dan kompetensi
yang diperlukan peserta didik, meliputi:

a. program studi ilmu pengetahuan alam;

b. program studi ilmu pengetahuan sosial;

¢. program studi bahasa;

d. program studi agama; dan .

e. program studi lain yang diperlukan masyarakal atau yang sesuai dengan
otensi daerah, _

9) lncnfumn pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang SDdlErEjﬂt hﬂhc“mlr.
bidang studi keahlian yang dapat terdiri dari | (satu) atau lebih program studi
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V

ke ahlian, sedangkan ::-ut'mp program studi kuluhliar: dapat terdini dari 1 (satu)
o ebih kompelensi keahlian. Bidang studi keahlian meliputi: bidang studi
Jian teknolog! dan rekayasa; hidang studi keahlian teknologi informas!
bidang studi Leahlian keschatan; bidang studi keahlian seni,
Kerajinan &3 ri{-#‘isﬂlla.; lfmiang studil kea‘r:li'.m_ngri.hisnis. dan agroteknologi;
pidang sudi keahlian bisms dan manajemen; bidang studi keahlian lain yang
masyarakat atau yang Sesuai dengan potensi dan keunggulan

dipcr]ukan : ‘
dacrab- Peajurusat pada SMA, MA, SMK atau bentuk lain yang sederajat
d',]akganakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

0) p._-,ﬂdidi]tﬂ.ﬂ menengah umum berfungsi:
1 eningkatkan. menghayati, dan mengamalkan milai-nilai keimanan,

b akhlak mulia, kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
mempﬂlﬂjﬂri ilmu pengetahuan dan teknologi;

I':-ﬂm uﬂik“s IEI!

b.

i meningkatkan kepekaan dan  kemampuan mengapresiasi  serla
mcngekﬁpn‘sikﬁ.ll keindahan, kehalusan, dan harmoni;

d. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk

keschatan Jan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
mcningkmkan kesiapan fisik dan menial untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
1) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
g meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai  keimanan,
akhlak mulia, dan kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta tanah air;
b, membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan
ieknologi seria kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan

 meningkatkan kepekaan  dan kemampuan mengapresiasi  seria
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

d menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk

kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di

masyarakat danfatau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan

tingg!.

12) pendidikan menengah bertujuan membentuk peseria didik menjadi insan
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat,

mandiri, dan percayd diri, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung

jawap.

d, Pendidikan Menengah Kejuruan dan Vokasi
1) Pendidikan menengah kejuruan yang dilak

danfatau masyarakat harus memenuhi:
a, persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar

yang memenuhi standar mutu pendidikan kejuruan;
b. persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan
kebijakan dacrah vokasi.
2) Kebijakan pendidikan vokasi daerah diseleng

kebijakan Pemerintah Provinsi Vokasi.
3) Kebijukan Pemerintah Provinsi Vokasi dimaksudkan untuk memprioritaskan

pendidikan kejuruan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, pengembangan
sains dan teknologi serta pusal produksi dan pemasaran schingga peseria
didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia

ukan olehh Pemerintah Daerah

garakan untuk mendukung
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st maupun berwirausaha dan dapat melang - T ,
iy inpgs pat melanjuthan ke yenjang pendidikan
ang Jebih UNEEL
1) I’tmffi_"'tul1 I?“cmh mm".mku“g dan - memfasilitasi  penyelengpara;
pl.'l!di.dﬂ"dm kejuruan vokasi sesual dengan kewenanpan dll1rl.u|ni:‘ll-l';r:a‘m
: i uan

daerah.

pendidikan § husus dan Pendidikan Layanan Khusus

pcmﬂil'llﬂh Daerah menjamin terselenpgaranya TR

) i,mdidikanllayannn khusus pada pendidikan au.i uul::I:::::lhpmdmﬁ:ﬁdd?n

dan chndidlkﬂn menengah sesual dengan kebutuhan p{srna‘ didik e

1::.1]3_111'1“:1!'- penyelenggaraan pendidikan khusus tersebu ..,],'||Ll'|ﬂ.,.|,;:I d

b vediakan sumber daya pendidikan yang berkaian d e

-erta didik berkebutuhan Khusus. AL Sotanaten
pendidikan khusus terdini dari pendidikan khusus bagi peserta didik

I erkelainan dan pendidikan khusus bagi peserta didik yane s il
kecerdasan dan/atau bakat istimewa, ) pr

4) Peserta didik berkelainan te rdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu
{unawicara, wanagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunsganda, b::k::.ulim:;
belajar, lamban belajar, awtis, memiliki gangguan motonk, menjadi korban

nyalahgunaan narketika/obal terlarangzad adikuf lain, dan memiliki
kelainan lainnya.

5) Satuan pendidikan khusus bagi anak berkelainan dalam bentuk:

a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);

b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLIB);

c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALD)

e. Sekolah Inklusif

6) Pendidikan khusus bagi bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dar/atau bakat istimewa diselengoarakan pada satuan pendidikan formal,
kelas biasa, kelas khusus pada TE/RA, SD/MI, SMPMTs, SMAMA,
SME/MAK atau bentuk lain yang sedernjat, dan/atau satuan pendidikan
khusus.

7) Program pendidikan khusus yang diselenggarakan dapat berupa program
percepatan dan program pengayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di desa
ierpencil/terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, keadaan darurat
karena bencana alam atau bencana sosial dan masyarakat tidzk mampu dari
segi ekenomi.

9) Pendidikan layanan khusus dimaksudkan untuk menyediakan akses bagi
peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

10) Bentuk pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan melalui sekolah
terbuka pada jalur pendidikan formal, pendidikan nen formal dan pendidikan

informal serla sekolah darurat.
11) Pendidikan layanan khusus disclenggarakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
12) Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan peseria didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar dapal
mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan

secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

2)
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p‘mcf‘lﬂmh Daerah menyelenggarakan pendidiban inklusit pada sekolah
131e i sckolah menengah pertama paling sedikit 1 (sat) seholah setap

;“' -|,I.'|| .
i::lmﬂl‘m dan 1 (satu) sekolah pendidikan menengah serta heyuruan &

rah. oy -
dac clenggaraan pl-mh.hknn inklusit harus dapat mengakomodasi kebutuhan

setiap warga usia sekolah yang berkebutuhan khusus dan sesua dengan
Letentuan peraturan perundang-undangan

['miidikan Keagamadan :

) Pen Jidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi

a2 masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilar ajaran

“manya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

- —ndidikan keagamaan bcrlujuim uniub. Imcmhumuk peserta didik vang

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi

Jhli ilmu agama yang hgm_r.an Id:m bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
perakhlak mulia, berkepribadian luhur, berwawasan luas, kritis, kreatif,
imj\'uﬂfdﬂﬂ dinamis. o

3) Pemenintah Daerah memfasilitasi sumber daya pendidikan keagamaan sesua
dengan kemampuan dan kewenangan dacrah.

anggol

4) Pengelolaan pendidikan agama di daerah dilaksanakan oleh Kementerian
A gama.
5) rchmcrintuh Daerah bersama Kantor Kementerian Agama melaksanakan

pengawasan dan pembinaan pendidikan agama di daerah sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

§) Pendidikan agama meliputi pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha dan Khonghucu.

7) Pendidikan agama diselenggarakan sesuai dengan agama peserta didik.

§) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan
wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

g) Pendidikan agama yang disclenggarakan dalam bentuk mata pelajaran
agama, pembinaan agama, praktik dan pengamalan ajaran agama, pengkajian
ajaran agama serta penteladanan nilai-nilai agama.

10) Pendidikan agama di satuan pendidikan formal dilaksanakan dengan alokasi
jam pelajaran yang memadai serta dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran
melalui kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan hari libur dan peringatan hari
besar agama dan/atau kegiatan di luar sekolah lainnya.

11) Pelaksanaan pendidikan agama harus) sesuai dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

g. Pendidikan Karakter
I) Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa
pancasila, patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan
tEkMIDEi yang dijiwai dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha

sa.

2) Pendidikan karakter sebagaimana berfungsi untuk mengembangkan potensi
dasar agar peserta didik berhati baik, berpikir baik dan berprilaku baik,
memperkuat dan membangun prilaku bangsa yang multikulutral  dan
meningkatkan peradaban bangsa yang berdaya saing dalam pergaulan dunia.

9 Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter.

) Pendidikan karakter dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan dalam bentuk:
3. keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan;
b. pembiasaan budaya sekolah;
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pembiasaan hidup bersih dan sehat:
erintegrasi dengan kegiatan pembelajarap,
kegiatan ekstrakurikuler; an;
kegiatan tengah semester; dan
3 kr:giataln :usi.ﬂ‘;
pinas melaksanakan pengawasan ¢; o
; dacrah sesuai dengan k"'“'“I"““llundd:linnmﬂll:::;?: pendidikan karater i
undangan. an peratyran ]"""'Jﬂi.lang.
h pendidikan Rertarafl Internasional dan Rintisan Bertaraf Internasi
) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Dasar be s
dan/atau yang dm1nl1|s menjadi bertaral inlunmsimw‘I krlamr Intemasional
(satu) satuan pendidikan. sekurang-kurangnya |

pemerintah Dacrah dapat membantu . 1 . .

. bertaraf internasional dan/atau :,.jub?c:.::i]:::gtt;ﬂ':?alﬁ };:::' E'M."‘ dan SMK
dengan kewenangan dan kemampuan dacrah, FAona sen]
Penyelenggaraan pendidikan bertarafl internasi -

3 internasional dimaksudkan untuk Im:n;hh.nr;;?;:?ﬂ:mi::nn'_“'“‘" hcnla!alr
kemampuan berdaya saing global, yang memiliki

4y Sekolah Dasar bertaral internasiona ] s

} internasional di daerah dilarang: ' danfatau yang - dirintis bertaraf
b | R AG ngans
b. membatasi hak dan kesempatan diterima bagi pesena didik vang

orangtuanya tidak mampu secara ekonomi tanpa alasan yang jelas Yeng

5) Sekolah Dasar yang dirintis menjadi satuan pendidikan bertaraf ini:n::aﬁinnal
dan/atau  Seckolah Dasar bertaraf internasional di daerah melakukan
penjaminan  mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah
bertaraf internasional dan rintisan bertaraf internasional.

6) Pendidikan bertaraf internasional dan rintisan bertaraf internasional di dacrah
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-

i Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

[) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berbasis
keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah
yang telah memenuhi standar nasional pendidikan serta  memiliki
kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.

7) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan
pendidikan dasar dilaksanakan sckurang-kurangnya sebanyak | (satu} satuan
pendidikan di setiap kecamatan.

3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan
pendidikan menengah dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak | {satu)
satuan pendidikan. - i

4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis
keunggulan lokal pada satuan pendidikan dasar dan/atau menengah yang
diselenggarakan oleh masyarakat. -

5) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapal mendirikan satuan pendidikan
baru yang berbasis keunggulan lokal sesua ddﬂllﬂﬂ“ standar nasional
pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

6) Penyelenggaraan pcndidii?:n berbasis keunggulan lokal bcnqjuan u:l-mki
mengakomodasi peserta  didik dalam upaya mengembangkan  potens
ekanomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah.
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Gatuan pendidikan dasar dan menen
)

: gl vang  dike
hcm-.ggul.un lokal harus diperkaya den B dike

mhangkan 1
an berhsgs
Ean muatan e #

i dae i bids : idikan vang (e
Jengan polensi dmil:ndh th hlndmg SCL pariwisary, Pertanan ml: ;Lm“
L 3 I i T o' Ll a
dndustrian dan bidang Tain yang merupakay keungpulan |y s
Jan/atav komparatil daerah, mpetitif

pendidikan Non Formal
" 1) pendidikan not formal diselenggarakan berdasarkan

i ari. ole
unfuk masyarakat, prinsip dari, oleh, dan
Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasi)

2) peh Jidikan formal sesuai litl'l.g:illl ketentuan peraturan perundang-
pemerintah Dacrah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal
menurut  kemampuan daerah, prioritas  dan  sesuai dengan  peraturan

mmmg.undnlt‘:gnu.
pendirian dan Tjin pctn}'-.:-hnggummx satwan pendidikan non formal di daerah
diberikan oleh Bupati. 1

3) Pendidikan non rﬂnml' berfungsi 5Eh“E?i' pengganti, penambah, dan‘atau
pelengkap pendidikan I‘L‘:rmul atau rscrl:-ag‘m alternatif pendidikan, yang dapat
mengembangkan potens: peserta dn-:lal:: dengan penckanan pada penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan
kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang

ayat. ) .

6 I;cl:zdidiknn nonformal bertujuan membeniuk manusia vang memiliki

) kecakapan hidup, keterampilan  fungsional, sikap dan kepribadian
rofesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandin, serta
inmpﬂcnsi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan‘atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan

idikan nasional.

7 Fe:flidikan keagamaan jalur non formal dimalcsudkunlt:nluk mlfpamhﬂh
pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mcm.pcrsllnpkﬂn dl", umulr:
berusaha mandiri, mengembanghan sikap dan kepribadian yang dilandasi
dengan iman dan tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -

§) Bentuk pendidikan keagamaan jalur non formal bagi peserta ""“t;:
diselenggarakan melalui; majelis taklim, pengajian kitab, pl‘:ndlldlkal'l

diniyah dan bentuk pendidikan keagaamaan lain yang sejenis.
Quran, dinty - ian Agama melaksanakan

9) Pemerintah Dasrits Berwmmt SS K':mﬂ'“ﬂ-:m‘“ !:-5:1 formal di dacrah

i idik ama jalur no
pengawasan dan pembinaan pendidikan agama undarg-undangan
sesuai dengan kewenangan dan ketentuan I:El“fm[:ﬁ e
' an  satuan
10) Lembaga kursus dan pelatihan mernu ek apant
idi tuk meningkatkan kemamp
mcnytltﬁﬁukan ]J;n:::ﬂ::: nﬁﬁ: irol:]:tzl;:;lpﬂm dan keahlian di bidang
peserta didik agar ¢a
terlentu, m pelatihan

11) Lembaga kursus dan pelatihan dapat menyelenggarakan s 0
kerja dan bentuk pelatihan lain Degt perieee km.‘i dﬂun"sa ianp pelatihan  sesuai

) HIOgI) Yeng dilaksanakanl s dlclmha]%: I’:FEIH:'I.HUPIIH Juar negeri.
dengan kebutuhan tenaga kena s ﬂn"ﬂa :ﬁkau fasilitasi dari Pemerintah

13) Lembaga kursus dan pelatihan yang et/ FE5 'y " pulub persen) das
Daerah mengalokasikan s:kufa“_g'kumngni dan tidak bekerja sesual dengan
daya tampung bagi masyarakat tidak mamp
ketentuan. . ; ndidikan yang

. 5 » ﬂLﬂ,ﬂ 5;“.“;“1 pe

14) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merup an program:

menyelenggarakan pendidikan nen formal denganp

Program
undangan

Batany
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a. pendidikan anak usia dini;

b, pendidikan keaksaraan;

¢. pendidikan kesetaraan,

d. pendidikan pemberdayaan perempuan;

pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan kepemudaan;

pendidikan keluarga;

pendidikan keterampilan kerja dan/atau
i, pendidikan non formal yang diperlukan masyarakat.

15) Penyelenggaraan pendidikan pada pusat  kegiatan belajar masyarakat
dipri-‘.&rilnskn‘n untuk program keaksaraan, kesetaraan, keterampilan ]-.'L"rja dan
kecakapan hidup.

16) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat bekerja sama dengan satuan
pendidikan menengah kejuruan atau  satuan  pendidikan lain  untuk
meningkatkan kualitas dan/atau hasil pembelajaran masyarakat.

17) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kegiatan pembelajaran
masyarakat dapat mengikuti ujian kesctaraan hasil belajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

18) Kelompok Belajar merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan non formal dengan program:

pendidikan anak usia dini;

pendidikan keaksaraan:

pendidikan kesctaraan;

pendidikan pemberdayaan perempuan;

pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
g. pendidikan non formal yang diperlukan masyarakat.

19) Penyelenggaraan pendidikan pada kelompok belajar diprioritaskan untuk
program keaksaraan, kesetaraan dan kecakapan hidup.

20) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kegiatan pembelajaran
masyarakat dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

21) Program pendidikan non formal yang diselenggarakan meliputi:

Pendidikan anak usia dini;

Pendidikan kecakapan hidup;

Pendidikan pendidikan kepemudaan;

Pendidikan pendidikan pemberdayaan perempua;

Pendidikan pendidikan keaksaraan; dan
f. Pendidikan pendidikan kesetaraan.

22) Program pendidikan non formal sebagaimana dapal diselenggarakan
terintegrasi dengan satuan pendidikan non formal lain atau berdiri sendiri.

23) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal didasarkan
pada kondisi dan kebutuhan masyarakat.

24) Program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan non formal dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan formal.

25) Program pendidikan kepemudaan diselenggarakan untuk mempersiapkan
kader pemimpin bangsa bagi warga yang berusia antara 16 (enam belas)
tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun melalui:

a, organisasi keagamaan;

b. organisasi pemuda;

¢. organisasi kepanduan/kepramukaan;
d. organisasi palang merah;
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¢. organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup;

{ organisasi kewirausahaan;

g. organisasi masyarakat dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
h. organisasi seni dan olahraga; ’ 1
i. organisasi lain yang sejenis.

26) Penyelenggara program pendidikan kepemudaan harus mendapatkan ijin
penyelenggaraan program dan status organisasinya berbadan hukum serta
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

27) Program  pendidikan  pemberdayaan perempuan  dimaksudkan
meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

28) Penyelenggaraan program pendidikan pemberdayaan perempuan  harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29) Program pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan bagi warga
usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis,
berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

30) Pendidikan keaksaraan dapat diselenggarakan terintegrasi dengan program
pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan non formal.

31) Pemerintah Daerah memiliki database penduduk yang belum dapat
membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dengan bahasa
Indonesia untuk diberikan  program pendidikan keaksaraan secara
berkelanjutan.

32) Pemerintah Daerah menetapakan kebijakan dan target warga belajar
berdasarkan database yang diselenggarakan oleh dinas.

33) Pemerintah Daerah melibatkan seluruh satuan pendidikan non formal,
Perguruan Tinggi dan/atau masyarakat untuk menyelesaikan target warga
belajar program pendidikan keaksaraan.

34) Warga belajar yang telah mengikut program keaksaraan wajib mengikuti uji
kompetensi keaksaraan.

35) Warga belajar yang telah lulus mengikuti uji kompetensi keaksaraan diberi
surat keterangan melek aksara.

36) Penyelesaian target diukur dari jumlah warga belajar yang telah memiliki
surat keterangan melek aksara.

37) Penyelesaian target peserta didik garapan program pendidikan keaksaraan
harus selesai maksimal 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini
diundangkan.

38) Program pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI yang berbentuk
Paket A/Ula, setara SMP/MTs berbentuk Paket B/Wustha dan setara
SMA/MA/SMK/MAK berbentuk Paket C.

39) Program pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non
formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

40) Program pendidikan kesetaraan dapat terintegrasi  dengan  program
pendidikan kecakapan hidup, program pendidikan pemberdayaan perempuan
dan/atau program pendidikan kepemudaan.

41) Program pendidikan kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

untuk

Pendidikan Informal

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan peserta didik yang
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
Jam Belajar Wajib

o5
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Untuk melaksanakan pendidikan informal di lingkungan keluarga peserta
didik, pemerintah Daerah mengatur pelaksanaan jam belajar wajib. Jam belajar
wajib adalah jam malam yang ditetapkan oleh Pemerintah Dacrah bagi peserta
didik untuk belajar sccara informal pada setiap malam hari sekolah di luar hari
libur sekolah. Pemerintah Daerah menctapkan jam belajar wajib bagi peserta
didik mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu daerah, setiap hari
sekolah di luar hari libur sekolah. Penetapan jam belajar wajib bagi peserta didik
dimaksudkan untuk memberikan akses bagi orang tua peserta didik untuk
melaksanakan pendidikan informal dengan mendampingi dan membimbing
belajar bagi anaknya. Pendidikan informal dapat dilakukan dalam bentuk:

a. pembiasaan bagi peserta didik untuk melaksanakan ibadah dan mendalami
pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing;

mendalami dan mengulas kembali pelajaran di sekolah;

menyiapkan bahan belajar untuk esok harinya;

mengerjakan tugas-tugas sckolah di rumah;

diskusi keluarga; dan/atau

kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan diri
peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya baik akademik maupun non
akademik.

e LN~

Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan informal dapat dilakukan oleh:
orangtua peserta didik langsung;

anggota keluarga;

pendidik atau tenaga kependidikan. Pendidik atau tenaga kependidikan yang
sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional, maka dilarang untuk
memungut biaya pendampingan dan pembimbingan belajar selama jam
belajar wajib berlangsung.

d. orang lain yang ditunjuk oleh orang lua untuk mendampingi dan

membimbing belajar anaknya selama jam wajib belajar berlangsung;
dan/atau

e. belajar berkelompok.

Lo

Agar pelaksanaan jam belajar wajib berlangsung secara efektif, maka perlu
dukungan seluruh unsur masyarakat termasuk melibatkan satuan polisi pamong
praja, lembaga swadaya masyarakat, perangkat kecamatan, perangkat desa,
tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat. Sehingga perlu monitoring dan
pengawasan. Bagi peserta didik yang tidak mengindahkan, maka diberikan
pembinaan agar dapat melaksanakan jam wajib belajar dengan sebaik-baiknya
agar dapat menjadi masyarakat yang pembelajar dan belajar sepanjang hayat.

- Pendidikan Tinggi

Pemerintah Daerah mendorong dan mengembangkan keberadaan jenjang dan
jenis penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah bersama Kementerian
maupun Masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan
masyarakat dengan memperhatikan potensi unggulan daerah sesuai dengan
kewenangan dan kemampuan daerah menurut peraturan perundang-undangan

5. Pendiri s e
Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan, meliputi:

i Y
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pendirian dan Perizinan Pendidikan
1) Setiap pendirian program atau satuan pendidikan baik jalur formal maupun
nonformal harus memperoleh izin pendirian dari Bupati.
2) Setiap pr:nd.irian program atau satuan pendidikan harus memenuhi svarat-
syaral pendirian satuan pendidikan yang mencakup isi pendidikan, jtlnrlah
dan kualfiikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana
pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta
manajemen dan proses pendidikan.

3) Izin pendirian program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Daerah dan Masyarakat dikeluarkan oleh Bupati.

4) lzin pendirian dan/atau pengembangan satuan pendidikan berbasis
keunggulan lokal dikeluarkan oleh Bupati.

5) lzin pengembangan satuan pendidikan menjadi satuan pendidikan bertaraf
Internasional dikeluarkan oleh Kementerian.

6) Izin pendirian program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Agama dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

7) lzin pendirian program atau satuan pendidikan khusus pada jenjang
pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikeluarkan oleh Pemerintah
Provinsi.

8) Setiap izin pendirian program atau satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh
Kementerian, Kementerian Agama atau Pemerintah Provinsi  harus
memperoleh rekomendasi dari Bupaui.

9) Rekomendasi dari Bupati dikeluarkan berdasarkan hasil studi kelayakan yang
mencakup:

a. kelayakan tata ruang, geografis dan ekologis:
b. kelayakan finansial, sosial dan budaya: dan
¢c. kelayakan jarak antara satuan pendidikan sederajat dengan potensi
dan/atau jumlah penduduk usia sekolah, serta kapasitas daya tampung
lingkup jangkauan program atau satuan pendidikan sederajat di wilayah
tersebut.
b. Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

1) 1) Perubahan dan penggabungan program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat dilakukan
menurut syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:

3) terjadi pemekaran wilayah;

4) penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan

belajar;
5) jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang
dipersyaratkan; dan/atau

6) terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.

7) Penggabungan satuan pendidikan harus sesuai dengan jalur, jenjang dan
jenisnya.

8) Penggabungan satuan pendidikan mempertimbangkan kebutuhan dan
kapasitas daya tampung lingkup jangkauan satuan pendidikan sederajat di
wilayah tersebut.

¢. Penutupan Satuan Pendidikan

1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian
kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.

Caibal 2.
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2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila satuan pendidikan tidak
memenuhi syarat pendinan dan/atau  tidak menyelenggarakan kepiatan
pembelajaran.

3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati.

6. Kurikulum, meliputi:
2. Kurikulum Pendidikan

1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan semua jalur pendidikan di daerah
berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional, dan/atau dapat menerapkan
siandar internasional untuk satuan pendidikan yang dikembangkan bertaraf
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kurikulum pendidikan non formal yang berbentuk kursus dan/atau lembaga

pendidikan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat
pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

3) Kurikulum pada setiap SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan
SMAMAMAK/SMK atau bentuk lain yang sederajat harus memasukkan
pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan
sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional secara utuh di luar
beban jam belajar yang telah ditentukan.

4) Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan formal disesuaikan

dengan potensi satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya
masyarakat daerah dan kebutuhan peserta didik.

b. Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal

1) Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyelenggarakan
kurikulum pendidikan muatan lokal.

2) Pendidikan muatan lokal terdiri dari muatan lokal provinsi, muatan lokal
daerah dan/atau muatan lokal sekolah.

3) Muatan lokal provinsi adalah mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya
Jawa dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi
dilaksanakan sectiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan
mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.

4) Muatan lokal daerah adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Daerah
Batang dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi
dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan
mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.

5) Muatan lokal sckolah adalah mata pelajaran khusus dan memiliki potensi
yang ada di lingkungan sekolah dengan alokasi waktu paling banyak 2 (dua)
jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir
jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada
akhir jenjang pendidikan.

6) Muatan lokal daerah dan muatan lokal sekolah daerah dan muatan lokal
sekolah disusun dengan memperhatikan:

agama;

peningkatan iman dan taqwa;

pendidikan budi pekerti;

penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi daerah;

keragaman potensi daerah dan lingkungan; i
peningkatan potensi, kecerdasan dan minal peserta {1I1:1\'Ii1

g nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan sej arah daerah;

me R oR
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tuntutan pembangunan  daerah  dan  nasional  serta  dinamika
p-:rl»;cmhungan gluthal;

tuntutan dunia kerja; dan

pr:rkl:mhzlngun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

ke“'ﬂllmgm pen}mS‘unun kurikulrum mualan lokal daerah berada pada Dinas
dengan masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan.
Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal sekolah berada pada
cekolah dengan masukan dari pemangku kepentingan.

h.

] Bahasa Pengantar Pendidikan

; Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam

nyelenggaraan pendidikan di dacrah.

b. Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal

" sendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau
keterampilan tertentu.

c. Bahasa Daerah sebagaimana adalah Bahasa Jawa.

4. Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah menggunakan Bahasa Jawa
sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi setiap hari Kamis. Hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan dan membudayakan bahasa Jawa sebagai
bahasa daerah dalam rangka melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur yang
terkandung di dalamnya.

e. Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan
bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional sesuai dengan standar
penjaminan mutu pendidikan bertaraf internasional.

f Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi pada satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung kemampuan berbahasa asing
peserta didik.

g. Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi diatur oleh satuan
pendidikan masing-masing.

a

8. Peserta didik, meliputi:
a. Penerimaan Peserta Didik

1) Penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan bertujuan memberi
kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga usia sekolah agar memperoleh
layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

2) Penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara, obyektif, akuntabel,
transparan, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya pendafiaran.

3) Penerimaan dan seleksi peserta didik baru dilakukan dengan memperhatikan
kalender pendidikan, daya tampung setiap rombongan belajar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan peserta didik
setiap tahunnya dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kelentuan peraturan
p_erundang-undangan.

b. Perpindahan Peserta Didik

1) PF"PiH{lahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam satu daerah,
dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala
sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Dinas dan Kantor

2 E'—'rﬂﬂnteriny Agama sesuai dengan kewenangannya.

alam perpindahan peserta didik, tidak diperkenankan:

Pindah tanpa alasan yang diperbolehkan dalam ketentuan yang berlaku;

memungut biaya perpindahan peserta didik;

-
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dipersulit d_.ﬂam m_m!dnp:uk;m persetujuan pindah sekolah.

3) Peserta didik pendidikan menengah dapat pindah ke:

T iyrusan yang sama pada satuan pendidikan lain:
jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama: atau
jurusan yang hlu:rhcdn pada satuan pendidikan lain.

4) petunjuk teknis dqn pelaksanaan penyelenggaraan perpindahan peserta didik
dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan .-;nu.-l
pcrundnng-undungnn. e

Pembinaan Kesiswaan

{) Setiap satuan pendidikan formal wajib menyelenggarakan pembinaan
kesiswaan peserta didik.

2) Pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan
kokurikuler.

3) Materi pembinaan kesiswaan meliputi:

2. Keimanan dan Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Budi pekerti luhur dan akhlakul karimah;

Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;

Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;

Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, pendidikan

kepramukaan, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam

konteks masyarakat plural:

f Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;

g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang

h

L.
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terdiversifikasi;
_ Sastra dan budaya daerah;
Teknologi informasi dan komunikasi; dan
K omunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa asing.

4) Pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab
kepala satuan pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5) Dinas dan Kantor Kementerian Agama melaksanakan pembinaan kesiswaan
peserta didik di tingkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

d. Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik

1) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib
mengenakan pakaian seragam sekolah;

2) Penggunaan pakaian seragam sekolah terdiri dari:

a. Pakaian seragam sckolah nasional pada hari Senin dan Selasa,

b. Pakaian seragam sekolah daerah atau identitas lembaga pada hari Rabu
dan Kamis,
Pakaian seragam pramuka pada hari Jumat dan Sabiu,
Pakaian praktik sekolah sesuai dengan jadwal pembelajaran praktik,
Pakaian olahraga sesuai dengan jadwal pembelajaran olahraga,
Khusus pakaian kejuruan untuk sckolah menengah kejuruan diatur oleh
satuan pendidikan masing-masing.
3) Jenis dan warna pakaian seragam:

a, SD/MI/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warmna putih
dan bawahan pendek/panjang berwama me rah.

b. SMP/MTs/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang dengan warna
putih dan bawahan pendek/panjang berwarna biru.

¢c. SMA/MA, SMK/MAK/Sederajat kemeja berlengan pendek/panjang
dengan warna putih dan bawahan panjang berwarna abu-abu.

[ L =T
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1) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah daerah adalah Batik Daerah atau
jdentitas lembaga.
e Larangdh . o o
pesertd didik baik secara pribadi maupun kolekuif, dilarang;
5. melakukan tindak kekerasan kepada peserta didik lain baik fisik maupun
" ponfisik di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan;
b. melakukan tindak kﬂkl:‘:rﬂlsml kepada pendidik dan tenaga kependidikan II{]i
lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;
melakukan tawuran antar pelajar;
4. membawa, mengkonsumsi, mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang
dan/atau zat adektif berbahaya lainnya; dan/atau

e. melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.

o Pendidik dan Tenaga Kependidikan

pendidik pada satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi cesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tenaga kependidikan
mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang,
tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga
administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta
tecnaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Tugas dan
mnggungjawab tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
a. Pengangkatan, Pencmpatan, Pemindahan dan Pemberhentian

1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan
pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

2) Pendidik dan temaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil
dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan
tenaga kependidikan yang diselenggarkaan oleh pemerintah daerah
dilaksanakan dalam rangka penataan, pemerataan dan pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.

4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan
tenaga kependidikan yang disclenggarkaan oleh masyarakat dilakukan oleh
penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berdasarkan
kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pembinaan Karier, Promosi dan Penghargaan

1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karicr pendidik dan tenaga
kependidikan yang ditetapkan Pemerintah,

2) Pemerintah Daerah memberikan promosi dan penghargaan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pembinaan karier, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan di daerah diatur dalam Peraturan Bupati,

Larangan

gfiﬁﬂp pendidik dan tenaga kependidikan baik perscorangan maupun kolektif,
tarang;

g s S0 # 2
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1) menjual buku pelajaran, lembar kerja siswa, bahan ajar, ngrlcngkapﬂn bahan

ajar, pakaian seragam atau bahan s::ragmn_m satuan pcnd_zdlkrm;

memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada

serta didik atau oranglua peserta didik di satuan pendidikan; |

melakukan pungutan kepada peserta didik atau oranglua peserta didik ba_uk

langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan belajar mengajar

maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundung-undangnn_‘, ‘ ) ‘

4) meninggalkan kewajiban mengajar dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai
pendidik dan tenaga kependidikan di saat jam sekolah berlangsung;

5) melakukan scgala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang d_a;_:ul
menciderai integritas dan profesionalisme evaluasi hasil bu!ajar pesera didik;

6) melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik kﬂpﬂ.[]é? peserta
didik di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;

7) membawa, mengkonsumsi, mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang
dan/atau zat adektif berbahaya lainnya; dan/atau

g) melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.

2)

3)

10, Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan
yang meliputi tanah/gedung, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan
Jain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang leratur dan
berkelanjutan.

b. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan
dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peseria didik sesuai dengan jenis
sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

c. Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh satuan
pendidikan dan rasio sumber belajar terhadap peserta didik diatur menurut
standar minimal sarana prasarana pendidikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

d. Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
di daerah sesuai dengan kebijakan, kemampuan dan kewenangan daerah,

e. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan diselenggarakan dalam rangka
memenuhi standar minimal pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas,
kebutuhan, memadai, merata dan berkelanjutan.

11. Evaluasi, Akreditasi Dan Sertifikasi

2. Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan
terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, program pendidikan,
satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan pada jalur formal dan non
formal di semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Evaluasi peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses
kemajuan dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;

Evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan
k‘ulemuan peraturan perundang-undangan;

Evaluasi satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan dilakukan oleh
1““':3&[,:& mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk
menilai pencapaian standar pendidikan.
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p emerintah Daerah nmlu?&ukun -.:valluasi terhadap pengelola, pendidik dan tenaga

kependidikan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesyai dengan

kewcnimﬁﬂm"}'“ menurut pr:r.aturan pcrundang-undungan,

f. pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi satuan

" endidikan untuk mendapatkan akreditasi pendidikan.

gertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

ljazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi

pelajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan  setelah lulus ujian

yang disr:lcnggarakan_ Ui'fh sinuan pendidikan yang terakreditasi.

i Sertifikat kompetensi diberikan olch penyelenggara pendidikan dan lembaga
pulnlihill'l kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan

terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu  setelah lulus uji

kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau

lembaga sertifikasi.

j, Penyelenggaraan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

g m

12. Standar Pelayanan Minima! Pendidikan Daerah

Pemerintah Dacrah menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan

pcmndaﬂg-undﬂngﬂn. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di
daerah dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Pendanaan Pendidikan

a. Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

b. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas publik.
Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki

satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin Kkeberlangsungan dan
peningkatan mutu pendidikan.

d. Pendanaan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.

2) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan
pendidikan yang diselegngarakan oleh Pemerintah Daerah.

3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan
menengah sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. )
Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan beasiswa bagi peserta ""_idlk
berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ckonomi pada jenjang
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. o
Pemerintah Dacrah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik
pendidikan dasar yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi,
7) Pemerintah Dacrah mengalokasikan bantuan pendidikan untuk membebaskan
peserta didik berperstasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

4)

3)

6)

) r . m
Kalerala ;"e.-uju,.:.-:g.-.?‘-g wadn Pondidiban af f;ﬂﬂ.:m ren Ba fang

! Dipindai dengan
{8 CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

¢

#) I‘cnwrinlnh l}lm'l';l!l nwnlpaﬂnk-.ml_\.m bantuan operasional b
erpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang
vang dipers :-.':n".ll.l-;m:l.

pendanaan oleh I‘mmfnmnh |]‘L‘5|.E |

1 pemerintah Desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan,

2) pemerintah  Desa dapat - mengalokasikan  pendapatan  desa untuk fungsi
p-cndiq.likun.

3) Fungsi pendidikan tersebut dapat berupa;

a) beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu
secarn ckonomi;

b) bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah
pada pendidikan dasar;

¢) penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah;

d) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan/atau

¢) bentuk lain yang sesuai dengan kemampuan desa dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Pemerintah Desa dapat memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan
pendidikan, berupa:

a) penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan;

b} sarana prasarana pendidikan;

¢) penyelenggaraan kegiatan kursus, pelatihan  dan kelompok  belajar
masyarakat; dan/atau

d) bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan oleh Masyarakat

1) Masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di
Daerah, wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari laba
bersih usaha tiap tahunnya untuk mendukung pendanaan pendidikan daerah.

2) Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan daerah  diperuntukkan bagi
satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah  dacrah  maupun
masyarakat dalam bentuk bantuan hibah dan/atau pendapatan lain-lain sckolah
yang sah.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari
masyarakat diselenggarakan berdasarkan kebijakan strategis pembangunan
pendidikan daerah.

_ agl sekolah dasar
an standar nasional pendidikan

14. Pengelolaan data dan informasi pendidikan

a.

b.

c.

g 1"-'! J'.I::d fr "ff {_-

| L‘I!'.c';_n.{.'ﬁ ﬂq ¥

Pemerintah Dacrah melakukan pengelolaan data dan informasi terkail dengan
pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan di daerah.

Pengelolaan data dan informasi dimaksudkan untuk dasar pengambilan
kebijakan pembangunan pendidikan di dacrah serta untuk menetapkan tata kelola
pendidikan yang dapat menjamin efisiensi, efektilitas dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan.

Pengelolaan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. )
Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi
pendidikan daerah berbasis teknologi  informasi  dan komunikasi untuk
menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah. _
Sistem informasi pendidikan daerah merupakan bagian gsistem dari sistem
informasi pendidikan nasional,

Sistem informasi pendidikan daerah dapat terintegrasi dengan sistem informasi
daerah.
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sigtem informasi ]Wﬂdidik“,“ L!H.E'.Fﬂ!'l sekurang-kurangnya dapat memberikan
giste : formasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran bagi
“-a,:EZiulﬂ““ data, informasi du_n pcngcmbf'mgan sistem informasi pendidikan
chfah diselenggarakan oleh dinas melalui penetapan dan penerapan standar
da  calon] prosedur pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan daerah

suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
s¢

pembinaan Dan Pengawasan Pendidikan

pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu
a.

ndidikan di daerah dengan mempedomani pada kebijakan pendidikan nasional,
kebijakan Pemerintah Provinsi da_n §tandar PE!‘IdIdlkan MNasional.
Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya meliputi
antara lain: -
2. akreditasi program pﬂl]dfdikﬂn;
b akreditasi satuan pendidikan;
¢ sertifikasi kompetensi pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
d. penjaminan program  pendidikan bertaral internasional dan/atau

dikembangkan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar;

e. penjaminan program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
Dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah
mengkoordinasikan  dengan Pemerintah melalui unit  pelaksana teknis
penjaminan mutu pendidikan.
Pembinaan dan pengawasan pendidikan di daerah dilakukan oleh Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan pendidikan meliputi pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan non formal di daerah.

16. Kerja Sama dan Kemitraan Pendidikan

b.

17.p

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan kerja
sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, duna usaha dan/atau pihak ketiga.
Kerjasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan,
memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan bertaraf
internasional serta berbasis keunggulan lokal.

Kerjasama dan kemitraan dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non
akademik.

Kerjasama dan kemitraan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada satuan
pendidikan untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan satuan pendidikan
lain, satuan pendidikan asing, program studi, pusat studi, lembaga penelitian,
perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di bidang akademik maupun non
akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan pendidikan yang akan melakukan kerjasama dan kemitraan harus
mendapatkan rekomendasi dari dinas.

eran Serta Masyarakat, meliputi:

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah

:ﬂm r_ﬂﬂgka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan
@kuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat

ns
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harus Jilaksanakan sesual dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,
meliputi peran serta_perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan
ang dapat ml:njild[ sumber, pelaksana d”ﬂr pengguna hasil pendidikan dalam
! entuk: (1) penyediaan sumh{:r d:l}f:_i _pendldlkun'. (2) penyelenggaraan satuan
odidikan; (3) penggunaan hasil pendidikan; [4;_; pengawasan penyelenggaraan dan
ngelolaan pendidikan, H}lilk termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan
oforias pengawasan fungsional; (5) pemberian pertimbangan dalam pengambilan
keputusan yang bc'rdampflk pada pcmunjzzku kepentingan pendidikan di daerah
dengan dikoordinasikan dinas; (6) Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan
didikan danfatau penyelenggaran  satuan pendidikan dalam  menjalankan
fungsinya dengan dikoordinasikan dinas.
a. Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan di Daerah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana seria pengawasan pendidikan
di daerah. Dewan Pendidikan di Daerah bertugas menghimpun, menganalisis dan
memberikan rekomendasi tertulis maupun lisan kepada Bupati terkait dengan
fungsi dewan pendidikan didacrah. Pelaksanaan tugas dan fungsi dewan
pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Komite Sckolah

Komite sekolalvmadarasah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan
di satuan pendidikan. Komite sekolah/madarasah bertugas memperhatikan dan
menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap
satuan pendidikan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite sekolah/madarasah
pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah/Madrasah, baik perorangan maupun
kolektif, dilarang:

1) menjual buku pelajaran, lembar kerja siswa, bahan ajar, perlengkapan bahan
ajar, pakaian seragam atau bahan seragam di satuan pendidikan;

2) memungut biaya bimbingan belajar atau les kepada peserta didik atau
orangtua peserta didik di satuan pendidikan;

3) melakukan pungutan kepada peserta didik atau orangtua peseria didik baik
langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan belajar mengajar
maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4) melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat
menciderai integritas dan profesionalisme evaluasi hasil belajar peserta didik;

5) melakukan intervensim dan menciderai integritas seleksi penerimaan peserta
didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau

6) melakukan segala sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat
menciderai integritas dan profesionalisme satuan pendidikan.

¢. Pengaduan masyarakat

Masyarakat dapat mengadukan penyimpangan pengelolaan satuan pendidikan

kﬂ_lmda Pemerintah Daerah. Pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh

Dinas dalam bentuk klarifikasi, verifikasi dan investigasi apabila:

7) pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas;

8) pengadu memberikan bukti adanya penyimpangan;

9) kedudukan pengadu dengan perihal yang diadukan adalah relevan.
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Tata card pengaduan masyarakat dan tindak lanjut pengaduan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

. Ketentudh 5““'_“? ’
. . sanksi Administratif .
. ; pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi
: i ministratif berupa mcnutur{ satuan pcn{_jifﬂikun dan/atau program pendidikan
yang menyelenggarakan pc_rndldlkan tanpa izin.

b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi
qdministratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber
daya pendidikan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang
akan didirikan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian
Agama yang lidak memiliki rekomendasi izin pendirian.

¢. Pemerintah Daerah sesuai denpgan kewenangannya dapat memberikan sanksi
administratil berupa peringatan, penggabungan, penundaan, pencabutan izin
penyelenggaraan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada
satuan pendidikan apabila satuan pendidikan/program pendidikan tidak sesuai
dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan yang tidak
melaksanakan kewajibannya, satuan pendidikan yang tidak mempedomani
kebijakan strategis Pemerintah Dacrah terhadap pembangunan pendidikan,
satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan pendidikan keagamaan,
pendidikan karakter, pembinaan kesiswaan, satuan pendidikan RSBUSBI yang
tidak sesuai dengan kelentuan, tidak memenuhi persyaratak kelayakan
penyclenggaraan pendidikan, satuan pendidikan yang tidak melaksanakan
kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum pendidikan muatan lokal, satuan
pendidikan yang tidak menggunakan Bahasa Jawa pada hari yang telah
ditetapkan sebagai bahasa pengantar dan/atau bahasa komunikasi, satuan
pendidikan yang menyelenggarakan penerimaan siswa baru dengan tidak
obyektif, tidak akuntabel, tidak transparan, diskriminauf dan memungut biaya
pendaftaran, satuan pendidikan yang memungut biaya pindah sckolah dan
mempersulit proses pindah sekolah, satuan pendidikan yang tidak memiliki
sarana prasarana pendidikan yang ditentukan dan satuan pendidikan yang
melakukan kerjasama dan kemitraan tanpa mendapatkan rekomendasi dari dinas.

d. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapal menolak menerbitkan

izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan/program pendidikan
apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menolak rekomendasi
satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang akan didirikan baik oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Kementerian Agama apabila seiclah
dilakukan studi kelayakan ternyata tidak mencakup persyaratan yang ditentukan.
Perscorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan non
formal baik disengaja maupun tidak disengaja melanggar ketentuan
penyelenggaraan pendidikan non formal dikenai sanksi administratif berupa
peringatan, penggabungan, penundaan dan/atau pembatalan pemberian sumber
daya pendidikan serta pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan non formal
maupun penutupan program/satuan pendidikan non formal :
£ Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajibannya dapal dikenai sanksi
berupa peringatan dan/atau skorsing dari satuan pendidikan oleh satuan
pendidikan yang bersangkutan,

Peserta didik yang tidak mematuhi jam wajib belajar dikenai sanksi p¢|ﬂ'tl_inﬂi'-“-
Peserta didik yang melanggar larangan, dapat langsung dikeluarkan dan satuan
pendidikan oleh satuan pendidikan  yang bersangkutan, Peserta didik yang
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diktluﬂﬂ"“n dari satuan pcndid_ik;m _ diberikan pendidikan  pada lembagy
habilitasi anak atau lembaga sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
e rundang-undangan. p |

. pendidik yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administrati

) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Tenaga Kep&ndidl?im‘l yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi

” admiﬂismﬂf sesuai dengan ku‘tu‘muan peraturan perundang-undangan.

| Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang n1elmggur ketentuan larangan dikenai

" canksi administratif maupun sanksi Kepegawaian sesuai dengan Ketentuan

caturan perundang-undangan. .

m. Anggota dewan pcndi}hkm} atau komite sekolah yang melanggar ketentuan
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan’‘atau dinonaktifkan
keanggotaanya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

5. Sanksi Pidana
Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan satan
pendidikan formal dan non formal tidak memenuhi ketentuan dan melanggar
ketentuan perizinan penyelenggaraan diancam pidana dengan ketentuan vang
mengacu pada Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

D. Ketentuan Peraliban
Program dan/atau satuan pendidikan formal dan non formal yang sudah berdin dan
mempunyai izin operasional sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui
keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Program
dan/atau satuan pendidikan formal dan non formal yang masih dalam proses pengajuan
izin operasional tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.

E. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dacrah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
sejak Peraturan Daerah diundangkan. Peraturan Dacrah mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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|, Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Batang belum memiliki peraturan daerah

tentang pmyclenggarﬂan pendidikan di Kabupaten Batang sehingga menyebabkan
pembangunan pendidikan belum optimal.
7, Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk:

a.

ki

B, Saran

Mas

mengatur penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di daerah, sebagaiman
diamanatkan dalam konstitusi bahwa prioritas kebutuhan pendidikan adalah 20%
dari APBD;

mendukung upaya penyelenggaraan pendidikan yang mampu meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kescjahteraan umat manusia;

menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima
pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai
kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

mengatur ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan
pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, yang meliputi sumber daya
manusia, infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, maupun pembiayaan;
mengatur peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan di
Kab. Batang

menjamin setiap warga masyarakat Kab. Batang menempuh pendidikan dasar 9
tahun dan memberikan akses seluas-luasnya untuk menempun pendidikan
menengah universal;

untuk mengatur isi kurikulum pendidikan yang bermuatan keunggulan lokal,
budi pekerti dan kearifan budaya di Kabupaten Batang;

memfasilitasi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus;

mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kab. Batang
agar lebih terarah, merata di pelosok daerah dan memudahkan pemantauan dan
evaluasi; serta

mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan pendidikan nasional di daerah.

Berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu disusun rancangan peraturan

daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batang.
2. Dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini
menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2012,
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